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IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) DI 
SMA NEGERI 6 YOGYAKARTA 
 
Oleh 
Nurlaila Rampi Amalia Ambar Sukma Dewi 
NIM 08110244029 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program bantuan 
siswa miskin (BSM) di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah Kepala Sekolah, Guru, 
Pengelola BSM, Orang tua Siswa dan Siswa.  
Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Metode 
pengumpulan yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Dalam mekanisme pelaksanaan 
program BSM dimulai dari mendata siswa calon penerima BSM, mengirimkan 
data tersebut kedinas pendidikan kota yang kemudian akan dilakukan ke 
pemerintah pusat yang akan menetapkan penerima BSM. 2) Pelaksanaan program 
BSM di SMA Negeri 6 Yogyakarta sudah dikatakan berhasil karena didukung 
dengan komunikasi yang jelas dan konsisten, sumber daya staf yang cukup 
kompeten, fasilitas yang baik. Disposisi dilaksanakan dengan baik sesuai dengan 
petunjuk pelaksanaan dan kerjasama antar staf sekolah.  
 
Kata Kunci: implementasi, program bantuan siswa miskin. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kemiskinan masih menjadi penyebab utama siswa putus sekolah atau 
drop out. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya pendidikan, baik biaya 
langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung meliputi antara lain, iuran 
sekolah, buku, pakaian/seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung 
meliputi antara lain biaya transportasi, uang saku, dan biaya lain-lain. Sebagai 
perbandingan, menurut data Kemendikbud, (2013: 1) besarnya biaya 
pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA sekitar 2,4 kali lipat dan 4,4 kali 
lipat dari biaya jenjang pendidikan SD/MI. Keadaan tersebut tentu sangat 
berpengaruh pada rendahnya angka partisipasi pendidikan penduduk miskin, 
terutama ditandai dengan banyak siswa putus sekolah dan angka tidak 
melanjutkan hingga ke jenjang pendidikan menengah. Hal tersebut didukung 
oleh data Survey SUSENAS BPS yang mengungkapkan bahwa 75,7% angka 
putus sekolah disebabkan oleh alasan ekonomi, baik karena tidak memiliki 
biaya (67%), maupun karena anak harus bekerja (8,7%)  (Kemendikbud, 
2013: 1). 
Data yang diperoleh dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) 
Kemendikbud tahun 2010 menunjukkan bahwa siswa SMP/MTs yang putus 
sekolah di Indonesia berjumlah 83.917 orang, sementara itu pada jenjang 
SMA/SMK/MA sebanyak 90.263 ribu siswa yang mengalami putus sekolah. 
Pada tahun yang sama, dari total lulusan SMP/MTs yang berjumlah 4,2 juta 
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siswa, sebanyak 1,2 juta siswa tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang 
SMA/SMK/MA. Data tersebut juga menunjukkan bahwa pada tahun 2010 
Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah baru mencapai 70,53% 
atau lebih rendah dari APK pendidikan menengah pertama yang sudah 
mencapai angka 98,2% (Kemendikbud, 2013: 1). 
Fakta di atas menunjukkan fenomena sosial bahwa semakin miskin 
masyarakat akan semakin sulit untuk mengakses pendidikan, padahal 
pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dan strategis dalam upaya 
meningkatkan kualitas suatu bangsa, terutama kualitas sumber daya manusia 
yang merupakan pilar utama bagi bangsa Indonesia untuk dapat bersaing 
secara bebas di era global ini. Fenomena putus sekolah ini bahkan 
dikhawatirkan semakin meningkat seiring tingginya angka inflasi harga di 
Indonesia, terutama saat kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak).  
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diputuskan oleh 
Pemerintah tersebut berdampak bagi masyarakat keluarga miskin antara lain: 
(1)  kesulitan menjangkau layanan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar 
ke jenjang pendidikan menengah; (2) Siswa sulit mengakses layanan 
pendidikan karena kesulitan dan tidak mempunyai biaya, walaupun banyak 
sekolah yang sudah direhabilitasi dan revitalisasi fisik; (3) tingginya angka 
putus sekolah dari keluarga atau masyarakat miskin karena prioritas dana yang 
ada bukan untuk mengakses pendidikan tetapi untuk sekedar dapat bertahan 
hidup dan segala sumber daya yang ada digunakan untuk mencari nafkah, 
sehingga pendidikan menjadi prioritas terakhir. 
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Untuk mengatasi masalah rendahnya partisipasi masyarakat miskin 
dalam mengakses pendidikan terutama akibat kenaikan harga BBM, 
Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan yang seluas-
luasnya kepada rakyat untuk mengikuti pendidikan sampai tamat SMA, tanpa 
melihat latar belakang sosial, ekonomi, gender, dan geografis. Amanat ini 
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas 
Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah 
wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya 
pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi 
(Depdiknas, 2003: 5). Untuk mewujudkan amanat tersebut, beberapa 
kebijakan yang berpihak pada siswa miskin (pro poor policy) telah dijalankan. 
Seperti Kebijakan bantuan oprasional sekolah (BOS, dan wajib belajar 12 
tahun) Kebijakan tersebut pada intinya bertujuan untuk meningkatkan akses 
siswa miskin terhadap layanan pendidikan. 
Amanat konstitusi ini diimplementasikan melalui kebijakan 
mensubsidi biaya pendidikan siswa miskin melalui Program Bantuan Siswa 
Miskin (BSM), yang diberikan kepada Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 
dan Swasta dari keluarga yang kurang mampu di seluruh Indonesia, dan 
disalurkan setiap tahun. Maksud pemberian program Bantuan Siswa Miskin 
(BSM) adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat keluarga miskin akan 
layanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan (Kemendikbud, 2013: 2). 
Untuk tahun 2013, satuan biaya BSM per siswa per tahun meningkat menjadi 
Rp. 1.000.000,- dari sebelumnya Rp. 780.000,-. Total alokasi anggaran BSM 
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sebesar Rp. 561,8 milyar akan didistribusikan kepada 561.832 siswa SMA. 
Sasaran BSM meliputi 561.832 siswa SMA dengan total alokasi dana sebesar 
Rp. 561.832.000.000,-. Biaya satuan Rp 1.000.000 per siswa per tahun atau 
Rp. 500.000 per siswa per 6 bulan/semester. Ketentuan distribusi bantuan 
tersebut sebagai berikut: (1) Siswa kelas X dan XI tahun pelajaran 2012/2013 
diberikan selama 1 tahun; (2) Siswa kelas XII tahun pelajaran 2012/2013 
diberikan selama 6 bulan; (3) Siswa kelas X tahun pelajaran 2013/2014 
diberikan selama 6 bulan (Kemendikbud, 2013: 3). 
Melalui pemberian bantuan siswa miskin (BSM) yang lebih luas 
dengan jumlah yang lebih besar, maka akan ada banyak siswa yang 
melanjutkan  pendidikannya sampai dengan selesai. Kondisi ini sangat 
memungkinkan siswa dari keluarga miskin melanjutkan pendidikannya ke 
jenjang yang lebih tinggi. Selain itu pemberian BSM yang diperluas dan 
diperbesar diharpkan dapat mengurangi jumlah siswa dari 
keluarga/masyarakat miskin yang putus sekolah.  
Pemberian BSM disalurkan langsung oleh Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan SMA kepada setiap SMA 
Negeri di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, program ini ternyata 
memiliki beberapa permasalahan. Berdasarkan informasi hasil pra-survei di 
SMA Negeri 6 diketahui bahwa penerapan BSM masih mengalami beberapa 
masalah, diantaranya pembagian kartu BSM masih belum terbagi dengan 
tepat. Banyak siswa yang seharusnya mendapatkan BSM tidak dapat 
memperoleh BSM tersebut dikarenakan status pekerjaan orangtua yang 
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merupakan PNS, padahal jika dilihat dari keadaan ekonomi, keluarga tersebut 
merupakan keluarga miskin yang memiliki banyak anak yang menjadi 
tanggungan. Berdarkan paparan masalah tersebut, perlu diketahui bagaimana 
pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM), sehingga dapat dijadikan 
bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan untuk memperbaiki 
program tersebut. Dengan pertimbangan tersebut, peneliti tertarik untuk 
mengambil judul penelitian “Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin 
(BSM) di SMA Negeri 6 Yogyakarta”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang masalah, maka 
masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 
1. Tingginya angka putus sekolah (drop out) di jenjang SMA dikarenakan 
tingginya biaya pendidikan. 
2. Banyak masyarakat miskin yang sulit mengakses pendidikan yang 
bermutu. 
3. Implementasi program BSM yang masih menghadapi beberapa 
permasalahan. 
4. Masih belum tepatnya pembagian kartu Bantuan Siswa Miskin (BSM) 
5. Masih banyak siswa yang tidak mendapatkan BSM dikarenakan pekerjaan 
orangtua. 
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C. Pembatasan Masalah 
Agar permasalahan yang ditinjau tidak terlalu luas dan sesuai dengan 
tujuan yang ingin dicapai, maka peneliti membatasi permasalahan pada 
implementasi program BSM di SMA Negeri 6 Yogyakarta. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 
penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana mekanisme pelakasanaan program bantuan siswa miskin 
(BSM) di SMA Negeri 6 Yogyakarta? 
2. Bagaimana implementasi program bantuan siswa miskin (BSM) di SMA 
Negeri 6 Yogyakarta? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Mengetahui mekanisme pelaksanaan program bantuan siswa miskin 
(BSM) di SMA Negeri 6 Yogyakarta. 
2. Mengetahui implementasi program bantuan siswa miskin (BSM) di SMA 
Negeri 6 Yogyakarta. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk berbagai 
pihak, yakni sebagai berikut:  
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1. Secara Teoritis  
a. Untuk memberikan informasi dan wawasan pada mata kuliah 
implementasi kebijakan. 
b. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan pengembangan teori-
teori kebijakan pendidikan dalam hal Bantuan Siswa Miskin di 
sekolah. 
c. Memberikan pengetahuan lebih dalam mengenai bantuan siswa 
miskin. 
2. Secara Praktis 
a. Bagi Guru di sekolah 
Penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman guru 
sebagai pemahaman mengenai masalah yang terjadi dalam pelaksanaan 
bantuan siswa miskin yang ada di sekolah. 
b. Bagi Sekolah 
Bagi pihak sekolah untuk dapat dijadikan sebagai bahan informasi 
yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk pelaksanaan program 
bantuan siswa miskin (BSM) di sekolah. 
c. Bagi Masyarakat 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman 
tentang program bantuan siswa miskin (BSM), agar masyarakat dapat 
lebih memahami dan dapat memberikan dukungan demi tercapainya 
tujuan dalam pelaksanaan program bantuan siswa miskin. 
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d. Bagi penulis 
Penelitian ini dapat menambah wawasan dan mendapat informasi baru 
mengenai pengetahuan tentang pelaksanaan program bantuan siswa 
miskin (BSM), sehingga dapat memberikan masukan dan pembekalan 
untuk proses ke depan. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
 
 
A. Deskripsi Teori 
1. Definisi Kemiskinan 
Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui 
berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup 
(Nugroho, 1995). Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak 
sekedar tercukupinya  kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga 
tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat 
tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar 
hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan 
kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan 
jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak 
memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004). 
Kemiskinan memiliki beberapa pengertian kemiskinan di sini, 
misalnya penulis dari chambers (dalam Nasikun) mengatakan bahwa 
kemiskinan adalah suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi, 
yaitu (1) kemiskinan (proper), (2) ketidakberdayaan (powerless), (3) 
kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), (4) 
ketergantungan (dependence), dan (5) keteerasingan (isolation) baik secara 
geografis maupun sosiologis. 
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Bappenas (2004,P3) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi 
dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak 
mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan 
mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat 
desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, 
pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan 
lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak 
kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, 
baik bagi perempuan maupun laki-laki. Kemiskinan dapat dibagi dalam 
empat bentuk, yaitu: 
a. Kemiskinan absolut: bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan 
atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, 
perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan 
bekerja. 
b. Kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan 
pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga 
menyebabkan ketimpangan pada pendapatan. 
c. Kemiskinan kultural; mengacu pada persoalan sikap seseorang atau 
masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau 
berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak 
kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar. 
d. Kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena 
rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dlam suatu sistem 
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sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan 
kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan. 
Kemiskinan dalam dimensi ekonomi paling mudah untuk diamati, 
diukur, dan diperbandingkan. Ada beberapa metode pengukuran tingkat 
kemiskinan yang dikembangkan di indonesia, yaitu: 
a. Biro Pusat Statistik (BPS); tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah 
rupiah konsumsi berupa makanan yaitu kurang dari 2100 kalori per 
orang per hari(dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola 
konsumsi penduduk yang berada di lapisan bawah), dan konsumsi 
non-makanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan 
nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). 
Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk susunan umur, jenis 
kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta 
perkiraan status fisiologis penduduk. 
b. Sayogyo: tingkat kemiskinan didasarkan jumlah rupiah pengeluaran 
rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram konsumsi 
beras per orang per tahun dan dibagi wilayah pedesaan dan perkotaan. 
 Daerah pedesaan: 
1) Miskin; bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 320 kg nilai 
tukar beras per orang per tahun.  
2) Miskin sekali: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 240 
kg nilai tukar beras per orang per tahun. 
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3) Paling miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 180 
kg nilai tukar beras per orang per tahun. 
Daerah perkotaan: 
1) Miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 480 kg nilai 
tukar beras per orang per tahun. 
2) Miskin sekali: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 380   
kg nilai tukar beras per orang per tahun.  
3) Paling miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 270 
kg nilai tukar beras per orang per tahun. 
2. Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) 
a. Pengertian BSM 
Istilah yang digunakan dalam panduan pelaksanaan Bantuan 
Siswa Miskin sebagai berikut: 
1) Bantuan bagi siswa miskin yang selanjutnya disebut Bantuan 
SiswaMiskin (BSM) adalahbantuan dari pemerintahberupa 
sejumlah uang tunai yang diberikan secara langsungkepada siswa 
pada semua jenjang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan 
kriteriayang telah ditetapkan;  
2) Siswa adalah siswa yang belajar di SD/MI, SMP/MTs, 
SMA/SMK/MA baik negeri maupun swasta. 
3) Penerima BSM adalah siswa yang telah ditetapkan oleh 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
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4) Siswa miskin adalah siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA 
yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikan anaknya, 
orang tua miskin atau rumah tangga miskin sesuai dengan kriteria 
sebagai berikut:  
a) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2per 
orang; 
b) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari 
tanah/bambu/kayu    murahan; 
c) Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu 
berkualitasrendah/tembok tanpa diplester; 
d) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan 
rumah tangga lain; 
e) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik; 
f) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak 
terlindung/sungai/air hujan; 
g) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu 
bakar/arang/minyak tanah; 
h) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam 
seminggu; 
i) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun; 
j) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari; 
k) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di 
puskesmas/poliklinik; 
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l) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani 
dengan luas lahan 0,5 ha. Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, 
buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan 
di bawah Rp 600.000 per bulan; 
m) Pendidikan tertinggi kepala kepala rumah tangga: tidak 
sekolah/tidak tamat SD/hanyaSD; 
n) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan 
nilai Rp 500.000, seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), 
emas, ternak, kapal motor, atau barang modallainnya; 
5) Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang 
memberikan bantun tunai kepada Rumah Tangga Sangat 
Miskin(RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi 
persyaratan yang terkait upaya peningkatan sumber daya manusia 
(SDM) yaitu pendidikandan kesehatan.  
6) Peserta PKH adalah RTSM yang memenuhi satu atau beberapa 
kriteria yaitu memiliki ibuhamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-
7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, anak usia SD/MI, 
SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan anak 7–21 tahun yang belum 
menyelesaikanpendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah. 
b. Landasan Hukum 
Landasan hukum dalam pelaksanaan Program BSM 
berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara 
lain: 
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1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional; 
2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014 
3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 
tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-
2014 dan perubahannya; 
4) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah 
Tahun 2010-2014; 
5) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Tahun 2013; 
6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 
81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada 
Kementerian/Lembaga; 
7) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-16/PB/2012 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan 
Siswa Miskin dan Beasiswa Bakat dan Prestasi; 
8) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 
Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2013 beserta revisinya. 
c. Tujuan Program BSM 
Tujuan dari program ini antara lain: 
1) Memberi peluang bagi lulusan SMP/MTs atau yang sederajat dari 
keluarga kurang mampu untuk mengikuti pendidikan di Sekolah 
Menengah Atas; 
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2) Mencegah siswa miskin SMA dari kemungkinan putus sekolah 
akibat kesulitan biaya pendidikan; 
3) Memberikan peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada 
siswa miskin SMA untuk terus bersekolah hingga menyelesaikan 
pendidikan. (Kemendikbud, 2013: 2) 
d. Sasaran dan Besar Dana 
 Sasaran BSM meliputi 561.832 siswa SMA dengan total alokasi 
dana sebesar Rp. 561.832.000.000,-. Biaya satuan Rp 1.000.000 per 
siswa per tahun atau Rp. 500.000 per siswa per 6 bulan/semester. 
Ketentuan distribusi bantuan tersebut sebagai berikut: 
1. Siswa kelas X dan XI tahun pelajaran 2012/2013 diberikan 
selama 1 tahun; 
2. Siswa kelas XII tahun pelajaran 2012/2013 diberikan selama 6 
bulan; 
3. Siswa kelas X tahun pelajaran 2013/2014 diberikan selama 6 
bulan. 
             e.  Persyaratan Penerima BSM  
Kriteria Siswa Penerima BSM 
1. Siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi; 
2. Siswa miskin SMA yang terancam putus sekolah; 
3. Diusulkan oleh sekolah bersangkutan dan disetujui oleh Dinas 
PendidikanKabupaten/Kota sebagai siswa calon penerima bantuan. 
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3. Konsep Implementasi Kebijakan Pendidikan  
a. Pengertian Kebijakan 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang 
dimaksud dengan kebijakan (arti kosa kata) adalah (1) kepandaian; 
kemahiran; kebijaksanaan; (2) Pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip 
atau maksud sebagai garis pedoman untuk mencapai sasaran. 
Kebijakan (policy) diberi arti yang bermacam-macam oleh berbagai 
pakar. Secara umum, istilah “kebijakan” atau “policy” dipergunakan 
untuk menunjukkan perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, 
suatu kelompok, maupun suatui lembaga pemerintah) atau sejumlah 
aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.  
Hugh Heclo (Arif Rohman, 2009: 108)  menyebutkan bahwa 
kebijakan adalah cara bertindak yang disengaja untuk menyelesaikan 
beberapa permasalahan. Sedangkan James E. Anderson juga 
memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor 
(pejabat, kelompok dan instansi pemerintah) atau serangkaian aktor 
dalam suatu bidang kegiatan. ( Arif Rohman, 2009: 108). 
James E. Anderson (Sudiyono, 2007: 4), kebijakan dimaknai 
sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan yang diikuti oleh 
seseorang atau sekelompok pelaku terkait dengan suatu permasalahan 
tertentu, karena kebijakan terkait dengan tindakan untuk memecahkan 
permasalahan. Kemudian Schermerhorn, Hunt & Osborn (Alifudin, 
2012: 16) mendefinisikan kebijakan sebagai pedoman bertindak yang 
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menguraikan sasaran penting dan secara luas menunjukan bagaimana 
aktivitas dapat dikerjakan. Hal yang hampir sama dikemukakan oleh 
Ansoff bahwa kebijakan dapat digambarkan sebagai peodman atau 
prinsip yang mengarahkan pembuatan keputusan masa depan jika dan 
ketika unsur-unsur tertentu muncul. 
Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai 
tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, 
kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai 
hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk 
mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal tersebut berarti 
kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-
praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi 
nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam 
masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika 
diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu 
mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan 
berkembang dalam masyarakat.  
Dari penjelasan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa 
kebijakan merupakan proses perumasan masalah dalam 
menyelesaikan sebuah masalah yang dilakukan oleh beberapa aktor 
yang kemudian menentukan sebuah keputusan yang akan 
terealisasikan sesuai dengan tujuan. 
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b. Pengertian Kebijakan Pendidikan 
Kebijakan pendidikan adalah konsep yang sering kali didengar, 
dilakukan, tetapi seringkali tidak dipahami sepenuhnya. Kedua kata 
yaitu kebijakan dan pendidikan mempunyai makna yang begitu luas 
dan bermacam-macam. Kebijakan pendidikan berkenaan dengan 
pengaturan kehidupan sesama manusia. Hal ini menunjukkan aspek 
sosialitas dari keberadaan manusia. Kebijakan pendidikan dilahirkan 
dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis yaitu kesatuan antara teori 
dan praktik pendidikan. Oleh sebab itu kebijakan pendidikan meliputi 
proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan 
evaluasi (Tilaar & Riant Nugroho, 2009: 16). 
Kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan. 
Suatu kebijakan pendidikan bukanlah sesuatu yang abstrak tetapi 
dapat diimplementasikan. Suatu kebijakan pendidikan merupakan 
pilihan dari berbagai alternatif kebijakan sehingga perlu dilihat output 
dari kebijakan tersebut dalam praktik. Melihat kenyataan bahwa 
proses pendidikan terjadi dalam masyarakat dengan berbagai aspek 
kehidupan seperti aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, maka suatu 
kebijakan pendidikan adalah suatu kajian dari berbagai pakar (Tilaar 
dan Riant Nugroho, 2009: 143) 
Kebijakan pendidikan dipahami dalam dua makna yaitu 
kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik, dan kebijakan 
pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik atau dalam kebijakan 
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publik. Pemahaman kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik 
dapat digali dari ciri-ciri kebijakan publik. Adapun ciri kebijakan 
sebagai kebijakan publik menurut H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho di 
antaranya adalah: 
a. Kebijakan tersebut dibuat oleh negara/lembaga yang berkaitan 
dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, 
b. Kebijakan ditujukan untuk mengatur kehidupan bersama 
(kehidupan publik), 
c. Mengatur masalah bersama.(Tilaar & Riant Nugroho, 2009: 
264-265) 
 
Kebijakan pendidikan merupakan keputusan berupa pedoman 
bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik 
umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang 
dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, 
program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan 
pendidikan (Arif Rohman, 2009: 109). Sedangkan menurut Tilaar 
dan Nugroho, kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses 
dan hasil perumusan langkah-langkah strategi pendidikan yang 
dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangka untuk 
mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat 
untuk suatu kurun waktu tertentu. (Tilaar dan Riant Nugroho, 2009: 
140) 
Berdasarakan uraian pendapat dari beberapa ahli, dapat 
disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu keputusan 
dalam bidang pendidikan dari adanya permasalahan pendidikan yang 
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dapat menjadikan suatu tindakan dalam solusi dan pembaharuan 
dalam pendidikan guna mencapai visi dan misi.  
c. Pengertian Implementasi Kebijakan Pendidikan 
Kebijakan tidak akan bermakna apa-apa tanpa 
diimplementasikan (dilaksanakan). Kebijakan yang tidak 
diimplementasikan tidak akan memberi kontribusi apa pun terhadap 
kehidupan. Jadi, implementasi kebijakan merupakan hal penting, yang 
bahkan lebih penting dibandingkan formulasi kebijakan. 
Dalam setiap perumusan suatu kebijakan apakah menyangkut 
program maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi dengan suatu 
tindakan pelaksana atau implementasi. Karena betapapun baiknya 
suatu kebijakan tanpa implementasi, maka tidak akan banyak berarti.  
Donal Van Meter dan Carl Van Horn (1975: 445) merumuskan 
proses implementasi sebagai “those action by public or private 
individuals (or groups) that are derected at the achievement of 
objectives set forth in prior policy decisions” (tindakan-tindakan yang 
dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-
kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya 
tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).  
Dari definisi di atas, dapat dikatakan bahwa tugas 
implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan 
tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi 
pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan 
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(policy stakeholders). Dengan kata lain, implementasi merupakan 
proses penerjemahan pernyataan kebijakan (policy statement) kedalam 
aksi kebijakan (policy action) yang meliputi tindakan-tindakan (dan 
non-tindakan) oleh berbagai aktor, terutama birokrasi, yang sengaja 
didesain untuk menghasilkan efek tertentu demi tercapainya suatu 
tujuan. 
Menurut Nurdin Usman (2002: 70) implementasi bermuara 
pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. 
Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang 
terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Pengertian tersebut 
memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, 
adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan 
mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar 
aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara 
sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai 
tujuan kegiatan. 
Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring 
dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran 
tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses 
kebijakan. Menurut Daft (Moh. Alifudin, 2012: 17), implementasi 
merupakan langkah dalam proses pengambilan keputusan yang 
melibatkan penggunaan kemampuan manajerial, administratif dan 
persuasif untuk menerjemahkan alternatif yang dipilih kedalam 
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tindakan. Charles O. Jones (Arif Rohman, 2009: 135), implementasi 
adalah suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk mengoperasikan 
sebuah program.  
Implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn 
(Arif Rohman, 2009: 134), dimaksudkan sebagai keseluruhan 
tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat atau 
kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada pencapaian 
tujuan kebijakan yang telah ditemukan terlebih dahulu(Arif Rohman, 
2009: 134). Tindakan-tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk 
mentransformasikan keputusan kedalam istilah operasional, maupun 
usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan 
kecil yang diamatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan (Arif 
Rohman, 2009: 134). M. Grindle menambahkan, bahwa proses 
implemetasi mencakup tugas membentuk suatu ikatan yang 
memungkinkan arah suatu kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil 
dari aktivitas pemerintah. (Arif Rohman, 2009: 134). 
Lineberry (Sudiyono, 2007: 80) menyatakan bahwa 
implementasi kebijakan mencakup komponen: 
a) Menciptakan dan menyusun staf sebuah agen baru untuk 
melaksanakan sebuah kebijakan baru, 
b) Menterjemahkan tujuan legislatif dan serius memasukkannya ke 
dalam aturan pelaksanaan, mengembangkan panduan atau 
kerangka kerja bagi para pelaksana kebijakan, 
c) Melakukan koordinasi terhadap sumberdaya agen dan 
pembiayaan bagi kelompok sasaran, mengembangkan pembagian 
tanggungjawab para agen dan antar para agen serta hubungan 
antar agen,  
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d) Mengalokasikan sumberdaya untuk memperoleh dampak 
kebijakan. 
Sedangkan Mazmanian dan Sabatier (Alifudin, 2012: 17) 
menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implementasi kebijakan 
sebagaimana berikut : 
“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program 
dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian 
implementasi kebijakan, yaitu kejadian atau kegiatan yang timbul 
setelah disahkannya pedoman kebijakan negara, mencakup baik 
usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan 
akibat/dampak nyata pada masyarakat.” 
 
Menurut James E. Anderson (Sudiyono, 2007: 80), 
menyatakan bahwa implementasi kebijakan mencakup 4 aspek yaitu: 
(1) siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) esensi 
proses administrasinya; (3) kepatuhan terhadap kebijakan; (4) 
pengaruh implementasi pada isi dan dampak kebijakan. 
Dari berbagai pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa implementasi kebijakan adalah suatu cara atau langkah untuk 
melaksanakan tujuan dari suatu kebijakan dapat tercapai sesuai 
dengan apa yang telah dirumusan dalam suatu kebijakan tersebut. 
Dengan adanya Implementasi Kebijakan menggorganisasikan, 
melaksanakan kepemimpinan untuk melaksanakan untuk memimpin 
pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan secara rinci 
kegiatan implementasi kebijakan di mulai dari implementasi strategi, 
pengorganisasian, pergerakan kepemimpinan dan pengendalian akan 
berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan. 
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Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar 
sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk 
mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan 
langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam 
bentuk program – program atau melalui formulasi kebijakan derivat 
atau turunan dari kebijakan publik tersebut. 
Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gun, untuk dapat 
mengimplementasikan suatu kebijakan secara sempurna, maka 
diperlukan beberapa syarat. Syarat tersebut adalah : 
1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana 
tidak menimbulkan masalah. 
2) Dalam pelaksanaan, harus tersedia sumber daya yang memadai, 
termasuk sumber daya waktu. 
3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada. 
4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan 
kausal yang handal. 
5) Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Sebuah 
kebijakan yang mempunyai hubungan kausalitas yang kompleks 
otomatis menurunkan ekftivitas implementasi kebijakan. 
6) Hubungan saling ketergantungan kecil. Jika hubungan saling 
kebergantungan tinggi, implementasi tidak akan berjalan secara 
ekftif. 
7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. 
8) Tugas-tugas terperinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. 
Tujuan yang jelas dan prioritas yang jelas adalah kunci efektivitas 
implementasi kebijakan. 
9) Komunkasi dan koordinasi yang sempurna. 
10)  Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut 
dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Kekuasaan atau 
power adalah suarat bagi keefektifan implementasi kebijakan. 
(Riant Nugroho, 2012: 687) 
 
George Edward III (Riant Nugroho, 2012: 693) menyarankan 
untuk memerhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan 
menjadi efektif, yaitu : 
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1) Communication/Komunikasi 
Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan 
dikomunikasikan ada organisasi dan/atau publik dan sikap serta 
tanggapan dari para pihak yang terlibat. 
2) Resource/Sumber Daya 
Resources berkenaan dengan ketersediaan sumber daya 
pendukung, khususnya pada sumber daya manusia. Hal ini 
berkenaan dengan kecakapan pelaksanaan kebijakan publik untuk 
carry out (melaksanakan) kebijakan secara efektif. 
3) Disposition or attitudes (Disposisi atau sikap) 
Disposition berkenaan dengan kesediaan dari para implementor 
untuk carry out (melaksanakan) kebijakan publik tersebut. 
Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa adanya kesediaan dan 
komitmen untuk melaksanakan kebijakan. 
4) Bureaucratic structures/Struktur birokrasi 
Sturktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi 
birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan 
publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi 
bureaucratic fragmentation (perpecahan birokkrasi) karena 
struktur ini menjadi proses implementasi menjadi jauh dari 
efektif. 
Dari beberapa paparan mengenai teori implementasi 
kebijakan, dalam penelitian ini lebih mengacu pada teori George 
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Edward III. Hal lain yang penting dalam implementasi kebijakan 
yaitu memastikan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan sudah sesuai 
dengan yang direncanakan, hal ini disebut dengan monitoring. 
Monitoring dikelola untuk dapat mengecek atau melihat kondisi dari: 
(a) apakah kebijakan yang sudah dibuat dapat langsung dilaksanakan 
atau memerlukan kebijakan turunan sebagai kebijakan pelaksananya; 
(b) merumuskan prosedur untuk implementasi; (c) melakukan 
alokdengan sumber daya yang digunakan. Pada tahap ini diberikan 
diskresi (ruang gerak) bagi pelaksana untuk memilih tindakan sendiri 
yang otonom dalam batas wewenang apabila menghadapi situasi 
khusus; (d) mengendalikan pelaksanaan dengan monitoring berkala, 
dan (e) evaluasi kebijakan. (Riant Nugroho, 2009: 527) 
Berdasarkan beberapa paparan yang telah dijelaskan diatas, 
nampak bahwa proses implementasi kebijakan termasuk dalam 
pengertian ini adalah implementasi kebijakan pendidikan merupakan 
proses yang tidak hanya menyangkut perilaku-perilaku badan 
administratif ang bertanggung jawab untuk melaksanakan program 
dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran (target group), 
melainkan juga menyangkut faktor berpengaruh terhadap perilaku 
dari berbagai pihak yang terlibat dalam program. Yang kesemuanya 
itu menunjukan secara spesifik dari proses implementasi yang sangat 
berbeda dengan proses formulasi kebijakan pendidikan. (Arif 
Rohman, 2009: 135) 
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Implementasi kebijakan pendidikan sebenarnya tidak 
menjadi monopoli birokrasi pendidikan yang secara hiriakhis 
dilakukan dari paling atas kantor Kementerian Pendidikan Nasional 
sampai dengan paling bawah yaitu Ranting Dinas Pendidikan dan 
Pengajaran. Dalam implementasi kebijakan pendidikan, baik 
pemerintah, masyarakat serta sekolah idealnya secara bersama dan 
saling bahu menbahu dalam bekerja dan melaksanakan tugas-
tugasnya demi suksesnya implementasi kebijakan pendidikan 
tersebut. (Arif Rohman, 2009: 136). 
d. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pendidikan 
Adapun beberapa faktor yang mendukung agar implementasi 
kebijakan terlaksana secara optimal, Sabatier dan Mazmanian 
(Sudiyono, 2009: 90-100) mengemukakan adanya berbagai kondisi 
yang mendukung agar implementasi dapat dilaksanakan secara 
optimal yaitu:  
1) Program harus mendasarkan diri pada sebuah kajian teori yang 
terkait dengan perubahan perilaku kelompok sasaran guna 
mencapai hasil yang telah ditetapkan. Kebanyakan pengambilan 
atau perumusan kebijakan didasarkan pada teori sebab akibat. 
Teori ini terdiri dari dua bagian, bagian pertama yaitu adanya 
keterkaitan antara pencapaian dengan tolok ukur atau hasil yang 
diharapkan. Kemudian untuk bagian kedua khusus mengenai cara 
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pelaksanaan kebijakan yang dapat dilakukan oleh kelompok 
sasaran. 
2) Undang-undang atau peraturan tidak boleh ambigu atau bermakna 
ganda. Dalam hal ini pemerintah harus dapat mengkaji ulang 
produk-produk hukum. Sasaran kebijakan harus memiliki derajat 
ketepatan dan kejelasan, dimana keduanya berlaku secara internal 
maupun eksternal dalam keseluruhan program yang dilaksanakan 
oleh pihak pelaksana.  
3) Para pelaku kebijakan harus memiliki kemampuan manajerial, 
politis dan berkomitmen terhadap tujuan yang akan dicapai. Para 
pemimpin dan perumus kebijakan dapat mengambil langkah baik 
pada ranah merencanakan sebuah peraturan guna meningkatkan 
isi dan keterdukungan pemimpin terhadap pencapaian undang-
undang. 
Sedangkan menurut Arif Rohman, terdapat tiga faktor yang 
menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi 
kebijakan yaitu: 
1) Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang dibuat oleh 
pengambil keputusan, rumusan kalimatnya jelas atau tidak, 
tujuannya tepat atau tidak, mudah tidaknya kebijakan dipahami, 
serta mudah tidaknya diinterpretasikan dan terlalu sulit 
dilaksanakan atau tidak. 
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2) Faktor pada personil pelaksana kebijakan, yang menyangkut 
tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, dan kinerja 
serta kemampuan bekerjasama dengan pelaku kebijakan lainnya. 
3) Faktor organisasi pelaksana, yakni yang berkaitan dengan jaringan 
sistem, hirarkis kewenangan masing-masing peran, model 
distribusi pekerjaan, kepemimpinan, target masing-masing 
tahapan yang ditetapkan, dan model monitoring serta evaluasi. 
(Arif Rohman, 2009: 147) 
 
B. Penelitian Relevan 
Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah Penelitian yang dilakukan 
oleh : 
1. Dimas Kamarullah Dwi Novianto Kusuma, Universitas Negeri Malang 
2009, dengan judul “Pengaruh pemanfaatan dana bantuan khusus siswa 
miskin (BKSM) terhadap motivasi dan prestasi belajar siswa jurusan 
Akuntansi di SMK BM Ardjuna 2 Malang”. Hasil penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa pemanfaatan dana BKSM berpengaruh positif 
terhadap motivasi belajar siswa sebesar 0,725. Pemanfaatan dana BKSM 
berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa sebesar 0,475. Motivasi 
belajar siswa berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa sebesar 
0,377. Pemanfaatan dana BKSM berpengaruh positif terhadap prestasi 
belajar siswa melalui motivasi belajar siswa sebesar 0,244 dan pengaruh 
totalnya sebesar 0,719. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Anugraheni (2011) dengan 
judul“Dinamika Implementasi Kebijakan Jaminan Pendidikan Daerah 
(JPD) diSMP N 8 Yogyakarta”. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwaimplementasi kebijakan JPD di SMP N 8 Yogyakarta sudah berjalan 
baik namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, 
seperti masalah akademik para siswa penerima KMS di sekolah. Dalam 
prosespembelajaran masih belum optimal karena para siswa penerima 
KMS memiliki kemampuan akademik dan juga motivasi belajar yang 
rendahmeski sudah mendapatkan Konsultasi Belajar Siswa (KBS). 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah,penelitian ini 
melihat bagaimana implementasi kebijakan JaminanPendidikan Daerah 
(JPD) yang merupakan bentuk dari program Bantuan Siswa Miskin 
(BSM). Persamaannya adalah sama-sama menggunakanmetode penelitian 
kualitatif. 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Vemy Prastiti dengan judul PersepsiOrang 
Tua Dan Siswa Miskin Terhadap Pemberian Beasiswa SiswaMiskin 
(BSM) Di SMP Negeri 2 Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa persepsi orang tua terhadap Program Beasiswa SiswaMiskin (BSM) 
di SMP Negeri 2 Yogyakarta sangat positif dan mendukungkeberadaan 
BSM. Persepsi siswa terhadap Program Beasiswa SiswaMiskin (BSM) di 
SMP Negeri 2 Yogyakarta sangat baik dan positif. Darisisi ekonomi, 
pemberian BSM di SMP Negeri 2 Yogyakarta BSM sangat bermanfaat 
bagi orang tua. Orang tua merasa terbantu dan dapat meringankan biaya 
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pendidikan dengan adanya program BSM.Selainmanfaat ekonomi, 
manfaat lainnya yang dirasakan siswa adalah siswamenjadi temotivasi 
untuk meningkatkan prestasi belajarnya dan akanfokus dalam belajar. 
Pemanfaatan BSM dikoordinasikan dan dikelola olehsekolah. Orang tua 
berperan membuat perencanaan anggaran dana BSMyang akan 
dikeluarkan selama 1 tahun. Persamaan penelitian ini denganpenelitian di 
atas adalah sama-sama menggunakan metode deskriptifkualitatif dan 
sama-sama meneliti tentang BSM sedangkanperbedaannya adalah 
penelitian yang peneliti lakukan melihat implementasi program BSM 
sedangkanpenelitian yang dilakukan oleh Vemy Prastiti melihat persepsi 
orang tua dan siswa. 
 
C. Kerangka Berfikir 
Dengan disetujuinya APBN-Perubahan tahun 2013, dan adanya 
kebijakan kenaikan harga bahanbakar minyak (BBM) bersubsidi yang 
diberlakukanmulai bulan Juni 2013, maka Pemerintah menetapkan program-
program kompensasi terhadap masyarakat miskin dan rentan kemiskinan. 
Salah satu program kompensasi tersebut berupa Bantuan Siswa Miskin (BSM) 
yang merupakan bagian dari Program Percepatandan Perluasan Perlindungan 
Sosial (P4S), danmerupakan percepatan dan perluasan dari program- program 
bantuan sosial yang sudah ada selama ini. 
Implementasi program BSM ini merupakan program pemerintah yang 
bertujuan memenuhi kebutuhan pribadi siswa agar siswa dari keluarga miskin 
dapat terus melangsungkan pendidikannya.Untuk melihat bagaimana 
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implementasi program BSM ini dapat ditinjau dari empat variabel penting, 
yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Proses 
implementasi program BSM tersebut terkadang juga menemui kendala-
kendala baik segi teknis maupun non teknis serta beberapa faktor 
pendukungnya.  Gabaran mengenai kerangka berfikir diatas dapat dilihat 
dalam bagan berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Kerangka Berfikir 
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(RPJM) 2010-2014 
UU No. 20 Th. 2003 
tentang Sisdiknas 
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D. Pertanyaan Penelitian 
1. Bagaimana komunikasi pada implementasi Bantuan Siswa Miskin (BSM) 
di SMA Negeri 6 Yogyakarta? 
2. Bagaimana ketersediaan sumber daya pada implementasi Bantuan Siswa 
Miskin (BSM) di SMA Negeri 6 Yogyakarta? 
3. Bagaimana disposisi pelaksana pada implementasi Bantuan Siswa Miskin 
(BSM) di SMA Negeri 6 Yogyakarta? 
4. Bagaimana struktur birokrasi pada implementasi Bantuan Siswa Miskin 
(BSM) di SMA Negeri 6 Yogyakarta. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
A. Metode Penelitian   
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  
pendekatan kualitatif deskriptif, yang mana berdasarkan permasalahan yang 
diajukan lebih mengutamakan pada masalah proses, makna, pemahaman, 
kompleksitas, interaksi, serta persepsi. Menurut Bodgan dan Taylor (Lexy J. 
Moleong, 2002: 4) metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 
lisan dari orang-orang tertentu melalui perilaku yang dapat diamati. 
Deskriptif ini diharapkan mendapat gambaran yang jelas tentang 
Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), yang mampu 
mendeskripsikan keterangan-keterangan tentang data yang didapat dari 
lapangan berupa data tertulis ataupun lisan (wawancara) dari orang-orang 
yang diteliti saat pelaksanaan penelitian. 
 
B. Subjek Penelitian 
Pemilihan informan adalah yang dianggap sesuai dengan kerangka 
kerja penelitian ini sehingga penelitian mengambil subjek bukan berdasarkan 
atas strata, random atau kewilayahan tetapi berdasarkan atas tujuan untuk 
meneliti mengenai proses implementasi bantuan siswa miskin. Pada penelitian 
ini yang akan menjadi subjek penelitian adalah : 1) Kepala Sekolah, 2) Guru 
Pengelola BSM, 3) Orang tua siswa dan 4) Siswa. 
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C. Waktu dan Tempat Penelitian  
Penelitian ini akan dilaksanakan pada Bulan Oktober 2013 di SMA 
Negeri 6 Yogyakarta, jalan Cornelis Simanjuntak 2 Yogyakarta, yang telah 
menerapkan Program Bantuan Siswa Miskin. 
D. Teknik Pengumpulan Data  
Menurut Suharsimi Arikunto (2005: 101), teknik pengumpulan data 
adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya 
mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan 
dipermudah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik 
pengumpulan data, yaitu observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. 
1. Observasi 
Menurut Burhan Bungin (2010: 115) observasi adalah kemampuan 
seseorang untuk menggunakan pengamatan melalui hasil kerja panca 
indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya. Jadi metode 
observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 
menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. 
Metode observasi digunakan dalam penelitian untuk mengamati 
secara langsung dalam implementasi program bantuan siswa miskin, selain 
itu untuk memperoleh data tentang situasi umum dari objek yang diteliti, 
meliputi: letak geografis, nuansa kehidupan, sarana dan prasarana di SMA 
Negeri 6 Yogyakarta mengenai implementasi program bantuan siswa 
miskin. Observasi yang dilakukan meliputi: keadaan  fisik sekolah, serta 
sarana prasarana yang ada di sekolah. 
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2. Wawancara  
Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan 
seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu (Deddy 
M, 2004: 180).Dalam penelitian ini, yang diwawancarai adalah Kepala 
Sekolah, guru yang mengelola Program Bantuan Siswa Miskin di 
sekolah,orang tua siswa serta siswa. Adapun aspek yang ingin diketahui 
dalam penelitian ini meliputi:  
Tabel 1. Kisi-kisi Instrument Wawancara 
No. Aspek yang dikaji Indikator yang dicari Sumber data 
1. Implementasi 
program BSM 
a. Komunikasi 
 
 
 
 
 
b. Sumber Daya 
 
 
 
 
 
 
 
c. Disposisi 
 
 
 
 
d. Struktur 
Organisasi 
 
 
 
 
- Sosialisasi 
implementasi BSM. 
- koordinasi 
 
 
 
- Aktor yang terlibat 
dalam Implementasi 
BSM 
- Kompetensi pelaksana 
- Anggaran dan alokasi 
- Sarana prasarana 
- Kewenangan 
 
- Dukungan dari 
pelaksana 
- Antusias pelaksana 
- Respon pelaksana 
 
- Pembagian 
Wewenang 
- Kerjasama (Hubungan 
antara unit-unit 
organisasi) 
- Panduan pelaksana 
 Kepala 
Sekolah 
 Guru 
pengelola 
BSM 
 Siswa 
 Orang tua 
siswa 
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3. Dokumentasi 
Kajian dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam 
mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, 
pengumuman, iktisar, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-
bahan tulisan lainnya.  Metode pencarian data ini sangat bermanfaat 
karena dapat dilakukan dengan tanpa mengganggu obyek atau suasana 
penelitian. Peneliti dengan mempelajari dokumen-dokumen tersebut dapat 
mengenal budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh obyek yang diteliti 
(Jonathan Sarwono, 2006: 225). 
Kajian dokumen digunakan untuk menggambarkan data dari hasil 
analisis terhadap dokumen-dokumen, arsip serta foto yang terkait dengan 
implementasi program bantuan siswa miskin. Adapun komponen yang 
dikaji meliputi: 
Tabel 2.Kisi-kisi Instrumen Dokumentasi 
 
No. Aspek yang dikaji Indikator yang dicari Sumber 
Data 
1. Profil Sekolah  Sejarah sekolah 
 Letak Geografis sekolah 
 Dokumen/ 
arsip 
 Foto-foto 
2. Data BSM  Juknis pelaksanakan BSM 
 Data siswa penerima BSM 
 Dokumen/ 
arsip 
 
 
E. Teknik Analisis Data 
Analisis data menurut Patton (Lexy J. Moleong, 2002: 280) yaitu proses 
mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori 
dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Lexy J. Moleong (2002: 280) 
analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 
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dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema 
dan dapat dirumuskan hipotesis kerja data.  
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 
analisis interaktif dan berkelanjutan dari Matthew B. Miles dan Michael A. 
Model analisis ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan 
yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model analisis 
interaktif dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Komponen dalam analisis data (interactive model). 
Sumber: Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (2009: 20) 
 
1. Reduksi Data (Data Reduction) 
Setelah proses pengumpulan data di lapangan mengenai 
implementasi BSM, langkah pertama yang dilakukan adalah mereduksi 
data-data yang telah diperoleh terlebih dahulu. Reduksi data dilakukan 
dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasi 
data “kasar” yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan 
dokumentasi mengenai pelaksanaan program BSM di SMA Negeri 6 
Yogyakarta. 
Penyajian  
data 
Pengumpulan 
data 
Reduksi  
data Kesimpulan-
kesimpulan: 
Penarikan/Verifikasi 
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2. Penyajian Data (Data Display) 
Setelah direduksi, data-data mengenai implemetasi program BSM 
di SMA Negeri 6 Yogyakarta kemudian disajikan. Data-data tersebut 
disajikan dalam bentuk bagan sehingga akan mempermudah pembaca 
dalam memahami mekanisme dalam implementasi program BSM di SMA 
Negeri 6 Yogyakarta. 
3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/verification ) 
Setelah data yang diperoleh direduksi dan disajikan, maka data-
data/informasi mengenai implementasi program BSM di SMA Negeri 6 
kemudian disimpulkan. Kesimpulan yang ditulis mengenai program 
bantuan siswa miskin (BSM) selalu diverifikasi selama penelitian 
berlangsung, agar kesimpulan yang dihasilkan tidak diragukan dan dapat 
dipercaya. 
 
F. Keabsahan Data  
Dalam akhir penelitian, peneliti mempertimbangkan kriteria-kriteria yang 
telah ditetapkan agar penelitian yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan 
laporan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 
Menurut S. Nasution, M. A. (2003), ada empat hal yang diperhatikan 
untuk mengetahui tingkat kebenaran proses dan juga produk penelitian, 
diantaranya: 
1. Kredibilitas (credibility), adalah seberapa besar data yang didapatkan 
dapat dipercaya dan diterima kebenarannya. 
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2. Transferbilitas (transferability), adalah bagaimana kemungkinan hasil 
penelitian yang dilakukan, nantinya akan dapat diaplikasikan dalam 
berbagai kondisi lainnya. 
3. Dependabilitas (dependability), adalah konsistensi, yaitu memberikan 
hasil yang konsisten sehingga dapat dipercaya. 
4. Konfirmabilitas (konfirmability), adalah pembuktian kebenaran yang 
dilakukan untuk menguji hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 
Untuk menguji keabsahan data, disini peneliti menggunakan metode 
Triangulasi yakni pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai 
cara, dan berbagai waktu(Sugiyono: 2010: 125).Dalam penelitian ini 
menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan cara mengecek data yang telah 
diperoleh melalui beberapa sumber, melakukan chek kebenaran data dengan 
mencari informasi lain dari sumber yang berbeda dan triangulasi teknik yaitu 
mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 
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BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
A. Hasil Penelitian  
1. Profil SMA Negeri 6 Yogyakarta  
a. Sejarah SMA Negeri 6 Yogyakarta  
Sekolah ini mula-mula didirikan untuk menutupi kekurangan 
tenaga pamong praja di negara bagian Yogyakarta pada tahun 1950. 
Mengingat sejak Jakarta ditetapkan menjadi Ibu Kota RIS pada tahun 
1949, maka kegiatan pemerintah pusat berangsur-angsur dipindahkan 
dari Yogyakarta ke Jakarta, bersama-sama dengan pegawai pamong 
prajanya. Untuk mengatasi kekurangan atau bahkan kekosongan 
pegawai ini, digelar pertemuan antara tokoh-tokoh UGM dengan para 
pendidik yang ada, merumuskan upaya apa yang tepat dan apa yang 
dapat dilaksanakan, untuk mengisi kekosongan formasi pamong praja 
tersebut. Dari hasil rapat itu, diputuskan untuk mendirikan sebuah 
sekolah. 
Pada awalnya sekolah baru ini dinamai SMA Yuridis Ekonomi. 
Siswanya diambil dari pegawai-pegawai yang berijazah SMP/SLTP dan 
ex-TP (Tentara Pelajar). Karena pada saat itu jenis SMA yang ada 
adalah SMA/A dan SMA/B maka akhirnya SMA Yuridis Ekonomi 
berubah nama menjadi SMA/C, sesuai dengan SK Pendirian 
(Instillingen Besluit) yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan, 
Pengajaran dan Kebudayaan pada 1 Juli 1950. Pada saat itu, SMA 
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Negeri C terbagi menjadi 2 sekolah yaitu SMA IC masuk siang dan 
SMA IIC masuk pagi dalam satu lokasi yang sama. 
Beberapa tahun kemudian, ada perubahan nama sesuai urutan 
jumlah SMA Negeri yang berada di kota Yogyakarta pada waktu itu, 
maka SMA IC berubah menjadi SMA 5C dan SMA IIC menjadi SMA 
6C. Seiring dengan perkembangan waktu itu, SMA 5C memisahkan diri 
dari SMA 6C kemudian menempati gedung baru di Jl. Nyi Pembayun 
Kota Gede sedangkan SMA 6C tetap bertahan di Jl. Cornelis 
Simanjuntak 2 sampai saat ini. Karena kekhasan nama SMA 6 dengan 
huruf “C”, maka hingga saat inipun masyarakat lebih sering menyebut 
SMA N 6 Yogyakarta dengan sebutan “SMA Namche”. 
Kepala Sekolah yang pertama adalah alm. R.M. 
Poespokoesoemo. Namun beliau hanya menjabat kurang lebih setahun 
saja (31 Maret 1950 hingga 1 Desember 1951). Lalu beliau digantikan 
oleh alm. R.A. Djoko Tirtono, SH. (1 Desember 1951 – 1 Juni 1968). 
Kemudian saat ini dipimpin oleh Drs. Rubiyatno. Sampai saat ini, SMA 
6 Yogyakarta telah memiliki 14.000 orang alumni yang tersebar di 
seluruh Nusantara dan Bahkan Dunia. 
b. Identitas SMA Negeri 6 Yogyakarta  
1) Nama Sekolah    : SMA Negeri 6 Yogyakarta 
2) Alamat Sekolah   : Jl. C. Simanjuntak 2 Yogyakarta  
       Kode Pos 55223 
3) Kelurahan    : Terban  
4) Kecamatan    : Gondokusuman 
5) Kota    : Yogyakarta  
6) Provinsi     : D I Yogyakarta 
7) Nomor Statistik Sekolah  : 30.1.04.60.02.002 
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8) Nomor Kode Anggaran  : 160200 
9) Bentuk Sekolah   : Biasa / Konvensional  
10) Status Sekolah   : Negeri  
11) Waktu Penyelenggaraan  : Pagi  
12) Tanggal/Bln/Thn Berdiri : 17 September 1949 
13) Luas Tanah   : 8.780 m² 
14) Luas bangunan  : 3.428 m² 
15) Luas Halaman   : 2.226 m² 
 
c. Visi dan Misi SMA Negeri 6 Yogyakarta 
1) Visi SMA Negeri 6 Yogyakarta 
“Terwujudnya Insan Cerdas, Unggul dan Peduli Lingkungan 
Hidup”. Visi ini merupakan kristalisasi dan upaya keras SMA 
6 Yogyakarta dalam mencetak dan menghasilkan lulusan berkualitas 
dari sisi intelektual maupun moral, sehingga dapat berkembang dan 
bermanfaat untuk bangsa dan negara Indonesia. Adapun makna 
insan cerdas dan unggul adalah sebagai berikut : 
a) Insan cerdas adalah insan yang tajam pikirannya, cerdik, pandai, 
tanggap, berpengetahuan luas, terampil, berfikir ilmiah, kreatif, 
inovatif dan logis serta memanfaatkan kemajuan teknologi 
informasi dan komputer. 
b) Insan unggul adalah insan yang mngerti siapa dirinya, masa 
depannya, berpikiran ke depan, punya rasa percaya diri, 
berpandangan terbuka, berbudi luhur, taat menjalankan 
agamanya, sopan santun, memiliki perasaan hati yang bersih, 
murni dan mendalam. 
c) Insan peduli lingkungan, adalah insan yang mengerti, memahami, 
dan mau bertindak secara positif terhadap situasi dan kondisi 
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lingkungan hidup dimana mereka berada, termasuk peduli etika 
berlalu lintas. 
2) Misi SMA Negeri 6 Yogyakarta 
Dengan mempertimbangkan visi SMA Negeri 6 Yogyakarta, 
maka misi SMA Negeri 6 Yogyakarta sebagai berikut: 
a) Melakasnakan pembelajaran dan bimbingan yang aktif, inovatif, 
kreatif, efektif, menyenangkan dan individual. 
b) Mewujudkan pendidikan yang menghasilkan lulusan cerdas, 
terampil, beriman, bertaqwa, dan memiliki keunggulan 
kompetitif. 
c) Mewujudkan jumlah siswa yang diterima di perguruan tinggi 
berkualitas tingkat nasional maupun internasional yang semakin 
tinggi. 
d) Mewujudkan lulusan yang cerdas kompetitif dengan penilaian 
otentik dan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif dan 
menyenangkan. 
e) Mewujudkan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi 
yang tangguh dan kompetitif. 
f) Mewujudkan kemampuan research yang cerdas dan kompetitif di 
tingkat nasionla maupun internasional. 
g) Mewujudkan kemampuan berbahasa inggris yang tangguh dan 
kompetitif di tingkat nasional maupun internasional. 
h) Mewujudkan kemampuan olimpiade sains yang tangguh dan 
kompetitif. 
i) Mewujudkan pendidik dan tenaga tenaga kependidikan yang 
berkualitas dan profesional. 
j) Mewujudkan sekolah sehat dan berwawasan lingkungan hidup. 
k) Mewujudkan proses pembelajaran yang mengintegrasikan 
pendidikan etika berlalu lintas. 
l) Mewujudkan kultur etika berlalu lintas. 
m) Mewujudkan proses pembelajaran dengan perangkat kurikulum 
yang lengkap, mutakhir, dan berwawasan kedepan. 
n) Mewujudkan organisasi sekolah yang terus belajar (learning 
organization). 
o) Mewujudkan fasilitas sekolah yang relevan, mutakhir dan 
berwawasan kedepan. 
p) Mewujudkan lulusan tangguh yang mampu bersaing di kancah 
local maupun global. 
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d. Tujuan Pendidikan SMA Negeri 6 Yogyakarta  
Menghasilkan lulusan berkualitas agar mampu bersaing baik 
dengan tingkat lokal, nasional maupun internasional dengan cara : 
1) Meningkatkan rata-rata nilai ujian sekolah dan ujian nasional. 
2) Meningkatkan jumlah siswa yang diterima di Perguruan Tinggi 
terkemuka. 
3) Meningkatkan kemampuan di bidang penelitian. 
4) Mempersiapkan kelulusan yang mandiri, kreatif, inovatif, berakhlak 
mulia, dan peduli lingkungan hidup.  
5) Meraih prestasi akademik dan nonakademik dalam berbagai 
kejuaraan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. 
6) Meningkatkan fungsi “The Research School” dan pusat studi 
sekolah berwawasan lingkungan. 
7) Mengembangkan budaya dan karakter bangsa indonesia bagi seluruh 
warga SMA Negeri 6 Yogyakarta. 
8) Menjalin kerjasama dengan lembaga penelitian. 
9) Menyelenggarakan pembelajaran yang berbasis Pembelajaran Aktif 
Inovatif Kreatif Efektif Menyenangkan (PAIKEM). 
 
e. Indikator Keberhasilan SMA Negeri 6 Yogyakarta 
Indikator Ketercapaian Pendidikan SMA Negeri 6 Yogyakarta 
dapat dijabarkan sebagai berikut: 
1) Meningkatkan rata-rata nilai ujian sekolah dan ujian nasional. 
2) Meningkatkan jumlah siswa yang diterima di Perguruan Tinggi 
Terkemuka. 
3) Meningkatnya hasil penelitian dan karya ilmiah. 
4) Memiliki jiwa untuk melaksanakan 7 K, mandiri, kreatif, inovatif, 
berakhlak mulia, dan peduli lingkungan hidup. 
5) Meraih kejuaraan berbagai bidang baik akaademik maupun 
nonakademik dalam berbagai lomba/olimpiade di tingkat regional, 
nasional, dan internasional. 
6) Memiliki sikap profesional dengan kemampuan melakukan 
penelitian atau research, peduli lingkungan hidup pada seluruh 
warga sekolah. 
7) Budaya dan karakter bangsa indonesia diamalkan oleh warga 
sekolah. 
8) Jalinan kerjasama yang saling bermanfaat. 
9) Proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan 
menyenangkan. 
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f. Sumber Daya yang dimiliki SMA Negeri 6 Yogyakarta  
1) Data Peserta Didik atau Siswa 
a) Jumlah Peserta Didik  
Tabel 3.  Jumlah Peserta Didik SMA Negeri 6 Yogyakarta  
No. 
Tahun 
Ajaran 
Jumlah Peserta Didik 
Kelas X Kelas XI Kelas XII Total 
1. 2009/2010 253 245 256 754 
2. 2010/2011 236 248 244 728 
3. 2011/2012 257 244 244 745 
4. 2012/2013 257 253 243 753 
5. 2013/2014 254 260 257 771 
(Sumber : Dokumen Profil Sekolah SMA Negeri 6 Yogyakarta) 
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah peserta 
didik pada tahun ajaran 2013/2014 seluruhnya 771 siswa. Peserta 
didik kelas X 254 siswa tersebar merata sebanyak 8 rombongan 
belajar. Peserta didik kelas XI 260 siswa tersebar merata program 
IPA sebanyak 6 rombongan belajar dan Program IPS sebanyak 3 
rombongan belajar. Peserta didik kelas XII 257 siswa tersebar 
merata program IPA sebanyak 6 rombongan belajar dan program 
IPS sebanyak 3 rombongan belajar.  
b) Input dan Output NUN (Nilai Ujiam Nasional) 
Pencapaian nilai rata-rata NUN peserta didik dari tahun ke 
tahun mengalami kenaikan. Namun peserta didik yang 
melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri melalui PB, UM 
maupun SNMPTN belum memuaskan. Hal tersebut dapat dilihat 
dari tabel berikut:  
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Tabel 4. Input dan Output NUN Peserta Didik SMA Negeri 6    
               Yogyakarta 
Input 
Tahun 
Rata-
rata 
NUN 
Output 
Tahun 
Rata-rata 
NUN 
Melanjutkan 
ke PT 
 IPA IPS  
2009/2010 8,75 2011/2012 7,58 7,86 241 siswa 
2010/2011 8,93 2012/2013 7,89 7,98  
2011/2012 9,07 2013/2014    
2012/2013 9,26     
2013/2014 8,96    
(Sumber : Dokumen Profil Sekolah SMA Negeri 6 Yogyakarta) 
2) Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
      Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan salah satu 
komponen yang penting dalam lingkungan sekolah. Pendidik dan 
tenaga kependidikan diperlukan dalam kelancaran siswa baik dalam 
proses belajar mengajar maupun dalam admisistras siswa. Jumlah 
seluruh personil sekolah sebanyak 88 orang yang terdiri atas 61 
orang guru atau tenaga pendidik dan 27 orang karyawan atau tenaga 
kependidikan. Berikut sumber daya pendidik dan tenaga 
kependidikan di SMA Negeri 6 Yogyakarta. 
a) Data Personil Pendidik 
Data personil pendidik dapat dilihat dari status 
kepegawaian, pendidikan terakhir pendidik dan kesesuaian tugas 
guru mengajar dengan latar belakang pendidikan. 
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Tabel 5. Status Kepegawaian Pendidik di SMA N 6                    
               Yogyakarta 
No. Status Kepegawaian Jumlah Keterangan 
1. Pegawai Negeri Sipil 55 4 guru menambah jam 
2. Guru Naban 4 1 guru menambah jam 
3. G T T 2  
Jumlah 61  
(Sumber: Dokumen Profil SMA N 6 Yogyakarta) 
Data diatas dapat dijelaskan bahwa untuk status 
kepegawaian di SMA Negeri 6 Yogyakarta berjumlah 61 
pendidik yang terdiri dari 55 guru PNS yang diantara terdapat 5 
guru siswa yang menambah jam pelajaran, 4 guru naban dan 1 
dari 4 guru tersebut menambah jam mata pelajaran, dan untuk 
guru GTT berjumlah 2 guru. 
Tabel 6. Pendidikan Terakhir Pendidik di SMA N 6  
               Yogyakarta 
No. Pendidikan Jumlah Keterangan 
1. S-2 7  
2. S-1 52  
3. D-3/Sarjana Muda -  
Jumlah 59  
(Sumber: Dokumen Profil SMA N 6 Yogyakarta) 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk guru 
memiliki status pendidikan terakhir rata-rata pada pendidikan 
terakhir S-1 yang berjumlah 52 orang, sedangkan untuk S-2 
berjumlah 7 orang. 
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Tabel 7. Kesesuaian Tugas Guru Mengajar dengan Latar      
               Belakang Pendidikan di SMA N 6 Yogyakarta 
No. Guru Mata Pelajaran Jumlah Sesuai Tidak 
1. Pendidikan Agama Islam 3 3  
2. Pendidikan Agama Katolik 1 1  
3. Pendidikan Agama Kristen 1 1  
4. Pendidikan Agama Hindu 1 1  
5. Pendidikan 
Kewarganegaraan 
3 3  
6. Bahasa Indonesia 4 4  
7. Bahasa Inggris 5 5  
8. Matematika 5 5  
9. Fisika 5 5  
10. Kimia 3 3  
11. Biologi 4 4  
12. Sejarah  3 3  
13. Ekonomi 3 3  
14. Geografi 1 1  
15 Sosiologi 2 2  
16. Pendidikan Jasmani, Or & 
Kes. 
3 3  
17. Teknologi Informasi & 
Komunikasi 
2 2  
18. Bahasa Perancis 2 2  
19. Bahasa Jawa 1 1  
20 Bimbingan Konseling 4 4  
 Jumlah 59 59  
 (Sumber: Dokumen Profil SMA N 6 Yogyakarta) 
Dari tabel diatas dapat disimpulkan di SMA Negeri 6 
Yogyakarta semua tenaga pendidik memiliki kesesuaian tugas 
mengajar dengan latar belakang pendidikan masing-masing guru. 
b) Data Personil Tenaga Kependidikan 
Tenaga Kependidikan mempunyai peran penting di sekolah 
salah satunya yaitu dalam menjalankan pengelolaan manajeman 
dan administrasi di sekolah. Tenaga kependidikan di SMA Negeri 
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6 Yogyakarta berjumlah 27 karyawan. Data personil tenaga 
kependidikan dapat kita lihat dari status kepegawaian dan 
pendidikan terakhir. Berikut data status kepegawaian dan 
pendidikan terakhir tenaga kependidikan di SMA Negeri 6 
Yogyakarta: 
Tabel 8. Status Kepegawaian Tenaga Kependidikan SMA N 6 
Yogyakarta 
No Status Kepegawaian Jumlah Keterangan 
1. Pegawai Negeri Sipil 5  
2. Hon Da 17  
3. P T T 5  
Jumlah 27  
  (Sumber: Dokumen Profil SMA N 6 Yogyakarta) 
 
Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah tenaga 
kependidikan yang berstatus PNS berjumlah 5 orang, 14 orang 
yang berstatus Hon Da (Guru Honorer Daerah), dan yang 
memiliki status kepegawaian P T T  (Pembantu Tenaga Teknis) 
berjumlah 4 orang. Dari status kepegawaian beberapa karyawan 
memiliki status pendidikan terakhir, yaitu sebagai berikut:  
Tabel 9. Pendidikan Terakhir Tenaga Kependidikan SMA N  
               6 Yogyakarta 
No. Pendidikan Jumlah Keterangan 
1. S-2 -  
2. S-1 4  
3. D3/Sarjana Muda 4  
4. SLTA 11  
5. SLTP 4  
6. SD 4  
Jumlah 27  
  (Sumber: Dokumen Profil SMA N 6 Yogyakarta) 
Berdasarkan tabel tersebut rata-rata pendidikan terakhir 
tenaga kependidikan di SMA Negeri 6 Yogyakarta yakni SLTA 
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yang berjumlah 11 orang dari 27 karyawan. Sedangkan untuk 
sisanya terdiri dari S-1 berjumlah 4 orang, D-3/Sarjana Muda 
berjumlah 4 orang, SLTP berjumlah 4 orang dan SD berjumlah 4 
orang. 
3) Sarana dan Prasarana 
Kelengkapan sarana dan prasarana merupakan sumber daya 
penunjang dalam terlaksananya kegiatan belajar mengajar siswa di 
sekolah selain itu sebagai pengembangan diri siswa di sekolah.  
Keadaan sekolah di SMA Negeri 6 Yogyakarta memiliki tanah 
sekolah yang sepenuhnya adalah tanah Kasultanan Yogyakarta 
dengan luas areal kurang lebih 5.770 m², dan sekolah dikelilingi 
pagar sepanjang 360 m, serta memiliki luas bangunan 1.937 m². 
Dapat di lihat lebih rinci dengan tabel sebagai berikut: 
Tabel 10. Keadaan Tanah Sekolah SMA N 6 Yogyakarta 
Status Tanah Kasultanan 
Luas Tanah 5.770 m² 
Luas Bangunan 1.937 m² 
Pagar 360 m² 
(Sumber: Dokumen Profil SMA Negeri 6 Yogyakarta) 
Dengan keadaan tanah sekolah tersebut sekolah memiliki 
jumlah 84 ruangan, sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar di 
sekolah yang memadai. Bangunan sekolah pada umumnya dalam 
kondisi yang baik. Berikut keadaan gedung sekolah yang dimiliki 
SMA Negeri 6 Yogyakarta: 
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Tabel 11. Keadaan Gedung Sekolah di SMA N 6 Yogyakarta 
Lokal Keterangan 
Ruang Kepala Sekolah 1 Ruang 
Ruang Tata Usaha 1 Ruang 
Ruang Wakil Kepala Sekolah 1 Ruang 
Ruang Perpustakaan 2 Ruang 
Ruang Laboraturium IPA 3 Ruang 
Ruang Laboraturium Bahasa 1 Ruang 
Ruang Komputer 2 Ruang 
Laboraturium AVA 2 Ruang 
Ruang BP/BK 1 Ruang 
Ruang Serba Guna 1 Ruang 
Ruang Kelas 29 Ruang 
Ruang Guru 1 Ruang 
Mushola 1 Ruang 
Ruang OSIS 1 Ruang 
Ruang Ekstrakurikuler 4 Ruang 
Ruang Gudang 2 Ruang 
Ruang Reasearch Center 1 Ruang 
Ruang Lingkungan Hidup 1 Ruang 
Ruang UKS 1 Ruang 
Ruang Komite 1 Ruang 
Ruang Display Tropi/Piala 2 Ruang 
Ruang Piket 1 Ruang 
Ruang Satpam 1 Ruang 
Ruang Penggandaan 1 Ruang 
Lapangan Olah Raga 1 Unit 
Kamar Kecil/ WC 15 Ruang 
Tempat Penjaga Sekolah 1 Unit 
Kantin 2 Unit 
Tempat Parkir 2 Unit 
Tempat Pengolahan Sampah 1 Unit 
Taman Sekolah Lahan sekitar gedung 
(Sumber: Dokumen Profil SMA Negeri 6 Yogyakarta) 
Tabel keadaan gedung sekolah tersebut dapat dijelaskan bahwa 
SMA Negeri 6 Yogyakarta miliki 29 ruang kelas sebagai kegiatan 
belajar mengajar, 3 ruang laboraturium IPA, 2 ruang Laboraturium 
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komputer, 1 ruang Laboraturium bahasa, 2 ruang Laboraturium 
AVA, dan 2 ruang Perpustakaan sebagai penunjang proses belajar 
mengajar di sekolah. Selain itu sekolah juga memiliki 1 ruang OSIS, 
4 ruang Ekstrakurikuler yang digunakan untuk kegiatan 
pengembangan siswa. Terdapat juga 2 ruangan untuk penempatan 
tropi atau piala yang merupakan bukti dari hasil prestasi yang 
diperoleh sekolah. Serta masih memiliki beberapa ruang lainnya 
yang digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. 
Selain  jumlah dan keadaan gedung sekolah terdapat juga 
sarana prasarana pendukug dalam pembelajaran, yakni sarana 
pendukung pembelajaran berbasis teknologi informasi, data tersebut 
sebagai berikut: 
Tabel 12. Data Sarana Pendukung Pembelajaran Berbasis  
                 Teknologi Informasi di SMA N 6 Yogyakarta 
No. Nama Barang Jumlah Keterangan 
1. Komputer PC 71 buah Berada di ruang Guru, 
Wakasek, Kelas, 
Perpustakaan, BP/BK, Lab. 
Komputer, dan Kantor TU 
(Tata Usaha) 
2. Laptop 8 buah  
3. Televisi 15 buah Terpasang di ruang Guru, 
Waka, BP/BK, Kantor TU, 
Perpustakaan, Piket dan 
Kelas 
4. LCD Proyektor 23 Unit Terpasang di ruang Kelas, 
AVA, dan Laboraturium 
5. Internet 1 paket Wave line 
6. Hotspot 1 paket  
7. CCTV 1 Unit Terpasang di ruang rawan 
dan halaman depan sekolah 
8. Daya listrik terpasang 3 Unit 46.200 Watt 
(Sumber: Dokumen Profil SMA Negeri 6 Yogyakarta) 
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Kelengkapan sarana pendukung dalam pembelajaran berbentuk 
teknolologi informasi yang dimiliki sekolah diatas membantu 
berjalannya proses belajar mengajar baik dalam kegiatan akademik 
maupun non akademik di sekolah. 
2. Mekanisme Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di 
SMA Negeri 6 Yogyakarta 
Program BSM merupakan bagian dari Program Percepatan dan 
Perluasan Perlindungan Sosial (P4S), dan merupakan percepatan dan 
perluasan dari programprogram bantuan sosial yang sudah ada selama ini. 
Dengan disetujuinya APBN-Perubahan tahun 2013, dan adanya kebijakan 
kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang 
diberlakukanmulai bulan Juni 2013, maka Pemerintah menetapkan 
program-program kompensasi terhadap masyarakat miskin dan rentan 
kemiskinan, salah satunya adalah Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). 
Bantuan Siswa Miskin (BSM) dimaksudkan untuk mengamankan upaya 
jangka panjang guna memutus rantai kemiskinan dengan memastikan 
masyarakat miskin bisa mengakses pendidikan, sehingga mutu sumber 
daya manusia Indonesia terus meningkat dan mampu bersaing dalam era 
masyarakat global. 
Agar program BSM pada jenjang SMA dapat dilaksanakan dengan 
baik, Kemendikbud telah menyusun Petunjuk Teknis Program Bantuan 
Siswa Miskin Jenjang SMA sebagai acuan bagi pengelola BSM di tingkat 
pusat, provinsi, kabupaten/kota, sekolah dan pemangku kepentingan 
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(stakeholder) lainnya dalam melaksanakan program BSM. Melalui 
penerapan program BSM, pemerintah berharap dapat mencegah siswa 
miskin SMA dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya 
pendidikan. SMA yang menjadi sasaran program BSM ini adalah SMA 
Negeri dan Swasta yang mempunyai izin operasional serta banyak 
mengampu siswa miskin. Salah satu SMA di Kota Yogyakarta yang 
menjadi sasaran program BSM adalah SMA Negeri 6 Yogyakarta. Hal 
tersebut dijelaskan oleh ARK, salah satu pengelola BSM di SMA Negeri 6 
Yogyakarta, dalam wawancaranya berikut ini: 
“Program BSM ini sudah dilaksanakan di sekolah ini mulai tahun 
2013, sesuai edaran dari Kementerian Pendidikan melalui 
Disdikpora” (ARK/15/01/2014). 
 
Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa SMA Negeri 6 
Yogyakarta sudah melaksanakan program BSM sejak diterbitakannya 
edaran dari Kemendikbud melalui Disdikpora Provinsi Yogyakarta. 
Selanjutnya ARK juga menjelaskan mengenai kelompok yang menjadi 
target dari program BSM sebagai berikut: 
“Yang menjadi target Program BSM ini, kami mengikuti sesuai 
dari petunjuk dari kemendikbud. Yang pertama adalah siswa yang 
mempunyai KPS, kemudian yang kedua memiliki KMS, yang 
ketiga dia berasal dari keluarga kurang mampu yang dibuktikan 
dengan surat keterangan tidak mampu, yang keempat dia anak 
yatim atau piatu yang kategorinya juga membutuhkan, kemudian 
yang kelima dia anak dari 3 bersaidara yang semuanya masih 
dibawah 18 tahun dan masih usia sekolah” (ARK/15/01/2014). 
 
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa siswa yang 
diusulkan oleh sekolah untuk menjadi calon siswa penerima BSM adalah 
siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu yang ditunjukkan dengan 
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Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Kartu Menuju Sejahtera (KMS). 
Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh 
Pemerintah sebagai penanda Rumah Tangga Miskin. Sebagai penanda 
Rumah Tangga Miskin, Kartu Perlindungan Sosial ini berguna untuk 
mendapatkan manfaat dari program pemerintah, salah satunya adalah 
Bantuan Siswa Miskin (BSM). 
Sementara itu, kartu Menuju Sejahtera (KMS) merupakan salah 
satu kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta yang diperuntukkan bagi 
gakin (Keluarga Miskin) ber-KTP Kota Yogyakarta sesuai dengan daftar 
keluarga miskin hasil verifikasi dan updating data gakin. KMS ini 
berfungsi sebagai identitas layanan bagi program jaminan pendidikan dan 
kesehatan. Selain memiliki KPS dan KMS, siswa yang diusulkan oleh 
sekolah untuk menjadi calon penerima BSM adalah siswa yang berasal 
dari keluarga tidak mampu dan dapat ditunjukkan dengan surat keterangan 
tidak mampu. Kategori/syarat lain calon siswa penerima BSM adalah 
siswa tersebut merupakan anak yatim, piatu atau yatim piatu atau siswa 
dari tiga bersaudara yang semuanya masih dibawah umur 18 tahun dan 
masih usia sekolah. 
Berdasarkan keputusan dari Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, SMA Negeri 6 Yogyakarta menjadi salah satu sekolah yang 
menerapkan Program BSM. Dalam melaksanakan Program Bantuan Siswa 
Miskin (BSM) pengelola BSM di SMA Negeri 6 Yogyakarta mengacu 
pada Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) 
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ataupun Juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh setiap instansi 
pemerintah/ sekolah dalam proses pelaksanaan program Bantuan Siswa 
Miskin (BSM) dijelaskan oleh siswa sebagai berikut: 
“Yang pertama itu sosialisasi mbak, setelah itu saya daftar sambil 
bawa persyaratan ke TU. Setelah itu saya gak tahu bagaimana 
prosesnya, soalnya yang tahu sekolah sama pemerintah. Saya 
tahunya sudah dapat BSM saja” (GR/23/04/2013). 
Hal yang sama juga dijelaskankan oleh AL: 
“Mekanismenya dari awal itu ada sosialisasi dari sekolah, terus 
saya melengkapi berkas di TU, setelah itu kita disuruh buka 
rekening buat ambil uangnya” (AL/24/04/2014). 
 
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa proses 
awal dalam pelaksanaan program BSM adalah adanya sosialisasi/ 
pemberian informasi dari sekolah kepada siswa. Setelah informasi 
diterima, siswa melakukan pendaftaran sebagai calon penerima BSM 
dengan pendampingan/bantuan dari pihak TU sekolah. Hal tersebut 
dijelaskan oleh CAD dalam wawancaranya berikut ini: 
“Dulu itu yang mengurus dari TU mbak. Jadi kami diberitahu ada 
BSM, kemudian disuruh bawa syarat-syaratnya itu. Tahu-tahu ya 
sudah ada informasi dapat BSM, begitu saja mbak” 
(CAD/24/04/2014). 
 
Penjelasan yang serupa juga diberikan oleh TYS dalam 
wawancaranya berikut ini: 
“Awalnya bagaimana itu saya kurang paham mbak. Seingat saya, 
setelah ada informasi BSM itu, saya disuruh ke TU untuk 
membawa syarat-syaratnya. Semuanya yang mengurusi itu TU 
mbak. Setelah udah dapat, uangnya diambil” (TYS/23/04/2014). 
 
59 
 
Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa staf TU di SMA 
Negeri 6 Yogyakarta sebagai salah satu pengelola BSM memiliki peran 
penting dalam pelaksanaan program BSM di SMA Negeri 6 Yogyakarta, 
yaitu membantu siswa dalam hal administrasi pendaftaran siswa calon 
penerima BSM. Adapun proses selanjutnya dijelaskan oleh AYS sebagai 
berikut: 
“Ya itu mbak, setelah ada pemberitahuan mengenai BSM, saya 
daftar ke TU. Setelah dapat, buka rekening” (AYS/23/04/2014). 
 
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa setelah 
siswa menjadi penerima BSM, mereka dihimbau untuk melakukan 
pembukaan rekening untuk mengambil uang bantuan dari pemerintah. 
Sementara itu, mekanisme pelaksanaan program BSM di tingkat sekolah 
dijelaskan oleh ARK, salah satu pengelola BSM di SMA Negeri 6 
Yogyakarta, dalam wawancara sebagai berikut: 
“Setelah surat edarannya keluar itu, kami kemudian 
menginformasikan kepada siswa yang kira-kira membutuhkan 
BSM ini supaya menyerahkan dan melengkapi dokumen 
persyaratan. Setelah itu, kami melakukan verifikasi data siswa yang 
benar-benar memerlukan, kategorinya ya itu tadi, ada KPS, KMS, 
dia dari keluarga tidak mampu, anak yatim piatu, dan memiliki 
saudara 2 atau lebih dan semuanya dibawah umur 18 tahun serta 
masih usia sekolah. Setelah selesai, kami rekap datanya dan 
disahkan oleh kepala sekolah untuk dikirim ke Dinas Pendidikan” 
(ARK/15/01/2014). 
 
Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa langkah awal yang 
dilakukan SMA Negeri 6 Yoyakarta dalam pelaksanaan program BSM 
adalah melakukan sosialisasi kepada siswa mengenai program tersebut. 
Setelah data siswa diterima, kemudian sekolah melakukan verifikasi dan 
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rekapitulasi data yang diterima berdasarkan kategori siswa calon penerima 
BSM untuk kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta. Pada tingkat Dinas Pendidikan Yogyakarta, mekanisme 
pelaksanaan program BSM dijelaskan oleh AG sebagai berikut: 
“Kalau mekanisme BSM ini, urutannya dari tingkat pusat, punya 
program turun ke provinsi kemudian ke dinas kota. Setelah itu, 
kami sampaikan ke sekolah mengenai program tersebut. Ketika 
sekolah sudah menerima iformasinya, mereka kemudian 
meneruskan info BSM tersebut kepada warga. Setelah itu, semua 
yang mengatur administrasinya ya sekolah. Setelah sekolah 
mendata siswa calon penerima BSM, mereka mengirimnya kepada 
kami untuk kami rekap dan kami sahkan. Setelah itu datanya tadi 
kami kirimkan ke pemerintah provonsi, kemudian kami dikirimkan 
lagi ke pusat” (AG/27/12/2013). 
 
Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa peran Dinas 
Pendidikan dalam mekanisme pelaksanaan program BSM adalah merekap 
dan mengesahkan data siswa calon penerima BSM yang dikirim oleh 
sekolah untuk diserahkan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah 
pusat. Setelah pemerintah menetapkan siswa penerima BSM, langkah 
selanjutnya dari mekanisme pelaksanaan program BSM adalah penyaluran 
dan bantuan dari pemerintah kepada siswa penerima BSM. Mengenai 
pengambilan dana bantuan, dijelaskan oleh CAD dalam wawancaranya 
berikut ini: 
“Kalau masalah uang yang mengatur orangtua saya. Jadi waktu itu 
yang mengambil uangnya orangtua saya, di Bank BPD. Tapi 
sebelum itu disuruh buka rekening dulu mbak” (CAD/24/04/2014). 
 
Hal yang serupa juga dijelaskan oleh TYS: 
“Kurang tahu itu mbak. Yang pegang uang itu kan ibu saya, jadi 
waktu ngambil uang itu yang datang ya ibu saya” 
(TYS/23/04/2014). 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa para siswa 
lebih mempercayakan pengambilan dana bantuan kepada orangtua mereka. 
Adapun mekanisme pengambilan dana bantuan dijelaskan oleh beberapa 
siswa sebagai berikut: 
“Saya si kurang paham ya mbak, soalnya yang mengambil uangnya 
itu orangtua saya. Orangtua saya si bilangnya ada pemberitahuan 
suruh membuka rekening, setelah itu uangnya sudah masuk” 
(AYS/23/04/2014). 
 
Penjelasan lain juga diberikan oleh AL dalam wawancaranya 
berikut ini: 
“Waktu itu yang ngambil uang orangtua saya mbak. Mereka datang 
ke Taman Siswa, buka rekening, setelah itu uangnya bisa diambil 
kapan saja” (AL/24/04/2014). 
 
Begitu pula dengan GR: 
“Setelah ada pengumuman dapat BSM itu, saya disuruh buka 
rekening mbak. Waktu itu yang datang orangtua mbak. Terus 
pengambilan uangnya di BPD” (GR/23/04/2013). 
 
Para siswa di atas menjelaskan bahwa pengambilan dana bantuan 
BSM langsung dilakukan di lembaga penyalur BSM di masing-masing 
kota. Mengenai mekanisme penyaluran dana BSM dari pemerintah 
dijelaskan oleh para orangtua siswa sebagai berikut: 
“Jadi, kemarin saya dipanggil ke pembuakaan rekening masal di 
Taman Siswa, baru setelah itu uangnya dikasih” 
(SMD/28/03/2014). 
 
Hal yang serupa juga dijelaskan oleh BRH sebagai berikut: 
“Waktu itu, saya hanya datng ke taman siswa saja, bawa KTP terus 
bikin rekening. Setelah itu uangnya sudah bisa dicairkan mbak” 
(BRH/28/03/2014). 
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Begitu pula dengan YT: 
“Pertama bikin rekening dulu mbak, setelah itu uangnya baru 
masuk dan bisa diambil” (YT/02/04/2014). 
 
Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa 
langkah pertama dalam proses penyaluran dana BSM adalah pembukaan 
rekening bagi para siswa agar dapat mencairkan dana bantuan. Pembukaan 
rekening bagi siswa dilakukan secara masal oleh lembaga penyalur 
bantuan seperti yang dijelaskan oleh TWD dalam wawancaranya berikut 
ini: 
“Kalau uangnya langsung masuk ke rekening tabungan mbak. 
Awalnya kan anak saya belum punya rekening tabungan. Tetapi 
waktu itu sekolah memberi tahu anak saya suruh buka rekening 
masal di taman siswa untuk pencairan BSMnya. Setelah 
rekeningnya jadi ya uangnya tinggal diambil saja di bank” 
(TWD/26/03/2014). 
 
Hal yang serupa juga dijelaskan oleh ST: 
“Setelah ada informasi dapat BSM itu, anak saya disuruh buka 
rekening, waktu itu kan ada pembukaan rekening masal di taman 
siswa, waktu itu saya yang datang. Setelah itu di sana saya 
nunjukin syarat-syarat seperti KTP terus buka rekening. Nah, kalau 
uangnya ngambilnya di bank mbak, di BPD” (ST/26/03/2014). 
 
Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dana BSM 
diberikan langsung oleh Pemerintah kepada siswa melalui lembaga 
penyalur. Dari lembaga penyalur tersebut, para siswa memperoleh 
rekening tabungan pribadi yang berisi dana bantuan dari pemerintah. Dana 
bantuan tersebut dapat diambil/dicairkan melalui bank daerah masing-
masing (BPD). Pada tahap awal penyaluran dana BSM, yang berperan 
sebagai lembaga penyalur bagi para siswa di SMA Negeri 6 Yogyakarta 
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adalah sekolah. Hal tersebut dijelaskan oleh salah satu pengelola BSM di 
SMA Negeri 6 Yogyakarta, ARK, sebagai berikut: 
“Kalau dulu, untuk Tahap I, II dan III uangnya itu masih masuk ke 
rekening sekolah, karena dulu itu pengambilan uangnya dilakukan 
secara kolektif, setelah itu baru kami berikan uangnya ke siswa. 
Sedangkan untuk yang ke-IV, V, VI dan VII itu, dananya sudah 
masuk ke rekening siswa sendiri, kami hanya membantu 
administrasinya” (ARK/15/01/2014). 
 
Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa penyaluran dana 
BSM pada tahap awal dilakukan secara kolektif oleh pihak sekolah. Hal 
ini dikarenakan para siswa belum memiliki rekening tabungan sebagai 
sarana penyaluran dana BSM dari pemerintah. Akan tetapi, penyaluran 
dana BSM pada tahap selanjutnya dilakukan sendiri oleh siswa yang 
dikirimkan langsung oleh pemerintah ke rekening tabungan setiap siswa 
penerima BSM. Adapun besarnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah 
dijelaskan oleh salah satu orangtua siswa, SMD, sebagai berikut: 
“Kalau saya si kemarin dapatnya 700.000. Itu gak bisa diambil 
semuanya mbak, jadi hanya 690.000 yang saya ambil” 
(SMD/28/03/2014). 
 
Dan juga BRH: 
“Kemarin yang turun itu baru 700 ribu mbak. Tapi saya gak tahu 
yang benar berapa” (BRH/28/03/2014). 
 
Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa besarnya 
bantuan yang diterima oleh siswa adalah Rp. 700.000. Hal yang serupa 
juga dijelaskan oleh TWD sebagai berikut: 
“Kalau dulu yang katanya si 1.000.000 mbak, nah yang dari BPD 
ini saya dapatnya hanya 700.000” (TWD/26/03/2014). 
 
Dan juga YT: 
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“Saya tidak tahu jelasnya berapa, soalnya di TV atau di Koran kan 
katanya dana BSM untuk SMA itu sampai Rp. 1.000.000. Tapi, 
saya dapatnya Rp. 700.000 mbak. Itu yang saya ambil dari BPD” 
(YT/02/04/2014). 
 
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa informasi 
yang diketahui oleh para orangtua menyebutkan bahwa besarnya dana 
BSM yang akan diterima adalah Rp. 1.000.000. Akan tetapi, besarnya 
dana bantuan yang diterima oleh para orangtua pada saat penelitian ini 
dilakukan adalah Rp. 700.000. Berbeda dengan beberapa orangtua di atas,  
ST menyebutkan dana yang diterimanya sebagai berikut: 
“Setahu saya, di koran itu disebutkan kalau dana BSM turunnya 
Rp. 1.000.000 mbak. Tapi ini yang baru saya terima hanya Rp. 
200.000” (ST/26/03/2014). 
 
Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa dana bantuan yang 
diterima oleh ST berbeda dengan beberapa orangtua lainnya, yaitu hanya 
sebesar Rp.200.000. Mengenai hal tersebut, ARK, salah satu pengelola 
BSM di SMA Negeri 6  Yogyakarta menjelaskan sebagai berikut: 
“Kalau nominalnya sampai saat ini setau kami itu berbeda-beda, 
dan perbedaannya itu merupakan kewenangan langsung dari 
kementriaan. Kalau untuk tahap pertama, itu ada yang dapat Rp. 
500.000, ada yang dapat Rp. 1.000.000. Kemudian yang tahap 
kedua itu, ada yang dapat Rp. 700.000 dan ada yang dapat Rp. 
1.000.000” (ARK/15/01/2014). 
 
Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa 
besarnya bantuan yang diberikan pemerintah berbeda-beda setiap 
siswanya. Akan tetapi, sebagian besar orangtua siswa menyatakan bahwa 
besarnya bantuan yang diterima oleh siswa sampai saat penelitian ini 
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dilakukaan adalah Rp. 700.000. Adapu pemanfaatan uang bantuan tersebut 
dijelaskan oleh para siswa sebagai berikut: 
“Buat beli buku, peralatan sekolah seperti alat tulis. Kadang juga 
buat beli tas dan sepatu” (TYS/23/04/2014). 
 
Penjelasan yang serupa juga disampaikan oleh AYS: 
“Sejauh ini si baru digunakan untuk beli buku, peralatan sekolah 
dan sepatu, sisanya ya saya tabung buat masuk kuliah besok” 
(AYS/23/04/2014). 
 
Begitu pula dengan AL: 
“Buat beli buku sama bayar seragam mbak” (AL/24/04/2014). 
 
Beberapa siswa di atas menjelaskan bahwa uang bantuan yang 
telah diterima lebih banyak dimanfaatkan untuk membeli buku, peralatan 
sekolah, sepatu, tas ataupun seragam. Selain untuk membeli buku ataupun 
alat penunjang sekolah dana BSM juga dimanfaatkan oleh siswa untuk 
kebutuhan lain, seperti yang dijelaskan oleh GR sebagai berikut: 
“Ya selain buat beli buku-buku sekolah atau peralatan sekolah saya 
juga pakai untuk bayar sekolah,” (GR/23/04/2013). 
 
Begitu pula dengan CAD: 
 
“Buat bayar SPP sama kayak buat bayar uang OSIS mbak. Pernah 
juga untuk bayar uang praktikum” (CAD/24/04/2014). 
 
Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa 
salain digunakan untuk membeli buku, peralatan sekolah, searagam atau 
alat penunjang lainnya, dana BSM yang diterima oleh siswa juga dapat 
digunakan untuk membayar biaya sekolah siswa, seperti SPP, uang OSIS 
ataupun praktikum siswa.  
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3. Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMA Negeri 
6 Yogyakarta 
a. Komunikasi 
1) Transmisi 
Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) merupakan 
merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam 
mensubsidi biaya pendidikan yang diberikan kepada Siswa Sekolah 
Menengah Atas Negeri dan Swasta dari keluarga yang kurang 
mampu di seluruh Indonesia. Bantuan Siswa Miskin (BSM) 
dimaksudkan untuk mengamankan upaya jangka panjang guna 
memutus rantai kemiskinan dengan memastikan masyarakat miskin 
bisa mengakses pendidikan, sehingga mutu sumber daya manusia 
Indonesia terus meningkat dan mampu bersaing dalam era 
masyarakat global. 
Implementasi program BSM akan berjalan dengan efektif 
apabila para pelaksana program mengetahui apa yang akan mereka 
kerjakan. Agar pelaksana program BSM dapat mempersiapkan hal-
hal yang berhubungan dengan pelaksanaan program, diperlukan 
proses penyampaian informasi (transmisi) mengenai Program BSM 
dari pembuat program kepada pelaksana program. Proses 
penyampaian informasi tersebut hanya dapat dilakukan melalui 
komunikasi. 
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Komunikasi Program BSM akan terjadi ketika kebijakan 
tersebut telah disahkan oleh pemerintah pusat, dan dengan 
sendirinya akan tersosialisasikan kepada pemerintah daerah serta 
instansi-instansi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan 
kebijakan tersebut, termasuk sekolah. Adapun pelaksana/pengelola 
BSM tingkat sekolah adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, 
guru yang ditunjuk dan Komite Sekolah. 
SMA Negeri 6 Yogyakarta sebagai salah satu sekolah yang 
melaksanakan Program BSM menyatakan sudah menerima 
sosialisasi mengenai program tersebut, seperti yang disampaikan 
oleh salah satu pelaksana/pengelola program BSM di SMA Negeri 6 
Yogyakarta, ARK dalam wawancaranya berikut ini: 
“Waktu itu kami dapat sosialisasi mengenai BSM dari Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta. Untuk menindaklanjuti 
sosialisasi tersebut, Kepala Sekolah menginformasikannya 
kepada orangtua melalui surat edaran. Selain itu ada juga 
guru BPBK yang menginformasikan kepada siswa di kelas, 
sedangkan untuk proses administrasinya kami dari pihak TU 
sendiri yang mensosialisasikan” (ARK/15/01/2014).  
 
Pernyataan tersebut dibenarkan oleh AG, salah satu pengelola 
BSM di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, sebagai berikut:  
“Kalau pihak Dinas Pendidikan itu sosialisasinya langsung 
dari pusat. Setelah itu, kami sosialisasikan program BSM 
tersebut ke setiap sekolah untuk kemudian diinformasikan ke 
orangtua dan siswa” (AG/27/12/2013). 
 
Dalam pelaksanaan BSM, sosialisasi merupakan hal penting 
agar para stakeholders memahami maksud dan tujuan kebijakan 
tersebut dan melaksanakannya dengan baik sesuai dengan ketentuan. 
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Dari pernyataan-pernyataan informan di atas, dapat diketahui bahwa 
informasi mengenai pelaksanaan BSM telah disosialisasikan kepada 
pengelola BSM di setiap sekolah, termasuk SMA Negeri 6 Kota 
Yogyakarta. Informasi mengenai Program BSM di SMA Negeri 6 
Yogyakarta juga telah disampaikan kepada kelompok sasaran 
kebijakan, yaitu siswa yang kurang mampu. Hal ini disampaikan 
oleh salah satu siswa penerima BSM, yaitu TYS dalam 
wawancaranya berikut ini: 
“Yang mensosialisasikan dari sekolah mbak, ada yang dari 
TU sama guru BK” (TYS/23/04/2014). 
 
Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh GR: 
“Waktu itu yang memberi sosialisasi pihak sekolah. 
Informasinya disampaikan di kelas oleh guru BK” 
(GR/23/04/2013). 
 
Begitu pula dengan CAD: 
“Kalau sosialisasi ada, tapi sekedar pengumuman saja lewat 
afa, atau di kelas. Pernah juga ada informasi dari TU” 
(CAD/24/04/2014). 
 
Dari beberapa pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa 
informasi mengenai Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di di 
SMA Negeri 6 Yogyakarta sudah disampaikan kepada siswa yang 
merupakan sasaran program tersebut. Sosialisasi tersebut hanya 
berbentuk penyampaian informasi atau pengumuman yang diberikan 
oleh pihak pengelola BSM di sekolah. Hal yang sama juga 
disampaikan oleh AYS: 
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“Dulu itu saya langsung dipanggil ke TU, terus dikasih tau 
caranya menggambil uangnya aja. Jadi hanya diberi 
informasi mbak. Kalau sosialisasi detail itu, seingat saya gak 
ada” (AYS/23/04/2014). 
 
Penjelasan tersebut juga diperkuat oleh AL dalam 
wawancanya berikut ini: 
“Yang diberi sosialisasi lebih jelas itu orangtua mbak. Jadi 
saya diberi surat untuk orangtua, terus mereka datang ke 
sekolah. Saya hanya tahu informasinya saja mbak” 
(AL/24/04/2014). 
 
Dari beberapa penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa 
pengelola BSM di SMA Negeri 6 Yogyakarta belum memberikan 
sosialisasi yang lengkap mengenai program BSM kepada siswa-
siswanya. Informasi yang diberikan masih berbentuk pengumuman 
sekilas mengenai BSM. Selain siswa, orangtua siswa penerima BSM 
juga mengakui bahwa sekolah masih belum melakukan sosialisasi 
secara lebih mendalam mengenai program BSM seperti yang 
disampaikan oleh BRH dalam wawancaranya berikut ini: 
“Kalau sosialisasi yang memberi ya dari sekolah mbak. Tapi 
jelasnya bagaimana itu saya kurang paham. Soalnya tahu-
tahu anak saya sudah dapat” (BRH/28/03/2014). 
 
Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh ST berikut 
ini: 
“Yang mensosialisasikan dari pihak sekolah mbak. Proses 
sosialisasinya ya hanya mengisi blangko dan mengumpulkan 
berkas persyaratan. Prosesnya bagaimana itu seingat saya gak 
dikasih tahu mbak. Langsung dapat saja” (ST/26/03/2014). 
 
Begitu pula dengan TWD: 
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 “Saya dulu diberi sosialisasi dari pihak sekolah, tapi itu 
sudah lama sekali. Waktu itu saya hanya diberi tahu tahu oleh 
TU bahwa ada BSM, terus saya disuruh numpuk berkas-
berkas. Jadi, waktu pertemuan orangtua itu, TU 
memberitahukan kalau anak saya sudah dapat” 
(TWD/26/03/2014). 
 
Dari beberapa penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa 
orangtua siswa penerima BSM di SMA Negeri 6 Yogyakarta merasa 
bahwa sekolah hanya memberikan informasi mengenai persyaratan 
BSM dan belum memberikan sosialisasi secara mendalam mengenai 
prosesnya. Hal tersebut juga diakui oleh beberapa orangtua siswa 
lainnya, salah satunya adalah YT: 
“Seingat saya sosialisasi itu hanya sekedar undangan dan 
selebaran dari sekolah. Gak ada sosialisasi lebih jauh lagi” 
(YT/02/04/2014). 
 
Dan juga SMD: 
“Saya hanya diberi selebaran dan undangan dari sekolah ya 
mbak. Kalau informasi lainnya malah saya tahunya dari TV 
atau baca di Koran” (SMD/28/03/2014). 
 
Dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa 
informasi mengenai BSM di SMA Negeri 6 Yogyakarta belum 
tersampaikan secara lebih mendalam kepada para kelompok sasaran, 
baik siswa maupun orang tua siswa penerima BSM. Informasi yang 
diterima siswa maupun orangtua siswa hanya secara garis besar dan 
diperoleh melalui undangan, selebaran, pengumuman dan pertemuan 
orangtua.  
Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa proses penyampaian informasi mengenai 
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implementasi program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMA 
Negeri 6 Yogyakarta dimulai dari para pembuat kebijakan (policy 
makers) yaitu Pemerintah kepada pelaksana kebijakan (policy 
implementors) yaitu pemerintah daerah yang terdiri dari pejabat 
daerah terkait dan Staf Dinas Pendidikan yang kemudian diteruskan 
kepada pengelola/pelaksana program BSM di tingkat sekolah. Jika 
pengelola/pelaksana program BSM mendapatkan informasi yang 
cukup, maka akan mempermudah mereka untuk mempersiapkan 
segala sesuatu yang dibutuhkan dalam melakukan prosedur 
pelaksanaan BSM. Berbeda dengan pengelola/pelaksana program 
BSM, para kelompok sasaran BSM yaitu siswa dan orangtua siswa 
di SMA Negeri 6 Yogyakarta merasa informasi mengenai BSM 
belum tersosialisasikan secara mendalam. 
2) Kejelasan Informasi 
Komunikasi yang jelas merupakan komunikasi yang tidak 
membingungkan ketika pesan diterima. Pesan harus jelas hingga 
diterima oleh penerima pesan. Kejelasan informasi berperan penting 
dalam menunjang kelancaran komunikasi antar pembuat kebijakan 
dan pelaksana program. Apabila informasi yang disampaikan tidak 
jelas, akan mengganggu proses implementasi, karena informasi akan 
menjadi disalah artikan oleh penerima informasi. Kejelasan 
informasi dalam sosialisasi Program BSM di SMA Negeri 6 
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Yogyakarta dijelaskan oleh pelaksana/pengelola BSM, ARK, 
sebagai berikut: 
“Kalau dari Dinas Pendidikan, yang disampaikan 
Alhamdulillah sudah cukup jelas. Dan kalaupun ada hal yang 
masih membingungkan, kami bisa menanyakan langsung ke 
Dinas Pendidikan. Soalnya untuk mempersiapkan semuanya 
kami kan harus ada informasi yang jelas terlebih dahulu. 
Kalau untuk siswa dan orangtua siswa kami informasikan 
lewat pertemuan untuk orangtua, ataupun ke kelas kelas 
untuk siswa. Kalau ada yang kurang jelas, mereka bisa 
menanyakannya langsung kepada kami” (ARK/15/01/2014). 
 
Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa 
pelakasana/pengelola Program BSM di SMA Negeri 6 Yogyakarta 
sudah mendapatkan informasi yang jelas mengenai Program BSM.  
Agar para pelaksana, target group, dan pihak yang berkepentingan 
tahu akan apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan, maka 
informasi mengenai Program BSM di SMA Negeri 6 Yogyakarta 
harus dapat diterima dengan jelas sehingga mereka mengetahui apa 
yang menjadi tujuan, maksud, sasaran serta substansi dari kebijakan 
tersebut. Adapun pendapat para siswa dan orangtua sebagai target 
group dari program BSM salah satunya disampaikan oleh GR 
sebagai berikut: 
“Sosialisasinya masih kurang mbak, menurut saya. Kami 
hanya disuruh melengkapi persyaratan, terus buka rekening, 
kemudian ngambil uangnya” (GR/23/04/2013). 
 
Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa siswa merasa 
sosialisasi program BSM yang diterima masih kurang karena hanya 
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menjelaskan mengenai persyaratan dan cara pengambilan bantuan. 
Hal yang sama juga disampaikan oleh CAD: 
“Saya si hanya dikasih tahu uang BSMnya bisa digunakan 
buat apa saja, terus cara ngambilnya bagaiamana. Begitu saja 
si mbak, yang lain-lain saya kurang tahu” (CAD/24/04/2014). 
 
Begitu pula dengan TYS: 
“Ya jelas si mbak. Kami dikasih tahu pengertian BSM, terus 
perincian jumlah uangnya dan petunjuk penggunaannya, cara 
ngambilnya. Tapi kalau untuk informasi proses dapat 
BSMnya itu saya gak tahu mbak. Soalnya tahu-tahu sudah 
dapat” (TYS/23/04/2014). 
 
Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pihak SMA 
Negeri 6 Yogyakarta sudah meberikan informasi yang jelas kepada 
siswa penerima BSM mengenai jumlah bantuan, penggunaan 
bantuan dan cara pengambilan bantuan. Akan tetapi, TYS mengakui 
bahwa sekolah belum menginformasikan mengenai proses penentuan 
siswa penerima BSM. Hal yang sama juga disampaikan oleh siswa 
lain, AL, sebagai berikut: 
“Saya kurang tahu mbak kalau alasan dapat BSMnya 
bagaimana. Waktu itu informasinya hanya mengenai BSM itu 
apa, terus mencairkan uangnya bagaimana, syaratnya apa saja 
dan mengambil uangnya kapan. Ya itu si mbak yang 
diinformasikan” (AL/24/04/2014). 
 
Dan juga AYS: 
“Menurut saya belum terlalu detail mbak. Tahu-tahu daya 
sudah dapat BSM itu. Prosesnya bagaimana saya gak tahu. 
Tapi kalau informasi mengenai penggunaan dan pengambilan 
uangnya sudah jelas mbak” (AYS/23/04/2014). 
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Selain siswa, para orangtua siswa juga merasa belum jelas 
mengenai proses penentuan siswa penerima BSM, seperti yang 
disampaikan YT dalam wawancaranya berikut ini: 
“Saya sendiri merasa kurang ya sosialisasinya. Untuk 
informasi ke orangtua itu disampaikannya sambil lalu, seperti 
waktu pertemuan ambil rapot, jadi tidak dijelaskan secara 
rinci” (YT/02/04/2014). 
 
Begitu pula dengan BRH: 
“Informasinya masih kurang mbak, Kalau mau lebih rinci 
biasanya saya tanyakan langsung saja ke guru BK atau ke TU 
yang mengelola BSM” (BRH/28/03/2014). 
 
Dan juga SMD: 
“Sosialisasinya kurang jelas dan detail mbak. Tahu-tahu 
sudah dapat BSM terus disuruh numpuk berkas persyaratan. 
Jadi waktu pertemuan orangtua, TU memberitahukan kalau 
anak saya sudah dapat BSM” (SMD/28/03/2014). 
 
Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa 
orangtua siswa merasa sosialisasi yang dilakukan oleh SMA Negeri 
6 Yogyakarta masih kurang jelas dan detail. Pendapat yang sama 
juga disampaikan oleh TWD dalam wawancaranya berikut ini: 
“Menurut saya sosialisasinya masih kurang jelas mbak. Saya 
tahu ada BSM malah dari anak saya yang sekolah di tempat 
lain. Jadi kurang detail, gak tahu prosesnya bagaimana tiba-
tiba sudah dapat” (TWD/26/03/2014). 
 
Dan juga ST: 
 “Kalau menurut saya sosialisasinya kurang. Saya hanya 
diberitahu dapat BSM terus mengisi blangko. Setelah itu 
diberi pengarahan BSMnya bisa digunakan untuk apa saja 
terus mengambil uangnya bagaimana” (ST/26/03/2014). 
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Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa para orangtua 
siswa hanya mendapatkan informasi mengenai penggunaan BSM 
dan cara pengambilan bantuan. Mereka mengakui mendapatkan 
informasi mengenai anak mereka yang mendapatkan BSM secara 
tiba-tiba. 
b. Sumber Daya 
1) Sumber Daya Manusia 
Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting 
dalam keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan, 
dikarenakan manusia adalah unsur penggerak dan pelaksanaan dari 
kebijakan itu sendiri, sehingga untuk melaksanakan program BSM di 
SMA Negeri 6 Yogyakarta diperlukan tim pelaksana, guna mengatur 
pelaksanaan program. Pelaksana implementasi program BSM di 
SMA Negeri 6 Yogyakarta dijelaskan oleh ARK sebagai berikut: 
“Yang menangani BSM di sekolah ini sudah cukup 
jumlahnya ya mbak. Dari BP/BK ada sekitar 4 orang, 
kemudian dari TU sendiri ada 4 orang. Guru BP/BK 
menangani sosialisasi dan konsultasi untuk siswa, sedangkan 
kami dari TU menangani masalah administrasinya.” 
(ARK/15/01/2014).  
 
Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dalam 
implementasi program BSM di SMA Negeri 6 Yogyakarta, yang 
menjadi tim pelaksana adalah para staf yang ada di TU dan para guru 
BP/BK. ARK juga mengakui bahwa jumlah pengelola BSM di 
sekolah sudah cukup untuk menangani pelaksanaan program 
tersebut. Setiap pengelola/pelaksana program BSM di SMA Negeri 6 
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Yogyakarta juga memiliki tugas masing-masing. Staf TU sebagai 
petugas administrasi memiliki tugas dalam menangani administrasi 
BSM, sedangkan guru BP/BK memiliki tugas dalam hal sosialisasi 
dan konsultasi bagi siswa maupun orangtua. 
Selain kuantitas, kualitas dan kemampuan pelaksana program 
tidak kalah pentingnya untuk mendukung pelaksanaan program 
BSM. Dalam menjalankan suatu kebijakan/program, harus didukung 
dengan adanya pelaksana yang kompeten dan kapabel demi 
keberhasilan suatu kebijakan/program. Kemampuan atau kualitas 
pelaksana dapat dilihat dari latar belakang pendidikan serta keahlian 
yang dimiliki oleh pelaksana program/kebijakan. Latar belakang 
pendidikan dan keahlian yang dimiliki ARK sebagai 
pelaksana/pengelola BSM dijelaskannya dalam wawancara berikut 
ini: 
“Riwayat pendidikan terakhir saya S1, kemudian saya 
bekerja di bagian Riwayat pendidikan terakhir saya S1, 
kemudian saya bekerja di bagian TU di SMA ini. Kalau 
untuk masalah administrasi BSM memang sudah sewajarnya 
dari TU yang menangani dan untuk untuk konsultasi dan 
sosialisasi lebih tepat dilakukan oleh BP/BK. Sedangkan 
keahlian khusus yang dibutuhkan ya seputar Ms.Word 
ataupun excel, dan setiap pegawai TU disini memang sudah 
diharuskan bisa menggunakan program tersebut” 
(ARK/15/01/2014).  
 
Dalam melakukan pendataan siswa BSM, memang sangat 
dibutuhkan pelaksana/pengelola program yang memiliki keahlian 
dalam menggunakan Ms.Excel ataupun Ms.Word. Program-program 
tersebut dapat mempermudah seseorang dalam membuat laporan dan 
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menghitung data yang sangat banyak dengan menggunakan rumus 
yang sudah tersedia. Dengan keahlian yang dimiliki ARK ataupun 
pegawai TU lainnya dalam menggunakan Ms.Excel dan Ms.Word 
tersebut, akan mempermudah dan mempercepat kinerja mereka 
dalam melakukan pendataan siswa sehingga pelaksanaan 
kebijakan/program BSM tersebut bisa terlaksana dengan baik. 
2) Sumber Daya Kewenangan 
Kewenangan adalah suatu kekuasaan yang didapatkan dari 
politisi yang disetujui oleh hukum. Dalam pelaksanaan suatu 
kebijakan/program, wewenang akan berjalan sesuai dengan 
tingkatan masing-masing organisasi, karena setiap badan akan 
memiliki wewenang yang berbeda dengan badan lainnya. SMA 
Negeri 6 Yogyakarta sebagai salah satu instansi pelaksana 
implementasi program BSM memiliki wewenang tertentu agar dapat 
mengimplementasikan program tersebut. Hal tersebut disampaikan 
oleh ARK sebagai berikut: 
“Kalau kewenangan saya dalam program BSM ini, yaitu 
bekerjasama dengan BP/BK untuk mendata siswa. Data yang 
siswa calon penerima BSM tersebut nantinya kami kirimkan 
ke Dinas Pendidikan untuk selanjutnya disahkan dan dikirim 
ke pusat. Jadi yang menentukan penerima BSM itu bukan 
kewenangan kami, karena yang menentukan siapa saja yang 
menerima BSM adalah Kemendikbud” (ARK/15/01/2014). 
 
Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa dalam 
implementasi BSM, kewenangan pihak sekolah hanya tebatas pada 
pendataan siswa. Wewenang tersebut digunakan sekolah dalam 
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memverifikasi dan mengidentifikasi siswa calon penerima bantuan 
yang akan diusulkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 
Sedangkan yang memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan 
siswa penerima bantuan adalah Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan AG, salah 
satu staf pengelola BSM di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 
dalam wawancaranya berikut ini: 
“Kami di Dinas Pendidikan ini memiliki fungsi sebagai 
koordinator, jadi kami dapat dikatakan sebagai jembatan 
antara masyarakat dengan pemerintah pusat. Kami hanya 
melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan sekolah 
mengenai pengajuan siswa yang mendapatkan BSM. Setelah 
itu sekolah mengirimkan data siswa yang diajukan, kemudian 
kami kumpulkan dan verifikasi datanya, Setelah datanya 
sudah benar, kami kirim ke pusat. Kewenangan kami hanya 
itu saja. Untuk hasilnya nanti, yang menentukan adalah 
pemerintah” (AG/27/12/2013). 
 
Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa 
pelaksana/pengelola program BSM baik di tingkat Kabupaten/Kota 
maupun sekolah memiliki wewenang dalam hal sosialisasi dan 
pengajuan siswa penerima BSM. Sekolah merupakan instansi yang 
paling dekat dengan siswa maupun orangtua siswa sehingga akan 
mempermudah sosialisasi dan pendataan siswa yang akan diajukan, 
karena pihak sekolah lebih mengetahui keadaan siswa-siswanya. 
3) Sumber Daya Fasilitas 
Fasilitas merupakan faktor penting dalam implementasi 
kebijakan/program. Suatu organisasi yang memiliki jumlah staf yang 
cukup dan berkompeten apabila tidak didukung oleh fasilitas terbaik 
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maka impelementasi kebijakan/program dapat terhambat. Fasilitas 
yang baik akan membuat staf bekerja maksimal dalam melaksanakan 
kebijakan/program. Berkaitan dengan fasilitas dalam implementasi 
program BSM di SMA Negeri 6 Yogyakarta, ARK menjelaskannya 
dalam wawancara berikut ini: 
“Untuk fasilitas khusus itu tidak ada ya mbak. Kami hanya 
melayani saja. Dari BP/BK ada pelayanan konsultasi ataupun 
informasi, sedangkan kami dari TU membantu untuk 
melengkapi syarat-syarat dan membuat surat rekomendasi 
bahwa siswa tersebut adalah siswa BSM. Jadi sifatnya lebih 
ke pelayanan. Kalau yang berbentuk fisik itu jelas computer 
untuk mengerjakan laporan pendataan siswa yang diajukan, 
terus juga ada surat dan selebaran untuk sosialisasi” 
(ARK/15/01/2014). 
 
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa 
fasilitas berbentuk fisik yang diperlukan dalam implementasi 
program BSM di SMA Negeru 6 Yogyakarta adalah komputer untuk 
membuat laporan data siswa yang diajukan sebagai penerima BSM 
serta surat dan selebaran sebagai salah satu sarana sosialiasi. 
Berdasarkan keterangan ARK, fasilitas-fasilitas fisik tersebut sudah 
terpenuhi. Selain fasilitas fisik, pengelola BSM di SMA Negeri 6 
Yogyakarta juga menyediakan fasilitas dalam bentuk pelayanan 
administrasi, konsultasi maupun informasi. Pelayanan informasi juga 
dilakukan oleh Dinas Pendidikan sebagai salah satu isntansi 
pengelola BSM di tingkat Kabupaten/Kota, seperti yang dijelaskan 
oleh AG sebagai berikut: 
“Fasilitas yang dibutuhkan itu jelas internet mbak. Jadi kalau 
ada pengumuman mengenai BSM kami tinggal upload saja 
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ke web. Nanti kan setiap sekolah bisa mengakses. Kalau di 
Dinas Pendidikan semua itu sudah tersedia” 
(AG/27/12/2013). 
 
Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat diketahui 
bahwa Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sudah menyediakan 
fasilitas website sebagai salah satu sarana untuk sosialisasi ataupun 
pemberitahuan mengenai hal-hal yang terkait dengan BSM. Dengan 
adanya fasilitas tersebut, akan mempermudah sekolah ataupun warga 
masyarakat dalam mengakses informasi terkait dengan pelaksanaan 
program BSM. 
4) Sumber Daya Anggaran 
Sumber daya anggaran merupakan faktor yang penting dalam 
implementasi Program BSM, karena tanpa adanya anggaran yang 
cukup, bantuan untuk siswa yang kurang mampu tidak akan 
tersalurkan. Berkaitan dengan anggaran untuk program BSM, ARK 
menjelaskan sebagai berikut: 
“Kalau BSM itu sepengetahuan kami dananya langsung dari 
kementrian pusat. Jadi uangnya tidak turun ke kami dulu, 
langsung dari pusat ke siswa” (ARK/15/01/2014). 
 
Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pihak 
pelaksana/pengelola BSM di tingkat sekolah tidak memiliki kuasa 
atas anggaran dalam pelaksanaan BSM. Anggaran yang ditentukan 
berasal dari pemerintah yang langsung diberikan kepada siswa yang 
bersangkutan tanpa perantara dari sekolah. Hal yang sama juga 
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disampaikan oleh AG, salah satu staf pengelola BSM di Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta, dalam wawancaranya berikut ini: 
“Anggaran untuk BSM itu jelas dari pemerintah pusat mbak, 
langsung ke siswanya, karena itu kan program dari pusat, 
bukan daerah” (AG/27/12/2013). 
 
AG menjelaskan bahwa pelaksana program BSM di tingkat 
Kabupaten/Kota juga tidak memiliki wewenang atas anggaran untuk 
pelaksanaan program BSM, karena anggaran/dana bantuan tersebut 
berasal dari pemerintah pusat yang langsung diberikan kepada siswa 
yang menerima bantuan. 
c. Disposisi 
Disposisi merupakan kecenderungan, keinginan, atau 
kesepakatan para pelaksana (implementors) untuk melaksanakan 
kebijakan/program, sehingga apa yang menjadi tujuan 
kebijakan/program tersebut dapat diwujudkan. Disposisi atau sikap 
yang baik para pelaksana terhadap program BSM, akan mendorong 
mereka menjalankan tugas sebagaimana yang diinginkan oleh para 
pembuat kebijakan. Disposisi atau sikap pelaksana/penglola BSM 
dalam melaksanakan program BSM di SMA Negeri 6 Yogyakarta dapat 
dapat dilihat dari respon para pelaksana/pengelola program. Respon 
ARK sebagai salah satu staf Tata Usaha yang memiliki tanggungjawab 
melaksanakan program BSM di SMA Negeri 6 Yogyakarta, adalah 
sebagai berikut: 
“Menurut saya pemerintah sudah melakukan hal yang cukup 
bijaksana dengan mengalihkan dana subsidi BBM untuk 
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bantuan pendidikan bagi siswa yang kurang mampu. Soalnya 
kan biaya pendidikan di SMA itu cukup besar ya, mulai dari 
uang SPP, seragam, buku, perlengakapan sekolah, transport, 
uang saku bahkan ada yang untuk les. Untuk keluarga miskin 
saya rasa dengan adanya BSM bisa meringankan biaya sekolah” 
(ARK/15/01/2014).  
 
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ARK 
memahami dengan jelas maksud dan tujuan dari program BSM yang 
menjadi tanggung jawabnya sehingga menimbulkan respon yang positif 
terhadap program tersebut. Arah disposisi para pelaksana terhadap 
standar dan tujuan kebijakan/program juga merupakan hal yang 
penting. Implementor mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan 
kebijakan, karena mereka menolak apa yang menjadi tujuan dari suatu 
kebijakan/progran. ARK sebagai staf pelaksana/pengelola BSM di 
SMA Negeri 6 Yogyakarta menyatakan dukungan penuhnya terhadap 
pelaksanaan kebijakan tersebut, seperti yang disampaikannya berikut 
ini: 
“Saya mendukung sekali mbak, karena program BSM ini cukup 
membantu dalam pembiayaan sekolah anak-anak. Walaupun 
program beasiswa ataupun bantuan itu sebenarnya sudah banyak 
ya, tetapi kan kadang-kadang semua itu belum cukup untuk 
menutupi kebutuhan siswa. Dengan ditambah BSM ini, saya 
rasa lebih membantu siswa” (ARK/15/01/2014). 
 
Dukungan yang diberikan ARK terhadap program BSM tersebut 
dikarena dia setuju dengan apa yang menjadi tujuan kebijakan tersebut. 
Jika pelaksana pelaksana/pengelola program BSM mendukung dengan 
pelaksanaan program yang dilimpahkan kepadanya, maka dia akan 
senang hati melaksanakan program tersebut. Sikap mendukung dan 
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perasaan yang senang ketika melaksanakan program BSM tersebut akan 
menjadikan kinerja pelaksana/pengelola program BSM lebih efektif dan 
maksimal. Kinerja pelaksana/pengelola program BSM di SMA Negeri 6 
Yogyakarta dapat diamati melalui kepuasan siswa dan orangtua siswa 
sebagai target group. Berikut pendapat yang disampaikan siswa 
mengenai kinerja sekolah dalam melaksanakan program BSM, salah 
satunya adalah AYS: 
“Semuanya cukup bagus kinerjanya. Kalau ada yang gak saya 
tahu, saya bisa bertanya ke TU atau BK, nanti dibantu” 
(AYS/23/04/2014). 
 
Begitu pula dengan TYS: 
“Menurut saya kinerjanya sudah bagus si mbak, kami dilayani 
dengan baik” (TYS/23/04/2014). 
 
Beberapa siswa di atas menganggap kinerja pengelola BSM di 
SMA Negeri 6 Yogyakarta sudah maksimal dalam memberikan 
pelayanan untuk siswa. Pendapat yang positif mengenai kinerja 
pengelola BSM di SMA Negeri 6 Yogyakarta juga disampaikan oleh 
GR dalam wawancaranya berikut ini: 
“Ya sudah baik mbak, jadi apa-apa yang berhubungan dengan 
BSM sudah diurus oleh TU. Saya tinggal mengumpulkan syarat-
syarat saja” (GR/23/04/2013). 
 
Begitu pula dengan CAD: 
“Sudah bagus mbak, jadi saya tidak perlu repot karena yang 
mengurus semuanya sekolah” (CAD/24/04/2014). 
 
Dan juga AL: 
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Bagi saya si sekolah sudah melakukan yang terbaik. Mulai dari 
memberi informasi kemudian membantu kami dalam 
mengajukan bantuan” (AL/24/04/2014). 
 
Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat diketahui 
bahwa para siswa penerima BSM di SMA Negeri 6 Yogyakarta merasa 
puas dengan kinerja para pengelola BSM di sekolah tersebut. Para 
siswa mendapatkan pelayanan dalam mendapatkan informasi maupun 
administrasi. Kepuasan atas kinerja para pelaksana/pengelola BSM di 
SMA Negeri 6 Yogyakarta juga dirasakan oleh para orangtua siswa 
penerima BSM, seperti yang dijelaskan oleh YT dalam wawancaranya 
berikut ini: 
“Kerja mereka sudah cukup memuaskan. Hanya saja itu mbak, 
kadang-kadang ada informasi yang kami tidak tahu” 
(YT/02/04/2014). 
 
Walaupun sudah merasa puas dengan kinerja 
pelaksana/pengelola BSM di SMA Negeri 6 Yogyakarta, akan tetapi 
YT merasa bahwa sosialisasi yang diberikan oleh sekolah masih 
kurang. Hal tersebut juga dibenarkan oleh TWD sebagai berikut: 
“Menurut saya kinerjanya sudah bagus. Saya dilayani dengan 
baik, walaupun sosialisasinya masih kurang jelas ya mbak, 
tetapi kalau ada yang belum paham mengenai BSM, langsung 
bertanya ke TU atau BK juga pasti dibantu” (TWD/26/03/2014). 
 
Menurut TWD, pengelola program BSM di SMA Negeri 6 
Yogyakarta akan memberikan pelayanan informasi bagi orangtua 
ataupun siswa yang masih belum paham mengenai program BSM, 
sehingga meminimalkan missed communication antara pelaksana 
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program dan target group. Kepuasan kinerja pengelola BSM di SMA 
Negeri 6 Yogyakarta juga disampaikan oleh ST berikut ini: 
“Mereka sudah bekerja dengan baik ya mbak, dari masalah 
mengumpulkan berkas-berkas sampai selesai, sekolah sudah 
membantu” (ST/26/03/2014). 
 
Hal yang sama juga disampaikan oleh BRH: 
“Sudah bagus mbak, sekolah mengarahkan kami apa saja yang 
harus dikumpulkan waktu itu, terus mensosialisasikan ke kami 
bagaimana cara mengambil uangnya” (BRH/28/03/2014). 
 
Dan juga SMD: 
“Sekolah sudah membantu sekali mbak, mulai dari melengkapi 
persyaratan sampai yang lain-lainnya” (SMD/28/03/2014). 
 
Pernyataan-pernyataan orangtua siswa penerima BSM tersebut 
menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program BSM, 
pengelola/pelaksana program sudah menunjukka kinerja yang baik 
seperti memberikan pelayanan informasi serta administrasi sehingga 
memudahkan para orangtua dalam mengikuti mekanisme pelaksanaan 
program BSM. Kinerja dan pelayanan yang baik tersebut merupakan 
wujud dari disposisi yang baik dari pelaksana/pengelola BSM di SMA 
Negeri 6 Yogyakarta. 
Respon yang positif terhadap program BSM tidak hanya berasal 
dari pelaksana saja, tetapi juga dari siswa yang merupakan target group 
dari kebijakan tersebut. Beberapa siswa yang peneliti wawancarai 
memberikan respon positif terhadap program BSM tersebut, salah 
satunya adalah CAD yang dijelaskannya dalam wawancara berikut ini: 
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“Bagus si mbak, soalnya bisa buat bantu-bantu siswa yang 
kurang mampu, jadi meringankan beban siswa” 
(CAD/24/04/2014). 
 
Respon yang sama juga diungkapkan oleh GR: 
“Ya bagus mbak, soalnya saya merasa terbantu, jadi bisa beli 
buku ataupun bayar les” (GR/23/04/2013). 
 
Begitu pula dengan TYS: 
“BSM itu berguna sekali untuk siswa-siswa yang kurang mampu 
seperti saya. Jadi walaupun uangnya gak cukup, tapi sudah 
sangat membantu saya dalam memenuhi kebutuhan sekolah” 
(TYS/23/04/2014). 
 
Beberapa siswa di atas memiliki respon positif dari 
diterapkannya program BSM. Respon-respon positif tersebut lahir 
karena kebermanfaatan program BSM tersebut bagi siswa. Walaupun 
para siswa memiliki respon yang positif terhadap maksud dan 
kebermanfaatan program BSM, akan tetapi beberapa siswa masih 
kurang setuju mengenai sistem pelaksanaannya, seperti yang 
disampaikan AL dalam wawancaranya berikut ini: 
“Programnya sudah bagus mbak, soalnya sangat membantu. 
Tetapi si sebaiknya uang bantuannya itu diberikan secara 
berkala, misalnya perbulan. Soalnya kalau sekali saja langsung 
dapat banyak malah cepat habisnya” (AL/24/04/2014). 
 
Dari penyataan tersebut dapat diketahui bahwa AL kurang 
setuju dengan sistem pencairan bantuan yang hanya dilakukan satu kali, 
karena penggunaan bantuan tersebut akan lebih cepat habis. Berbeda 
dengan AL, AYS menganggap bahwa sosialisasi yang telah dilakukan 
masih belum menjangkau masyarakat luas, sehingga beberapa warga 
87 
 
yang kurang mampu tidak tahu dengan adanya bantuan BSM. Hal 
tersebut disampaikannya dalam wawancara berikut ini: 
“Menurut saya si sangat membantu, tetapi kalau sosialisasinya 
lebih ditingkatkan lagi informasinya itu lebih bagus. Soalnya, 
menurut saya informasinya belum mejangkau masyarakat luas, 
masih banyak ya mbak tetangga-tetangga saya yang kurang 
mampu masih belum tahu mengenai BSM” (AYS/23/04/2014). 
 
Berdasarkan penyataan-pernyataan siswa diatas, dapat 
disimpulkan bahwa para siswa di SMA Negeri 6 Yogyakarta 
menyambut baik dengan adanya program BSM. Hal tersebut 
diakarenakan program tersebut dianggap sangat membantu dalam 
meringankan biaya sekolah. Walaupun para siswa memiliki respon 
positif terhadap program BSM tersebut, akan tetapi beberapa dari 
mereka masih kurang setuju dengan sistem pencairan bantuan yang 
hanya dilakukan sekali. Selain itu, sosialisasi pelaksanaan program 
BSM ini juga diaggap masih belum menjangkau masyarakat luas. 
Selain siswa, respon positif terhadap program BSM juga 
disampaikan oleh beberapa orangtua siswa penerima BSM, salah 
satunya adalah ST: 
“Bagi saya program ini merupakan rezeki yang tidak terduga 
untuk anak-anak. Walaupun belum dapat mencukupi semua 
kebutuhan sekolah anak saya, tapi yang jelas berapapun 
bantuannya itu sangat membantu sekali” (ST/26/03/2014). 
 
Dan juga BRH 
 
“Alhamdulillah sekali mbak, saya merasa sangat terbantu 
dengan adanya BSM. Anak saya bisa mencukupi sebagian besar 
kebutuhan sekolahnya, karena memang kondisi saya dan suami 
saya kan penghasilannya pas-pasan. Jadi seperti dapat hadiah 
dari pemerintah” (BRH/28/03/2014). 
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Seperti halnya para siswa, para orangtua siswa penerima BSM 
juga memiliki menyambut baik pelaksanaan program BSM karena 
program tersebut dianggap sangat membantu dalam meringankan biaya 
pendidikan anak-anak mereka. Hal tersebut juga ditegaskan oleh TWD: 
“Program BSM ini sangat membantu sekali ya mbak, soalnya 
kami sebagai orangtua kadang-kadang merasa agak kesulitan 
membiayai sekolah anak, seperti untuk beli buku, les atau 
peralatan sekolah lainnya” (TWD/26/03/2014). 
 
Hal senada juga diungkapkan SMD: 
“Menurut saya bagus ada program bantuan seperti BSM ini. 
Alhamdulillah dengan adanya BSM kebutuhan sekolah anak 
saya jadi terpenuhi terutama untuk membeli buku. Jadi anaknya 
bisa belajar” (SMD/28/03/2014). 
 
Dan juga YT: 
“Saya merasa sangat diuntungkan ya mbak. Anak saya yang 
tadinya belum bisa bayar les jadi bisa les, yang tadinya gak bisa 
beli buku sekarang sudah bisa beli buku. Untuk orang-orang 
seperti saya, program ini benar-benar sangat membantu” 
(YT/02/04/2014). 
 
Dari pendapat orangtua di atas dapat dijelaskan bahwa, orangtua 
sangat mendukung program BSM yang dikhususkan untuk membantu 
siswa kurang mampu agar tidak putus sekolah karena alasan kesulitan 
biaya. Para orangtua siswa merasa senang dan bersyukur karena BSM 
dapat dimanfaatkan untuk keperluan sekolah anak-anak mereka. 
d. Struktur Birokrasi 
1) Standard Operating Procedure (SOP) 
Standard Operating Procedure (SOP) merupakan tata 
laksana dalam melakukan suatu hal yang berisi tentang petunjuk dan 
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aturan-aturan yang ada dalam organisasi. Pelaksana 
kebijakan/program harus melaksanakan kegiatannya berdasarkan 
SOP yang ada agar berjalan konsisten, efektif dan efisien. ARK, 
sebagai salah satu staf pengelola BSM di SMA Negeri 6 Yogyakarta 
menjelaskan mengenai SOP dalam pelaksanaan program BSM 
sebagai berikut: 
“Program BSM ini kan merupakan kebijakan baru dari 
pemerintah, dikeluarkannya tahun 2013 kemarin. Jadi untuk 
pelaksanaannya kami mengikuti juknisnya saja. Kalau 
juknisnya kan sudah keluar, itu yang menjadi acuan kami” 
(ARK/15/01/2014).  
 
Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dalam 
implementasi program BSM di SMA Negeri 6 Yogyakarta, SOP 
yang digunakan oleh pelaksana/pengelola program adalah Petunjuk 
Teknis BSM jenjang SMA tahun 2013. ARK menjelaskan bahwa 
pelaksanaan program BSM di SMA Negeri 6 Yogyakarta mengacu 
pada Juknis tersebut. Mengenai Juknis BSM sebagai pengganti SOP 
dalam pelaksanaan Program BSM juga ditegaskan oleh salah satu 
staf pengelola BSM di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, AG, 
dalam wawancaranya berikut ini: 
“Kalau BSM ini belum ada SOP nya mbak, soalnya kan baru 
keluar kemarin. Tapi sebagai gantinya kan ada petunjuk 
teknis yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Nah, itu yang 
digunakan sebagai acuan kami. Dan itu sah-sah saja” 
(AG/27/12/2013). 
 
Petunjuk Teknis (Juknis) hampir sama dengan SOP, yaitu 
rambu-rambu yang mengatur Program BSM agar terlaksana dengan 
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baik. Dalam wawancara peneliti dengan ARK, peneliti tidak 
menemukan adanya SOP dalam pelakasanaan program BSM. 
Peneliti hanya diberi Petunjuk Teknis Program Bantuan Siswa 
Miskin (BSM) pada jenjang SMA tahun 2013 yang dikeluarkan oleh 
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan. 
2) Fragmentasi (Penyebaran Tanggung Jawab) 
Dalam pelaksanaan program BSM tanggung jawab 
diserahkan kepada isntansi-instansi mulai dari Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Satuan 
Pendidikan. Dalam pelaksanaan program BSM di SMA Negeri 6 
Yogyakarta, yang bertanggung jawab adalah pengelola/pelaksana 
program di tingkat sekolah. Adapun tugas sekolah sebagai salah satu 
instansi pelakasana program BSM disampaikan oleh ARK dalam 
wawancaranya berikut ini: 
“Pada dasarnya, tugas sekolah itu yang pertama jelas, 
melakukan sosialisasi, kemudian kita cari siapa siswa yang 
kurang mampu di sekolah ini untuk kemudian kami ajukan 
kepada Dinas Pendidikan sebagai penerima BSM. Dalam 
mengajukan usulan tersebut juga kami memiliki tugas untuk 
membantu siswa melengkapi berkas-berkas persyaratan. 
Waktu pencairan pertama kemarin, kami memang menerima 
dan menyalurkan bantuan ke siswa, tetapi untuk yang 
sekarang bantuannya sudah langsung masuk kerekening 
siswa” (ARK/15/01/2014).   
 
Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa 
tugas/tanggung jawab sekolah sebagai salah satu instansi pelaksana 
program BSM adalah melakukan sosialisasi, mengidentifikasi siswa 
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calon penerima BSM, membantu siswa melengkapi data persyaratan 
untuk kemudian diajukan ke Dinas Pendidikan. Selain itu, sekolah 
juga membantu siswa dalam mencairkan bantuan pada kali pertama 
dana diturunkan. Adapun pembagian tugas oleh pelaksana/pengelola 
BSM dijelaskan oleh ARK sebagai berikut: 
“Kalau pembagian tugas, kami dari pihak TU bekerjasama 
dengan guru BP/BK. Guru BP/BK yang melakukan 
sosialisasi ataupun memberikan pelayanan konsultasi bagi 
siswa atau orangtua siswa, kemudian kami dari TU lebih 
kepada administrasinya, seperti membantu siswa melengkapi 
data untuk persyaratan. Kami juga bekerjasama dengan guru 
BP/BK dalam memilih siswa kurang mampu untuk kami 
ajukan ke Dinas Pendidikan” (ARK/15/01/2014).  
 
Berdasarkan pejelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa 
terdapat pembagian tugas/tanggungjawab antarpengelola BSM di 
SMA Negeri 6 Yogyakarta dalam melaksanakan program BSM. 
Guru BP/BK merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam 
konsultasi dan sosialisasi kepada siswa dan orangtua siswa mengenai 
pelaksanaan program BSM. Sedangkan staf TU memiliki 
tanggungjawab dalam hal administrasi siswa seperti melengkapi 
berkas persyaratan. Selain itu, guru BP/BK dan staf TU juga 
bekerjasama dalam mengidentifikasi/mendata siswa kurang mampu 
yang nantinya akan diajukan kepada Dinas Pendidikan sebagai calon 
siswa penerima BSM. Hubungan kerjasama antarpengelola BSM 
dalam pelaksanaan program tersebut memang angat dibutuhkan. 
Apabila pola hubungan yang terjadi diantara pengelola BSM di 
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SMA Negeri 6 Yogyakarta tidak baik, maka akan berpengaruh 
terhadap keberhasilan implementasi program BSM. 
Selain kerjasama antarpengelola BSM di sekolah, SMA 
Negeri 6 Yogyakarta juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan 
dalam melaksanakan program BSM, hal tersebut dijelaskan oleh 
ARK sebagai berikut: 
“Koordinasi kami dengan Dinas Pendidikan yang jelas adalah 
mengenai sosialisasi. Karena kami ini dibawah 
tanggungjawab Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, maka 
kami komunikasinya dengan bagian JPD di Dinas 
Pendidikan. Kalau ada hal-hal yang masih bingung, kami bisa 
bertanya ataupun konslutasi ke sana” (ARK/15/01/2014). 
 
Kerjasama antara sekolah dengan Dinas Pendidikan juga 
dibenarkan oleh AG, salah satu pengelola BSM di Dinas Pendidikan 
Kota Yogyakarta: 
“Kalau koordinasi BSM ini intinya kami hanya 
mensosialisasikan saja kepada sekolah mengenai BSM ini, 
karena yang paling dekat dengan siswa itu kan sekolah. Kami 
selaku pengelola BSM di Dinas Pendidikan istilahnya 
merupakan jembatan antara masyarakat dengan pemerintah 
pusat. Jadi kami ini fungsinya melakukan koordinasi-
koordinasi disekolah-sekolah supaya BSM tidak salah 
sasaran” (AG/27/12/2013). 
 
Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa 
bentuk koordinasi pengelola BSM di SMA Negeri 6 Yogyakarta 
dengan Dinas Pendidikan adalah dalam hal komunikasi dan 
sosialisasi pelaksanaan BSM kepada orangtua siswa. Selain dengan 
Dinas Pendidikan, ARK juga menjelaskan bahwa sekolah melakukan 
koordinasi dengan para orangtua siswa dalam pelaksanaan BSM. 
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Adapun bentuk koordinasi tersebut dijelaskan oleh ARK dalam 
wawancaranya berikut ini: 
“Koordinasi kami dengan orangtua siswa lebih kepada 
konsultasi ya mbak dan juga sosialiasi. Misalnya saja ada 
orangtua siswa yang tudak mampu, tetapi tidak memiliki 
KPS dan mengajukan BSM itu nanti akan kami tindak lanjuti 
baiknya bagaimana baiknya, ataupu ada orangtua yang 
konsultasi mengenai penggunaan bantuan BSM nanti itu guru 
BK/BP pasti akan membantu” (ARK/15/01/2014). 
 
Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 
antara pengelola BSM di SMA Negeri 6 Yogyakarta sudah terdapat 
fragmentasi/penyebaran tanggungjawab dalam melaksanakan 
program BSM serta terjalin kerjasama yang baik antar pengelola 
BSM tersebut. Pihak pengelola BSM di SMA Negeri 6 Yogyakarta 
juga menjalin kerjasama dengan pihak Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta dalam mensosialikan program BSM kepada siswa 
ataupun orangtua siswa yang kurang mampu di sekolah tersebut.  
Selain dengan Dinas Pendidikan, pengelola BSM di SMA Negeri 6 
Yogyakarta juga menjalin koordinasi dengan orangtua siswa dalam 
hal konsultasi mengenai pelaksanaan BSM.  
B. Pembahasan 
Program BSM merupakan bagian dari Program Percepatan dan 
Perluasan Perlindungan Sosial (P4S), dan merupakan percepatan dan 
perluasan dari program-program bantuan sosial yang sudah ada selama ini. 
Bantuan Siswa Miskin (BSM) dimaksudkan untuk memutus rantai kemiskinan 
dengan memastikan bahwa masyarakat miskin bisa mengakses pendidikan, 
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sehingga mutu sumber daya manusia Indonesia terus meningkat dan mampu 
bersaing dalam era masyarakat global. Melalui penerapan program BSM, 
pemerintah berharap dapat mencegah siswa miskin SMA dari kemungkinan 
putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan. SMA yang menjadi sasaran 
program BSM ini adalah SMA Negeri dan Swasta yang mempunyai izin 
operasional serta banyak mengampu siswa miskin. 
SMA Negeri 6 Yogyakarta merupakan salah satu SMA Negeri di Kota 
Ygyakarta yang sudah mengimplementasikan program BSM. Dari hasil 
penelitian, diketahui bahwa SMA Negeri 6 Yogyakarta sudah 
mengimplementaskan program tersebut sejak diterbitkannya edaran dari 
Kemendikbud melalui Disdikpora Provinsi Yogyakarta. Siswa-siswa di SMA 
Negeri 6 Yogyakarta yang menjadi sasaran dari program BSM adalah siswa 
yang berasal dari keluarga kurang mampu. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa implementasi Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMA Negeri 6 
Yogyakarta mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Siswa 
Miskin (BSM) ataupun Juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan. Gambaran mengenai mekanisme dalam implementasi 
program BSM di SMA Negeri 6 Yogyakarta ditunjukkan pada bagan berikut 
ini: 
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Gambar 3. 
Mekanisme Pelaksanaan Program BSM di SMA Negeri 6 Yogyakarta. 
(Sumber: Diolah dari hasil penelitian) 
 
Bagan di atas menujukkan alur mekanisme implementasi program 
BSM di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Mekanisme awal dari program tersebut 
adalah kegiatan sosialisasi oleh pengelola BSM di sekolah. Kegiatan 
sosialisasi ini bertujuan untuk menginformasikan kepada siswa dan orangtua 
siswa mengenai program BSM serta persyaratan yang harus dipenuhi. 
Persyaratan yang harus dipenuhi siswa agar menjadi calon penerima bantuan 
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BSM antara lain (1) memiliki KPS (Kartu Perlindungan Soial) dan KMS 
(Kartu Menuju Sejahtera); (2) anak yatim, piatu atau yatim piatu; atau (3) 
siswa dari tiga bersaudara yang semuanya masih dibawah umur. Kartu 
Perlindungan Sosial (KPS) merupakan kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah 
sebagai penanda Rumah Tangga Miskin, sedangkan KMS merupakan kartu 
yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yang diperuntukkan bagi 
gakin (Keluarga Miskin) ber-KTP Kota Yogyakarta. 
Mekanisme selanjutnya adalah pendaftaran. Setelah melengkapi 
dokumen persyaratan, siswa dapat melakukan pendaftaran sebagai calon 
penerima BSM dengan pendampingan/bantuan dari pihak TU sekolah. 
Dokumen-dokumen siswa tersebut kemudian diverifikasi dan direkapitulasi 
oleh sekolah berdasarkan urutan/kategori untuk selanjutnya diserahkan kepada 
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.  
Dalam pelaksanaan program BSM, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 
memiliki peran dalam merekap dan mengesahkan data siswa calon penerima 
BSM yang dikirim oleh sekolah dan menyerahkannya kepada pemerintah 
provinsi. Keputusan siapa saja siswa yang akan menerima dana BSM 
merupakan tugas pemerintah pusat yang nantinya akan ditindak lanjuti dengan 
penyaluran dana bantuan kepsda siswa penerima BSM. 
Mekanisme yang terakhir adalah pengambilan dana bantuan. 
Pengambilan dana bantuan BSM dilakukan di lembaga penyalur BSM di 
masing-masing kota dengan melalukan pembukaan rekening terlebih dahulu. 
Dana bantuan tersebut dapat diambil/dicairkan melalui bank daerah masing-
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masing (BPD). Peyaluran dana BSM juga dapat dilakukan secara kolektif oleh 
pihak sekolah jika siswa belum memiliki rekening tabungan sebagai sarana 
penyaluran dana BSM dari pemerintah.  
Besarnya bantuan yang diberikan pemerintah berbeda-beda setiap 
siswanya. Akan tetapi, sebagian besar orangtua siswa menyatakan bahwa 
besarnya bantuan yang diterima oleh siswa sampai saat penelitian ini 
dilakukaan adalah Rp. 700.000. Dana tersebut dialokasikan untuk pembelian 
buku, peralatan sekolah, seragam atau alat penunjang lainnya. Dana BSM 
yang diterima oleh siswa juga dapat digunakan untuk membayar biaya sekolah 
siswa, seperti SPP, uang OSIS ataupun praktikum siswa.  
Untuk melihat implementasi program BSM di SMA Negeri 6 
Yogyakarta, peneliti menggunakan teori George Edward III. Dalam teori 
George Edward III disebutkan bahwa ada empat aspek yang berpengaruh 
terhadap keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, 
disposisi dan struktur birokrasi. 
Aspek pertama, yaitu komunikasi. Komunikasi dalam implementasi 
program Bantuan Siswa Miskin (BSM) berkaitan dengan penyampaian 
informasi. George Edward III menyebutkan bahwa agar pelaksana dapat 
mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan program, 
diperlukan proses penyampaian informasi mengenai program Bantuan Siswa 
Miskin dari policy makers (pemerintah) kepada pelaksana kebijakan policy 
implementors (pengelola BSM tingkat sekolah) (Joko Widodo, 2008: 97). 
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Proses penyampaian informasi tersebut hanya dapat dilakukan melalui 
komunikasi/sosialisasi. 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan BSM telah 
disosialisasikan dari Pemerintah Pusat dan Daerah kepada pengelola BSM di 
setiap sekolah, termasuk SMA Negeri 6 Kota Yogyakarta. Informasi 
mengenai Program BSM di SMA Negeri 6 Yogyakarta juga telah disampaikan 
kepada kelompok sasaran kebijakan, yaitu siswa yang kurang mampu. Akan 
tetapi, sosialisasi tersebut hanya berbentuk penyampaian informasi atau 
pengumuman yang diberikan oleh pihak pengelola BSM di sekolah, sehingga 
belum tersampaikan secara lebih mendalam kepada para kelompok sasaran. 
Informasi yang diterima siswa maupun orangtua siswa hanya diberikan secara 
garis besar melalui undangan, selebaran, pengumuman dan pertemuan 
orangtua.  
Kejelasan informasi berperan penting dalam menunjang kelancaran 
komunikasi antar pembuat kebijakan dan pelaksana program. Apabila 
informasi yang disampaikan tidak jelas, akan mengganggu proses 
implementasi, karena informasi akan menjadi disalah artikan oleh penerima 
informasi. Agar para pelaksana, target group, dan pihak yang berkepentingan 
tahu akan apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan, maka 
informasi mengenai Program BSM di SMA Negeri 6 Yogyakarta harus dapat 
diterima dengan jelas sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi tujuan, 
maksud, sasaran serta substansi dari kebijakan tersebut. Akan tetapi, para 
orangtua siswa hanya mendapatkan informasi mengenai penggunaan BSM dan 
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cara pengambilan bantuan. Mereka mengakui mendapatkan informasi 
mengenai anak mereka yang mendapatkan BSM secara tiba-tiba. Selain itu, 
informasi yang diberikan oleh pelaksana BSM di SMA Negeri 6 Yogyakarta 
masih dirasa masih belum jelas, sehigga banyak orangtua dan siswa yang 
mengalami kebingungan. 
Aspek kedua, yaitu sumber daya. SMA Negeri 6 Yogyakarta memiliki 
staf TU dan guru BP/BK yang menangani pelaksanaan program BSM. Staf 
TU sebagai petugas administrasi memiliki tugas dalam menangani 
administrasi BSM, sedangkan guru BP/BK memiliki tugas dalam hal 
sosialisasi dan konsultasi bagi siswa maupun orangtua. Pelaksana program 
BSM memiliki keahlian dalam mengoperasikan Ms.Excel dan Ms.Word yang 
mempermudah dalam membuat laporan dan menghitung data, sehingga 
meningkatkan kinerja pelaksana dalam melakukan pendataan beasiswa 
penerima BSM. Dalam menjalankan program BSM, pihak sekolah tidak 
memiliki kewengan penuh dan hanya tebatas pada pendataan siswa. 
Wewenang tersebut digunakan sekolah dalam memverifikasi dan 
mengidentifikasi siswa calon penerima bantuan yang akan diusulkan ke Dinas 
Pendidikan Kabupaten/Kota. Sedangkan yang memiliki kewenangan penuh 
dalam menetapkan siswa penerima bantuan adalah Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan.  
SMA Negeri 6 Yogyakarta juga sudah memiliki komputer khusus bagi 
staf TU untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program BSM. Akan 
tetapi, pihak pelaksana/pengelola BSM di tingkat sekolah tidak memiliki 
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kuasa atas anggaran dalam pelaksanaan BSM. Anggaran yang ditentukan 
berasal dari pemerintah yang langsung diberikan kepada siswa yang 
bersangkutan tanpa perantara dari sekolah. Dari beberapa komponen 
sumberdaya di atas, sebagian besar sudah terpenuh. George Edward III 
menyebutkan bahwa sumberdaya merupakan sarana yang digunakan untuk 
mengoperasionalkan implementasi suatu program//kebijakan (Joko Widodo, 
2008: 104). Tercukupinya sumberdaya tersebut berarti ketentuan-ketentuan 
atau aturan-aturan (laws) akan menjadi kuat, pelayanan akan diberikan, dan 
pengaturan-pengaturan (regulations) dapat dikembangkan. 
Aspek ketiga adalah disposisi atau sikap pelaksana. Disposisi atau 
sikap pelaksana/penglola BSM dalam melaksanakan program BSM di SMA 
Negeri 6 Yogyakarta dapat dapat dilihat dari dukungan pelaksana serta 
kepuasan orangtua dan siswa terhadap kinerja pengelola BSM di sekolah. 
Secara keseluruhan, kinerja pelaksana program BSM di SMA Negeri 6 
Yogyakarta dipandang sudah maksimal oleh siswa dan orangtua siswa dalam 
memberikan pelayanan. Disposisi yang baik tersebut merupakan bentuk 
kesungguhan pelaksana program untuk mewujudkan tujuan program BSM. 
Kinerja serta disposisi yang baik dari pelakasana dipengaruhi oleh 
penyampaian informasi yang jelas dari pembuat kebijakan sehingga pelaksana 
mengetahui dan memahami tujuan serta substansi dari program BSM. George 
Edward III menyebutkan bahwa intensitas disposisi para pelaksana 
(implementor) dapat mempengaruhi pelaksanaan (performance) 
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kebijakan/program (Joko Widodo, 2008: 105). Tingginya intesitas disposisi 
pelaksana dapat menyebabkan berhasilnya implementasi program. 
Respon yang positif terhadap program BSM tidak hanya berasal dari 
pelaksana saja, tetapi juga dari siswa yang merupakan target group dari 
kebijakan tersebut. Beberapa siswa memiliki respon positif dari diterapkannya 
program BSM. Respon-respon positif tersebut lahir karena kebermanfaatan 
program BSM tersebut bagi siswa. Walaupun para siswa memiliki respon 
yang positif terhadap maksud dan kebermanfaatan program BSM, akan tetapi 
beberapa siswa masih kurang setuju mengenai sistem pelaksanaannya, seperti 
sistem pencairan bantuan yang hanya dilakukan satu kali serta yang masih 
belum menjangkau masyarakat luas. Selain para siswa, orangtua juga sangat 
mendukung program BSM yang dikhususkan untuk membantu siswa kurang 
mampu agar tidak putus sekolah karena alasan kesulitan biaya. Para orangtua 
siswa merasa senang dan bersyukur karena BSM dapat dimanfaatkan untuk 
keperluan sekolah anak-anak mereka. 
Disposisi dan kinerja yang baik dari pelaksana/pengelola BSM juga 
berhubungan dengan struktur birokrasi. Dalam struktur birokrasi harus 
terdapat dimensi SOP (Standard Operating Prosedure) yang merupakan tata 
laksana dalam melakukan suatu hal yang berisi tentang petunjuk dan aturan-
aturan yang ada dalam organisasi. Terkait dengan hal tersebut, sekolah tidak 
memiliki SOP dalam pelaksanaan program BSM sebagai acuan pelaksanaan. 
Sekolah menggunakan Petunjuk Teknis BSM jenjang SMA tahun 2013 yang 
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian 
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Pendidikan dan Kebudayaan sebagai panduan pelaksanaan. Dengan adanya 
panduan pelaksanaan akan memudahkan sekolah dalam 
mengimplementasikan kebijakan/program tersebut.  
Selain SOP, dalam struktur birokrasi juga terdapat dimensi fragmentasi 
(penyebaran tanggung jawab) sehingga mempermudah pelaksanaan program 
BSM. Terkait dengan hal tersebut, penyebaran tugas antar pengelola BSM 
dalam melaksanakan program BSM sudah terbagi dengan baik dengan 
penyebaran tugas yang tidak terlalu terpecah-pecah yaitu sekolah yang 
melakukan sosialisasi, mengidentifikasi siswa calon penerima BSM, 
membantu siswa melengkapi data persyaratan untuk kemudian diajukan ke 
Dinas Pendidikan dan membantu siswa dalam mencairkan bantuan pada kali 
pertama dana diturunkan. Pembagian tugas/tanggungjawab antarpengelola 
BSM di SMA Negeri 6 Yogyakarta dalam melaksanakan program BSM yaitu 
Guru BP/BK merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam konsultasi dan 
sosialisasi kepada siswa dan orangtua siswa mengenai pelaksanaan program 
BSM. Sedangkan staf TU memiliki tanggungjawab dalam hal administrasi 
siswa seperti melengkapi berkas persyaratan. Selain itu, guru BP/BK dan staf 
TU juga bekerjasama dalam mengidentifikasi/mendata siswa kurang mampu 
yang nantinya akan diajukan kepada Dinas Pendidikan sebagai calon siswa 
penerima BSM.  
Koordinasi dan kerjasama antar organisasi pelaksana program BSM 
sudah terjalin dengan baik, hal tersebut terwujud melalui pola kinerja mereka 
yang saling bekerja sama untuk mensukseskan pelaksanaan program BSM 
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tersebut. Bentuk koordinasi pengelola BSM di SMA Negeri 6 Yogyakarta 
dengan Dinas Pendidikan adalah dalam hal komunikasi dan sosialisasi 
pelaksanaan BSM kepada orangtua siswa. Selain dengan Dinas Pendidikan, 
sekolah juga melakukan koordinasi dengan para orangtua siswa dalam hal 
konsultasi mengenai pelaksanaan BSM. 
Jika dilihat dari keempat aspek di atas, pelaksanaan program BSM di 
SMA Negeri 6 Yogyakarat sudah dapat dikatakan masih kurang pada aspek 
komunikasi/sosialisasi. Informasi yang disosialisasikan dari sekolah kepada 
siswa dan orangtua siswa masih belum jelas sehingga menimbulkan 
kebingungan. Akan tetapi, seluruh sumber daya juga sudah terpenuhi dan 
disposisi pelaksana dalam implementasi program BSM juga cukup baik, hal 
ini dibuktikan dengan kinerja yang efektif sehingga dapat memberikan 
pelayanan kepada siswa. Selain itu adanya Juknis pelaksanaan dan pembagian 
tugas antarinstansi serta kerjasama yang baik dari organisasi pelaksana 
program juga menambah keberhasilan pelaksanaan program BSM.
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi program Bantuan 
Siswa Miskin (BSM) di SMA Negeri 6 Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa 
mekanisme pelaksanaan program BSM dimulai dari sosialisasi, pendaftaran 
calon penerima BSM, verifikasi dan rekapitulasi data siswa calon penerima 
BSM, pengiriman data tersebut ke Dinas Pendidikan Kota yang kemudian 
akan dilanjutkan ke pemerintah pusat. Setelah informasi mengenai siswa 
penerima BSM diterima, siswa dapat membuka rekening untuk pencairan 
dana. 
Pelaksanaan program BSM di SMA Negeri 6 Yogyakarta belum dapat 
dikatakan berhasil secara keseluruhan karena masih mengalami masalah pada 
aspek komunikasi/sosialisasi. Akan tetapi, pelakasanaan program BSM sudah 
didukung oleh sumberdaya staf yang cukup kompeten, fasilitas yang baik serta 
kinerja yang maksimal. Selain itu, adanya petunjuk pelaksanaan dan 
kerjasama yang baik antar staf di sekolah menjadikan pelaksanaan program 
BSM lebih efektif. 
B. Saran 
Sebagai upaya memberi masukan kepada pengambilan kebijakan, 
maka dari hasil penelitian mengenai analisis implementasi kebijakan penataan 
dan pemerataan guru PNS pada jenjang SMA dapat diajukan saran-saran 
sebagai berikut: 
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1. Bagi Dinas Pendidikan 
      Agar Dinas Pendidikan memperluas jaringan sosialisasi mengenai 
BSM kepada masyarakat luas. Sehingga masyarakat miskin yang tidak 
terjangkau yang tidak memiliki akses informasi bisa mengetahui adanya 
program BSM. 
2. Bagi Sekolah 
     Sekolah diharapkan meningkatkan intensitas sosialisasi kepada siswa 
ataupun orangtua siswa mengenai program BSM terutama dalam hal 
kelengkapan yang harus dipenuhi siswa ketika mendaftar BSM agar tidak 
terjadi perbedaan persepsi antara orangtua siswa dan pihak sekolah. 
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CATATAN LAPANGAN  
 
Catatan Lapangan 1. 
Hari/Tanggal  : Senin /2 Desember 2013 
Waktu  : 10.00- selesai  
Lokasi  : SMA Negeri 6 Yogyakarta  
Kegiatan : Observasi 
 
    Pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013, peneliti datang ke SMA Negeri 6 
Yogyakarta, dengan tujuan mengadakan observasi awal dalam rangka meminta 
izin untuk melaksanakan penelitian yang akan dilakukan di SMA Negeri 6 
Yogyakarta serta untuk mendapatkan informasi mengenai Bantuan Siswa Miskin 
(BSM) di SMA Negei 6 Yogyakarta. Pada saat itu peneliti menuju keruang wakil 
kepala sekolah dan bertanya kepada wakasek serta menjelaskan maksud dan 
tujuan peneliti, setelah peneliti menjelaskan wakasek memberitahukan kepada 
peneliti untuk bertemu langsung dengan ibu Arika selaku pengurus BSM diruang 
tata usaha. Peneliti pun segera menuju ke ruang tata usaha untuk bertemu dengan 
ibu Arika. 
    Setelah bertemu dengan ibu Arika di ruang tata usaha peneliti menyampaikan 
maksud dan tujuan peneliti datang ke sekolah dengan melampirkan surat izin 
observasi dari fakultas. Setelah membaca surat izin dari peneliti tersebut, staf tata 
usaha memahami maksud dan tujuan peneliti. Dengan sikap bijak staf tata usaha 
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memberikan informasi dan penjelasan kepada peneliti mengenai Bantuan Siswa 
Miskin (BSM). 
    Staf tata usaha menjelaskan bagaimana BSM itu bisa terselenggara di SMA 
Negeri 6 Yogyakarta. Terselenggaranya BSM ini ditetapkan sesuai dengan edaran 
dinas dikpora mulai tahun 2013, mulai tahun 2013 diedarkan surat dari 
kementrian melalui dikpora, sejak itu sekolah dan bagian tata usaha menindak 
lanjuti program BSM. 
     Peneliti menyimpulkan bahwa data diatas tentang proses terciptanya program 
BSM di SMA Negeri 6 Yogyakarta akan menjadi data dan memperkaya deskripsi 
penelitian proses perumusan bantuan siswa miskin (BSM). 
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                                  CATATAN LAPANGAN 
 
Catatan Lapangan 2. 
Hari/Tanggal   : Selasa / 24 Desember 2013 
Waktu   : 10.00- selesai  
Lokasi   : SMA Negeri 6 Yogyakarta  
Kegiatan  : Observasi untuk izin melaksanakan penelitian 
 
    Setelah melakukan observasi data awal dan mendapatkan beberapa informasi 
yang sekiranya cukup untuk peneliti mengolah data awal, peneliti memutuskan 
untuk melakukan penelitian mengenai program bantuan siswa miskin di SMA 
Negeri 6 Yogyakarta, yakni mengenai implementasi program bantuan siswa 
miskin (BSM) di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Pada hari Selasa tanggal 24 
Desember 2013, Peneliti datang kembali ke SMA Negeri 6 Yogyakarta guna 
meminta kepastian bahwa peneliti ingin melakukan penelitian mengenai program 
bantuan siswa miskin di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Wakil kepala sekolah dengan 
besar hati mengijinkan peneliti untuk melakukan penelitian. Dengan mengikuti 
prosedur yang berlaku. 
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                                   CATATAN LAPANGAN  
 
Catatan Lapangan 3. 
Hari/Tanggal   : Senin/ 6 Januari 2014  
Waktu   : 10.00- selesai 
Lokasi   : SMA Negeri 6 Yogyakarta  
Kegiatan  : Observasi 
 
    Peneliti datang ke SMA Negeri 6 Yogyakarta untuk yang ke tiga kalinya 
setelah menyusun proposal, dan proposal tersebut telah disetujui oleh 
pembimbing. Proposal tersebut digunakan sebagai syarat untuk mengurus surat 
ijin penelitian dari fakultas. Setelah mendapatkan surat ijin penelitian, peneliti 
segera memberikan kepada pihak sekolah sebagai salah satu prosedur dalam 
melakukan penelitian disekolah. 
     Peneliti kemudian melakukan observasi di lingkungan SMA Negeri 6 
Yogyakarta. Setelah melakukan observasi di lingkungan sekolah, peneliti bertemu 
dengan Wakil kepala sekolah dan peneliti meminta ijin untuk mengadakan 
wawancara terhadap staf yang mengelola Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) 
di sekolah dan data  siswa penerima BSM. Dan saat itu staf TU menyuruh peneliti 
untuk datang esok harinya. 
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                                    CATATAN LAPANGAN  
 
Catatan Lapangan 4. 
Hari/Tanggal  : Selasa/ 21 Januari 2014 
Waktu   : 10.00- selesai 
Lokasi   : SMA Negeri 6 Yogyakarta  
Kegiatan  : Observasi  
 
     Peneliti pun menepati janji dari staf TU untuk datang hari ini guna melakukan 
wawancara untuk memenuhi data-data yang kurang, disitu peneliti meminta data 
siswa penerima BSM serta surat rekomendasi dari sekolah bahwa peneliti ingin 
melakukan wawancara kepada orangtua siswa dan siswa dirumah, dan staf TU 
pengelola BSM memberikan surat ijin penelitian kepada peneliti yang 
direkomendasikan dari kepala sekolah SMA Negeri 6 Yogyakarta guna digunakan 
untuk observasi kerumah siswa. Setelah peneliti menerima surat ijin dari sekolah  
dan peneliti belum mendapatkan data siswa penerima BSM dan alamt siswa 
peneliti disuruh datang 2minggu lagi oleh staf TU, setelah itu peneliti berpamitan 
kepada staf TU yang mengelola BSM. 
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                                  CATATAN LAPANGAN  
 
Catatan Lapangan 5. 
 
Hari/Tanggal  : Senin/ 10 Februari 2014 
Waktu   : 10.00- selesai 
Lokasi   : SMA Negeri 6 Yogyakarta  
Kegiatan  : Observasi  
 
     Hari selasa tanggal 10 Februari sesuai dengan yang dijadwalkan oleh staf TU 
pengelola BSM bahwa peneliti diminta datang untuk mengambil data siswa 
penerima BSM , maka peneliti segera datang ke SMA Negeri 6 Yogyakarta untuk 
mengambil data yang akan digunakan peneliti untuk wawancara siswa. Setelah 
peneliti memperoleh data dari Staf TU, peneliti menanyakan apakah SK BSM itu 
ada dan akhirnya staf TU menjawab bahwa BSM memiliki SK, setelah peneliti 
meminta SK staf TU meminta peneliti untuk datang besok karena Sknya yang 
menangani bapak kepala sekolah, kebetulan bapak kepala sekolahnya lagi ada 
tugas diluar, akhirnya peneliti pun berpamitan kepada staf TU. 
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                                    CATATAN LAPANGAN  
 
Catatan Lapangan 6. 
 
Hari/Tanggal  : Jumat/ 21 Februari 2014 
Waktu   : 10.00- selesai 
Lokasi   : SMA Negeri 6 Yogyakarta  
Kegiatan  : Observasi  
 
   Sesuai dengan saran dari staf TU yang mengelola BSM penelitipun datang ke 
sekolah SMA Negeri 6 Yogyakarta, peneliti pun langsung menuju ruang TU 
untuk bertemu dengn staf TU, staf TU pun mempersilahkan peneliti untuk duduk 
dan menunggu SK yang akan diprint,staf TU pun memberikan SK tersebut kepada 
peneliti guna dipergunakan peneliti untuk menambahkan data-data hasil 
penelitiannya tersebut,agar peneliti lebih mudah menyusun hasil penelitiannya.     
Setelah peneliti menerima SK akhirnya peneliti pun berpamitan kepada staf TU 
dan mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan guru dan staf di SMA Negeri 
6 Yogyakarta, sehingga peneliti merasa dipermudah dalam melaksanakan tugas 
penelitian. 
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                                       CATATAN LAPANGAN  
 
Catatan Lapangan 7. 
 
Hari/Tanggal  : Kamis/ 27 Februari 2014 
Waktu   : 10.00- selesai 
Lokasi   : SMA Negeri 6 Yogyakarta  
Kegiatan  : Observasi 
 
    Setelah mendapatkan data-data dari SMA Negeri 6 Yogyakarta peneliti 
keesokan harinya datang ke sekolah guna mewawancarai siswa-siswi yang 
menerima bantuan BSM, peneliti mulai menyusun bahan yang akan dipertanyakan 
kepada siswa-siswi. Peneliti pun meminta izin kepada guru pengajar untuk 
diberikan izin mewawancarai siswa kebetulan waktunya berdekatan dengan jam 
pelajartan.  
    Disini peneliti sempat bingung karena ada salah satu siswa kelas 12 tidak 
masuk, akhirnya peneliti meminta tolong kepada staf TU untuk menghubungi 
siswa tersebut agar berkenan datang kesekolah, setelah salah satu guru staf TU 
menelpon siswa tersebut dan meminta izin untuk datang kesekolah akhirnya siswa 
tersebut datang kesekolah dan siswa tersebut berkenan diwawancarai. 
     Setelah para siswa berkumpul diruangan yang telah disediakan oleh staf TU. 
peneliti mewawancarai siswa-siswi penerima BSM satu persatu untuk 
mendapatkan informasi mengenai BSM yang mereka terima. Disitu para siswa 
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menjelaskan dengan jelas bagaimana cara mereka mendapatkan BSM yang dana 
itu digunakan untuk membantu mereka meringankan biaya terutama untuk biaya 
sekolah. 
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Lampiran 2 
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PEDOMAN WAWANCARA 
“IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) DI 
SMA NEGERI 6 YOGYAKARTA” 
 
A. Pedoman Wawancara dengan Staf Dinas Pendidikan 
1. Bagaimana bentuk koordinasi antar tim pelaksana baik di Dinas 
Pendidikan ataupun dengan sekolah dalam mengelola BSM? 
2. Apakah Dinas memiliki Standar Operasional Prosedur sebagai panduan 
khusus dalam implementasi BSM? 
3. Siapa yang melakukan sosialisasi mengenai program BSM? 
4. Anggaran untuk program BSM tersebut berasal dari mana saja? 
5. Fasilitas atau sarana apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
program BSM? 
6. Bagaimana mekanisme implementasi BSM? 
 
B. Pedoman Wawancara dengan Pengelola BSM di Sekolah 
1. Sejak kapan program BSM di Kota Yogyakarta mulai diterapkan? 
2. Siapa saja yang menjadi target dari program BSM? 
3. Bagaimana wewenang Bapak/Ibu dalam pelaksanaan program BSM? 
4. Berapa jumlah staf di sekolah yang menangani pelaksanaan program 
BSM? 
5. Apa latar belakang pendidikan Bapak/Ibu dan keahlian apa yang Bapak 
dan Ibu miliki yang berkaitan dengan pelaksanaan program BSM? 
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6. Bagaimana bentuk koordinasi antar tim pelaksana baik di Dinas 
Pendidikan ataupun dengan sekolah dalam mengelola BSM? 
7. Bagaimana bentuk koordinasi dengan orangtua siswa penerima BSM? 
8. Bagaimana bentuk pembagian tugas di sekolah dalam implementasi 
program BSM? 
9. Apakah sekolah memiliki Standar Operasional Prosedur sebagai panduan 
khusus dalam implementasi BSM? 
10. Apa saja tugas sekolah dalam pelaksanaan program BSM? 
11. Siapa yang melakukan sosialisasi mengenai program BSM? 
12. Bagaimana proses sosialisasinya? 
13. Anggaran untuk program BSM tersebut berasal dari mana saja? 
14. Berapa nominal bantuan yang diberikan untuk siswa BSM? 
15. Bagaimana Dana BSM untuk siswa di berikan? 
16. Fasilitas atau sarana apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
program BSM? 
17. Bagaimana respon Bapak/Ibu mengenai Program BSM? 
18. Apakah Bapak/Ibu mendukung pelaksanaan Program BSM? 
19. Bagaimana mekanisme implementasi BSM di sekolah? 
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C. Pedoman Wawancara dengan Orangtua Siswa 
1. Apa pekerjaan bapak/ibu sehari-hari? 
2. Jika boleh tau berapa penghasilan rata-rata perbulan? 
3. Siapa yang melakukan sosialisasi mengenai program BSM? 
4. Bagaimana proses sosialisasinya? 
5. Bagaimana kinerja sekolah dalam melaksanakan program BSM? 
6. Bagaimana mekanisme penyaluran dana BSM? 
7. Apakah bapak/ibu tahu jumlah dana yang diberikan 
8. Bagaimana respon bapak/ibu terhadap program BSM? 
 
D. Pedoman Wawancara dengan Siswa 
1. Siapa yang melakukan sosialisasi mengenai program BSM? 
2. Bagaimana proses sosialisasinya? 
3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan program BSM di sekolah? 
4. Bagaimana proses penyaluran dana bantuannya? 
5. Digunakan untuk apa dana BSM? 
6. Bagaimana pandangan Anda terhadap adanya program BSM? 
7. Bagaimana kinerja sekolah dalam mengelola BSM? 
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Lampiran 3 
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TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN PENGELOLA BSM DI 
DINAS PENDIDIKAN 
 
Hari  : Jum’at 
Tanggal : 27 Desember 2013 
Waktu  : 11 : 25 WIB 
Tempat : Kantor Bagian JPD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 
Subjek  : AG 
Jabatan : Staf Pengelola BSM Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 
 
1. Peneliti : Bagaimana bentuk koordinasi antar tim pelaksana baik di Dinas 
Pendidikan ataupun dengan sekolah dalam mengelola BSM? 
 AG : Kalau koordinasi BSM ini intinya kami hanya mensosialisasikan 
saja kepada sekolah mengenai BSM ini, karena yang paling 
dekat dengan siswa itu kan sekolah. Kami selaku pengelola 
BSM di Dinas Pendidikan istilahnya merupakan jembatan antara 
masyarakat dengan pemerintah pusat. Jadi kami ini fungsinya 
melakukan koordinasi-koordinasi disekolah-sekolah supaya 
BSM tidak salah sasaran. 
2. Peneliti : Apakah Dinas memiliki Standar Operasional Prosedur sebagai 
panduan khusus dalam implementasi BSM? 
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 AG : Kalau BSM ini belum ada SOP nya mbak, soalnya kan baru 
keluar kemarin. Tapi sebagai gantinya kan ada petunjuk teknis 
yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Nah, itu yang digunakan 
sebagai acuan kami. Dan itu sah-sah saja. 
3. Peneliti : Siapa yang melakukan sosialisasi mengenai program BSM? 
 AG : Kalau pihak Dinas Pendidikan itu sosialisasinya langsung dari 
pusat. Setelah itu, kami sosialisasikan program BSM tersebut ke 
setiap sekolah untuk kemudian diinformasikan ke orangtua dan 
siswa 
4. Peneliti : Anggaran untuk program BSM tersebut berasal dari mana saja? 
 AG : Anggaran untuk BSM itu jelas dari pemerintah pusat mbak, 
langsung ke siswanya, karena itu kan program dari pusat, bukan 
daerah. 
5. Peneliti : Fasilitas atau sarana apa saja yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan program BSM? 
 AG : Fasilitas yang dibutuhkan itu jelas internet mbak. Jadi kalau ada 
pengumuman mengenai BSM kami tinggal upload saja ke web. 
Nanti kan setiap sekolah bisa mengakses. Kalau di Dinas 
Pendidikan semua itu sudah tersedia. 
6. Peneliti : Bagaimana mekanisme implementasi BSM? 
 AG : Kalau mekanisme BSM ini, urutannya dari tingkat pusat, punya 
program turun ke provinsi kemudian ke dinas kota. Setelah itu, 
kami sampaikan ke sekolah mengenai program tersebut. Ketika 
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sekolah sudah menerima iformasinya, mereka kemudian 
meneruskan info BSM tersebut kepada warga. Setelah itu, 
semua yang mengatur administrasinya ya sekolah. Setelah 
sekolah mendata siswa calon penerima BSM, mereka 
mengirimnya kepada kami untuk kami rekap dan kami sahkan. 
Setelah itu datanya tadi kami kirimkan ke pemerintah provonsi, 
kemudian kami dikirimkan lagi ke pusat. 
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TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN PENGELOLA BSM  
DI SEKOLAH 
 
Hari  : Rabu 
Tanggal : 15 Januari 2014 
Waktu  : 14 : 10 WIB 
Tempat : Ruang TU SMA Negeri 6 Yogyakarta 
Subjek  : ARK 
Jabatan : Pengelola BSM 
 
1. Peneliti : Sejak kapan program BSM di Kota Yogyakarta mulai 
diterapkan? 
 ARK : Program BSM ini sudah dilaksanakan di sekolah ini mulai tahun 
2013, sesuai edaran dari Kementerian Pendidikan melalui 
Disdikpora. 
2. Peneliti : Siapa saja yang menjadi target dari program BSM? 
 ARK : Yang menjadi target Program BSM ini, kami mengikuti sesuai 
dari petunjuk dari kemendikbud. Yang pertama adalah siswa 
yang mempunyai KPS, kemudian yang kedua memiliki KMS, 
yang ketiga dia berasal dari keluarga kurang mampu yang 
dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu, yang keempat 
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dia anak yatim atau piatu yang kategorinya juga membutuhkan, 
kemudian yang kelima dia anak dari 3 bersaidara yang 
semuanya masih dibawah 18 tahun dan masih usia sekolah. 
3. Peneliti : Bagaimana wewenang Bapak/Ibu dalam pelaksanaan program 
BSM? 
 ARK : Kalau kewenangan saya dalam program BSM ini, yaitu 
bekerjasama dengan BP/BK untuk mendata siswa. Data yang 
siswa calon penerima BSM tersebut nantinya kami kirimkan ke 
Dinas Pendidikan untuk selanjutnya disahkan dan dikirim ke 
pusat. Jadi yang menentukan penerima BSM itu bukan 
kewenangan kami, karena yang menentukan siapa saja yang 
menerima BSM adalah Kemendikbud. 
4. Peneliti : Berapa jumlah staf di sekolah yang menangani pelaksanaan 
program BSM? 
 ARK : Yang menangani BSM di sekolah ini sudah cukup jumlahnya ya 
mbak. Dari BP/BK ada sekitar 4 orang, kemudian dari TU 
sendiri ada 4 orang. Guru BP/BK menangani sosialisasi dan 
konsultasi untuk siswa, sedangkan kami dari TU menangani 
masalah administrasinya. 
5. Peneliti : Apa latar belakang pendidikan Bapak/Ibu dan keahlian apa yang 
Bapak dan Ibu miliki yang berkaitan dengan pelaksanaan 
program BSM? 
 ARK : Riwayat pendidikan terakhir saya S1, kemudian saya bekerja di 
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bagian Riwayat pendidikan terakhir saya S1, kemudian saya 
bekerja di bagian TU di SMA ini. Kalau untuk masalah 
administrasi BSM memang sudah sewajarnya dari TU yang 
menangani dan untuk untuk konsultasi dan sosialisasi lebih tepat 
dilakukan oleh BP/BK. Sedangkan keahlian khusus yang 
dibutuhkan ya seputar Ms.Word ataupun excel, dan setiap 
pegawai TU disini memang sudah diharuskan bisa 
menggunakan program tersebut. 
6. Peneliti : Bagaimana bentuk koordinasi antar tim pelaksana baik di Dinas 
Pendidikan ataupun dengan sekolah dalam mengelola BSM? 
 ARK : Koordinasi kami dengan Dinas Pendidikan yang jelas adalah 
mengenai sosialisasi. Karena kami ini dibawah tanggungjawab 
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, maka kami komunikasinya 
dengan bagian JPD di Dinas Pendidikan. Kalau ada hal-hal yang 
masih bingung, kami bisa bertanya ataupun konslutasi ke sana. 
7. Peneliti : Bagaimana bentuk koordinasi dengan orangtua siswa penerima 
BSM? 
 ARK : Koordinasi kami dengan orangtua siswa lebih kepada konsultasi 
ya mbak dan juga sosialiasi. Misalnya saja ada orangtua siswa 
yang tudak mampu, tetapi tidak memiliki KPS dan mengajukan 
BSM itu nanti akan kami tindak lanjuti baiknya bagaimana 
baiknya, ataupu ada orangtua yang konsultasi mengenai 
penggunaan bantuan BSM nanti itu guru BK/BP pasti akan 
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membantu 
8. Peneliti : Bagaimana bentuk pembagian tugas di sekolah dalam 
implementasi program BSM? 
 ARK : Kalau pembagian tugas, kami dari pihak TU bekerjasama 
dengan guru BP/BK. Guru BP/BK yang melakukan sosialisasi 
ataupun memberikan pelayanan konsultasi bagi siswa atau 
orangtua siswa, kemudian kami dari TU lebih kepada 
administrasinya, seperti membantu siswa melengkapi data untuk 
persyaratan. Kami juga bekerjasama dengan guru BP/BK dalam 
memilih siswa kurang mampu untuk kami ajukan ke Dinas 
Pendidikan. 
9. Peneliti : Apakah sekolah memiliki Standar Operasional Prosedur sebagai 
panduan khusus dalam implementasi BSM? 
 ARK : Program BSM ini kan merupakan kebijakan baru dari 
pemerintah, dikeluarkannya tahun 2013 kemarin. Jadi untuk 
pelaksanaannya kami mengikuti juknisnya saja. Kalau juknisnya 
kan sudah keluar, itu yang menjadi acuan kami 
10. Peneliti : Apa saja tugas sekolah dalam pelaksanaan program BSM? 
 ARK : Pada dasarnya, tugas sekolah itu yang pertama jelas, melakukan 
sosialisasi, kemudian kita cari siapa siswa yang kurang mampu 
di sekolah ini untuk kemudian kami ajukan kepada Dinas 
Pendidikan sebagai penerima BSM. Dalam mengajukan usulan 
tersebut juga kami memiliki tugas untuk membantu siswa 
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melengkapi berkas-berkas persyaratan. Waktu pencairan 
pertama kemarin, kami memang menerima dan menyalurkan 
bantuan ke siswa, tetapi untuk yang sekarang bantuannya sudah 
langsung masuk kerekening siswa. 
11. Peneliti : Siapa yang melakukan sosialisasi mengenai program BSM? 
 ARK : Waktu itu kami dapat sosialisasi mengenai BSM dari Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta. Untuk menindaklanjuti sosialisasi 
tersebut, Kepala Sekolah menginformasikannya kepada 
orangtua melalui surat edaran. Selain itu ada juga guru BPBK 
yang menginformasikan kepada siswa di kelas, sedangkan untuk 
proses administrasinya kami dari pihak TU sendiri yang 
mensosialisasikan. 
12. Peneliti : Bagaimana proses sosialisasinya? 
 ARK : Kalau dari Dinas Pendidikan, yang disampaikan Alhamdulillah 
sudah cukup jelas. Dan kalaupun ada hal yang masih 
membingungkan, kami bisa menanyakan langsung ke Dinas 
Pendidikan. Soalnya untuk mempersiapkan semuanya kami kan 
harus ada informasi yang jelas terlebih dahulu. Kalau untuk 
siswa dan orangtua siswa kami informasikan lewat pertemuan 
untuk orangtua, ataupun ke kelas kelas untuk siswa. Kalau ada 
yang kurang jelas, mereka bisa menanyakannya langsung 
kepada kami 
13. Peneliti : Anggaran untuk program BSM tersebut berasal dari mana saja? 
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 ARK : Kalau BSM itu sepengetahuan kami dananya langsung dari 
kementrian pusat. Jadi uangnya tidak turun ke kami dulu, 
langsung dari pusat ke siswa. 
14. Peneliti : Berapa nominal bantuan yang diberikan untuk siswa BSM? 
 ARK : Kalau nominalnya sampai saat ini setau kami itu berbeda-beda, 
dan perbedaannya itu merupakan kewenangan langsung dari 
kementriaan. Kalau untuk tahap pertama, itu ada yang dapat Rp. 
500.000, ada yang dapat Rp. 1.000.000. Kemudian yang tahap 
kedua itu, ada yang dapat Rp. 700.000 dan ada yang dapat Rp. 
1.000.000. 
15. Peneliti : Bagaimana Dana BSM untuk siswa di berikan? 
 ARK : Kalau dulu, untuk Tahap I, II dan III uangnya itu masih masuk 
ke rekening sekolah, karena dulu itu pengambilan uangnya 
dilakukan secara kolektif, setelah itu baru kami berikan uangnya 
ke siswa. Sedangkan untuk yang ke-IV, V, VI dan VII itu, 
dananya sudah masuk ke rekening siswa sendiri, kami hanya 
membantu administrasinya. 
16. Peneliti : Fasilitas atau sarana apa saja yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan program BSM? 
 ARK : Untuk fasilitas khusus itu tidak ada ya mbak. Kami hanya 
melayani saja. Dari BP/BK ada pelayanan konsultasi ataupun 
informasi, sedangkan kami dari TU membantu untuk 
melengkapi syarat-syarat dan membuat surat rekomendasi 
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bahwa siswa tersebut adalah siswa BSM. Jadi sifatnya lebih ke 
pelayanan. Kalau yang berbentuk fisik itu jelas computer untuk 
mengerjakan laporan pendataan siswa yang diajukan, terus juga 
ada surat dan selebaran untuk sosialisasi. 
17. Peneliti : Bagaimana respon Bapak/Ibu mengenai Program BSM? 
 ARK : Menurut saya pemerintah sudah melakukan hal yang cukup 
bijaksana dengan mengalihkan dana subsidi BBM untuk 
bantuan pendidikan bagi siswa yang kurang mampu. Soalnya 
kan biaya pendidikan di SMA itu cukup besar ya, mulai dari 
uang SPP, seragam, buku, perlengakapan sekolah, transport, 
uang saku bahkan ada yang untuk les. Untuk keluarga miskin 
saya rasa dengan adanya BSM bisa meringankan biaya sekolah. 
18. Peneliti : Apakah Bapak/Ibu mendukung pelaksanaan Program BSM? 
 ARK : Saya mendukung sekali mbak, karena program BSM ini cukup 
membantu dalam pembiayaan sekolah anak-anak. Walaupun 
program beasiswa ataupun bantuan itu sebenarnya sudah banyak 
ya, tetapi kan kadang-kadang semua itu belum cukup untuk 
menutupi kebutuhan siswa. Dengan ditambah BSM ini, saya 
rasa lebih membantu siswa. 
19. Peneliti : Bagaimana mekanisme implementasi BSM di sekolah? 
 ARK : Setelah surat edarannya keluar itu, kami kemudian 
menginformasikan kepada siswa yang kira-kira membutuhkan 
BSM ini supaya menyerahkan dan melengkapi dokumen 
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persyaratan. Setelah itu, kami melakukan verifikasi data siswa 
yang benar-benar memerlukan, kategorinya ya itu tadi, ada KPS, 
KMS, dia dari keluarga tidak mampu, anak yatim piatu, dan 
memiliki saudara 2 atau lebih dan semuanya dibawah umur 18 
tahun serta masih usia sekolah. Setelah selesai, kami rekap 
datanya dan disahkan oleh kepala sekolah untuk dikirim ke 
Dinas Pendidikan. 
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TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN ORANG TUA 
 
Hari  : Rabu 
Tanggal : 26 Maret 2014 
Waktu  : 11.14 WIB 
Tempat : Terban, Yogyakarta 
Subjek  : TWD 
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 
 
1. Peneliti : Apa pekerjaan bapak/ibu sehari-hari? 
 TWD : Kalau bapak itu satpam, saya ibu rumah tangga. Hanya saja 
kalau ada pesanan kue ya saya terima, jadi tidak setiap hari. 
Tergantung kalau ada pesanan 
2. Peneliti : Jika boleh tau berapa penghasilan rata-rata perbulan? 
 TWD : Bapak gaji pokoknya Rp 1.200.000, nanti adan tambahan HR 
atau yang lain, jadi totalnya ya sekitar Rp 1.500.000. Sedangkan 
kalau saya penghasilannya tidak tentu mbak, tergantung 
pesanan. Kalau satu bulan bisa dapat sekitar Rp 200.000 – 
300.000 dari pesanan itu. 
3. Peneliti : Siapa yang melakukan sosialisasi mengenai program BSM? 
 TWD : Saya dulu diberi sosialisasi dari pihak sekolah, tapi itu sudah 
lama sekali. Waktu itu saya hanya diberi tahu tahu oleh TU 
bahwa ada BSM, terus saya disuruh numpuk berkas-berkas. 
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Jadi, waktu pertemuan orangtua itu, TU memberitahukan kalau 
anak saya sudah dapat 
4. Peneliti : Bagaimana proses sosialisasinya? 
 TWD : Menurut saya sosialisasinya masih kurang jelas mbak. Saya tahu 
ada BSM malah dari anak saya yang sekolah di tempat lain. Jadi 
kurang detail, gak tahu prosesnya bagaimana tiba-tiba sudah 
dapat 
5. Peneliti : Bagaimana kinerja sekolah dalam melaksanakan program BSM? 
 TWD : Menurut saya kinerjanya sudah bagus. Saya dilayani dengan 
baik, walaupun sosialisasinya masih kurang jelas ya mbak, 
tetapi kalau ada yang belum paham mengenai BSM, langsung 
bertanya ke TU atau BK juga pasti dibantu 
6. Peneliti : Bagaimana mekanisme penyaluran dana BSM? 
 TWD : Kalau uangnya langsung masuk ke rekening tabungan mbak. 
Awalnya kan anak saya belum punya rekening tabungan. Tetapi 
waktu itu sekolah memberi tahu anak saya suruh buka rekening 
masal di taman siswa untuk pencairan BSMnya. Setelah 
rekeningnya jadi ya uangnya tinggal diambil saja di bank. 
7. Peneliti : Apakah bapak/ibu tahu jumlah dana yang diberikan 
 TWD : Kalau dulu yang katanya si 1.000.000 mbak, nah yang dari BPD 
ini saya dapatnya hanya 700.000 
8. Peneliti : Bagaimana respon bapak/ibu terhadap program BSM? 
 TWD : Program BSM ini sangat membantu sekali ya mbak, soalnya 
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kami sebagai orangtua kadang-kadang merasa agak kesulitan 
membiayai sekolah anak, seperti untuk beli buku, les atau 
peralatan sekolah lainnya. 
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TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN ORANG TUA 
 
Hari  : Rabu 
Tanggal : 26 Maret 2014 
Waktu  : 12.27 WIB 
Tempat : Prawirotaman 
Subjek  : ST 
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 
 
1. Peneliti : Apa pekerjaan bapak/ibu sehari-hari? 
 ST  Ibu rumah tangga, kalau bapak kerja di UPTupt malioboro. 
2. Peneliti : Jika boleh tau berapa penghasilan rata-rata perbulan? 
 ST : Kalau Bapak, 1bln Rp. 1.000.000 sudah termasuk potongan 
kesehatan. 
3. Peneliti : Siapa yang melakukan sosialisasi mengenai program BSM? 
 ST : Yang mensosialisasikan dari pihak sekolah mbak. Proses 
sosialisasinya ya hanya mengisi blangko dan mengumpulkan 
berkas persyaratan. Prosesnya bagaimana itu seingat saya gak 
dikasih tahu mbak. Langsung dapat saja. 
4. Peneliti : Bagaimana proses sosialisasinya? 
 ST : Kalau menurut saya sosialisasinya kurang. Saya hanya 
diberitahu dapat BSM terus mengisi blangko. Setelah itu diberi 
pengarahan BSMnya bisa digunakan untuk apa saja terus 
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mengambil uangnya bagaimana. 
5. Peneliti : Bagaimana kinerja sekolah dalam melaksanakan program BSM? 
 ST : Mereka sudah bekerja dengan baik ya mbak, dari masalah 
mengumpulkan berkas-berkas sampai selesai, sekolah sudah 
membantu. 
6. Peneliti : Bagaimana mekanisme penyaluran dana BSM? 
 ST : Setelah ada informasi dapat BSM itu, anak saya disuruh buka 
rekening, waktu itu kan ada pembukaan rekening masal di 
taman siswa, waktu itu saya yang datang. Setelah itu di sana 
saya nunjukin syarat-syarat seperti KTP terus buka rekening. 
Nah, kalau uangnya ngambilnya di bank mbak, di BPD. 
7. Peneliti : Apakah bapak/ibu tahu jumlah dana yang diberikan 
 ST : Setahu saya, di koran itu disebutkan kalau dana BSM turunnya 
Rp. 1.000.000 mbak. Tapi ini yang baru saya terima hanya Rp. 
200.000. 
8. Peneliti : Bagaimana respon bapak/ibu terhadap program BSM? 
 ST : Bagi saya program ini merupakan rezeki yang tidak terduga 
untuk anak-anak. Walaupun belum dapat mencukupi semua 
kebutuhan sekolah anak saya, tapi yang jelas berapapun 
bantuannya itu sangat membantu sekali 
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TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN ORANG TUA 
 
Hari  : Jum’at 
Tanggal : 28 Maret 2014 
Waktu  : 10.34 WIB 
Tempat : Demangan Baru, Yogyakarta 
Subjek  : SMD 
Pekerjaan : Buruh Jahit 
 
1. Peneliti : Apa pekerjaan bapak/ibu sehari-hari? 
 SMD  Kalau Bapak jadi buruh jahit, kalau saya, ibu rumah tangga. 
Kadang-kadang jadi buruh serabutan seperti mencuci dan 
menyetrika baju tetangga. 
2. Peneliti : Jika boleh tau berapa penghasilan rata-rata perbulan? 
 SMD : Sekitar Rp. 600.000, pokoknya selalu di bawah Rp. 700.000. 
3. Peneliti : Siapa yang melakukan sosialisasi mengenai program BSM? 
 SMD : Saya hanya diberi selebaran dan undangan dari sekolah ya 
mbak. Kalau informasi lainnya malah saya tahunya dari TV atau 
baca di Koran. 
4. Peneliti : Bagaimana proses sosialisasinya? 
 SMD : Sosialisasinya kurang jelas dan detail mbak. Tahu-tahu sudah 
dapat BSM terus disuruh numpuk berkas persyaratan. Jadi 
waktu pertemuan orangtua, TU memberitahukan kalau anak 
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saya sudah dapat BSM. 
5. Peneliti : Bagaimana kinerja sekolah dalam melaksanakan program BSM? 
 SMD : Sekolah sudah membantu sekali mbak, mulai dari melengkapi 
persyaratan sampai yang lain-lainnya. 
6. Peneliti : Bagaimana mekanisme penyaluran dana BSM? 
 SMD : Jadi, kemarin saya dipanggil ke pembuakaan rekening masal di 
Taman Siswa, baru setelah itu uangnya dikasih. 
7. Peneliti : Apakah bapak/ibu tahu jumlah dana yang diberikan 
 SMD : Kalau saya si kemarin dapatnya 700.000. Itu gak bisa diambil 
semuanya mbak, jadi hanya 690.000 yang saya ambil. 
8. Peneliti : Bagaimana respon bapak/ibu terhadap program BSM? 
 SMD : Menurut saya bagus ada program bantuan seperti BSM ini. 
Alhamdulillah dengan adanya BSM kebutuhan sekolah anak 
saya jadi terpenuhi terutama untuk membeli buku. Jadi anaknya 
bisa belajar. 
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TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN ORANG TUA 
 
Hari  : Rabu 
Tanggal : 2 April 2014 
Waktu  : 11.25 WIB 
Tempat : Blunyahrejo 
Subjek  : YT 
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 
 
1. Peneliti : Apa pekerjaan bapak/ibu sehari-hari? 
 YT  Saya ibu rumah tangga, kalau Bapak pegawai swasta 
2. Peneliti : Jika boleh tau berapa penghasilan rata-rata perbulan? 
 YT : Ya, sekitar Rp. 3000.000 
3. Peneliti : Siapa yang melakukan sosialisasi mengenai program BSM? 
 YT : Seingat saya sosialisasi itu hanya sekedar undangan dan 
selebaran dari sekolah. Gak ada sosialisasi lebih jauh lagi. 
4. Peneliti : Bagaimana proses sosialisasinya? 
 YT : Saya sendiri merasa kurang ya sosialisasinya. Untuk informasi 
ke orangtua itu disampaikannya sambil lalu, seperti waktu 
pertemuan ambil rapot, jadi tidak dijelaskan secara rinci. 
5. Peneliti : Bagaimana kinerja sekolah dalam melaksanakan program BSM? 
 YT : Kerja mereka sudah cukup memuaskan. Hanya saja itu mbak, 
kadang-kadang ada informasi yang kami tidak tahu 
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6. Peneliti : Bagaimana mekanisme penyaluran dan BSM? 
 YT : Pertama bikin rekening dulu mbak, setelah itu uangnya baru 
masuk dan bisa diambil. 
7. Peneliti : Apakah bapak/ibu tahu jumlah dana yang diberikan 
 YT : Saya tidak tahu jelasnya berapa, soalnya di TV atau di Koran 
kan katanya dana BSM untuk SMA itu sampai Rp. 1.000.000. 
Tapi, saya dapatnya Rp. 700.000 mbak. Itu yang saya ambil dari 
BPD. 
8. Peneliti : Bagaimana respon bapak/ibu terhadap program BSM? 
 YT : Saya merasa sangat diuntungkan ya mbak. Anak saya yang 
tadinya belum bisa bayar les jadi bisa les, yang tadinya gak bisa 
beli buku sekarang sudah bisa beli buku. Untuk orang-orang 
seperti saya, program ini benar-benar sangat membantu. 
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TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN ORANG TUA 
 
Hari  : Jum’at 
Tanggal : 28 Maret 2014 
Waktu  : 13.40 WIB 
Tempat : Prawirotaman 
Subjek  : BRH 
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 
 
1. Peneliti : Apa pekerjaan bapak/ibu sehari-hari? 
 BRH : Kalau saya sendiri ibu rumah tangga. Bapak jadi buruh 
2. Peneliti : Jika boleh tau berapa penghasilan rata-rata perbulan? 
 BRH : Ya sekitar Rp.1.000.000 per bulan.  
3. Peneliti : Siapa yang melakukan sosialisasi mengenai program BSM? 
 BRH : Kalau sosialisasi yang memberi ya dari sekolah mbak. Tapi 
jelasnya bagaimana itu saya kurang paham. Soalnya tahu-tahu 
anak saya sudah dapat 
4. Peneliti : Bagaimana proses sosialisasinya? 
 BRH : Informasinya masih kurang mbak, Kalau mau lebih rinci 
biasanya saya tanyakan langsung saja ke guru BK atau ke TU 
yang mengelola BSM. 
5. Peneliti : Bagaimana kinerja sekolah dalam melaksanakan program BSM? 
 BRH : Sudah bagus mbak, sekolah mengarahkan kami apa saja yang 
harus dikumpulkan waktu itu, terus mensosialisasikan ke kami 
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bagaimana cara mengambil uangnya 
6. Peneliti : Bagaimana mekanisme penyaluran dana BSM? 
 BRH : Waktu itu, saya hanya datng ke taman siswa saja, bawa KTP 
terus bikin rekening. Setelah itu uangnya sudah bisa dicairkan 
mbak 
7. Peneliti : Apakah bapak/ibu tahu jumlah dana yang diberikan 
 BRH : Kemarin yang turun itu baru 700 ribu mbak. Tapi saya gak tahu 
yang benar berapa. 
8. Peneliti : Bagaimana respon bapak/ibu terhadap program BSM? 
 BRH : Alhamdulillah sekali mbak, saya merasa sangat terbantu dengan 
adanya BSM. Anak saya bisa mencukupi sebagian besar 
kebutuhan sekolahnya, karena memang kondisi saya dan suami 
saya kan penghasilannya pas-pasan. Jadi seperti dapat hadiah 
dari pemerintah. 
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TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN SISWA 
 
Hari  : Kamis 
Tanggal : 24 April 2014 
Waktu  : 11.00 WIB 
Tempat : SMA Negeri 6 Yogyakarta 
Subjek  : AL 
 
1. Peneliti : Siapa yang melakukan sosialisasi mengenai program BSM? 
 AL : Yang diberi sosialisasi lebih jelas itu orangtua mbak. Jadi saya 
diberi surat untuk orangtua, terus mereka datang ke sekolah. 
Saya hanya tahu informasinya saja mbak. 
2. Peneliti : Bagaimana proses sosialisasinya? 
 AL : Saya kurang tahu mbak kalau alasan dapat BSMnya bagaimana. 
Waktu itu informasinya hanya mengenai BSM itu apa, terus 
mencairkan uangnya bagaimana, syaratnya apa saja dan 
mengambil uangnya kapan. Ya itu si mbak yang diinformasikan. 
3. Peneliti : Bagaimana mekanisme pelaksanaan program BSM di sekolah? 
 AL : Mekanismenya dari awal itu ada sosialisasi dari sekolah, terus 
saya melengkapi berkas di TU, setelah itu kita disuruh buka 
rekening buat ambil uangnya. 
4. Peneliti : Bagaimana proses penyaluran dana bantuannya? 
 AL  Waktu itu yang ngambil uang orangtua saya mbak. Mereka 
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datang ke Taman Siswa, buka rekening, setelah itu uangnya bisa 
diambil kapan saja. 
5. Peneliti : Digunakan untuk apa dana BSM? 
 AL : Buat beli buku sama bayar seragam mbak. 
6. Peneliti : Bagaimana pandangan Anda terhadap adanya program BSM? 
 AL : Programnya sudah bagus mbak, soalnya sangat membantu. 
Tetapi si sebaiknya uang bantuannya itu diberikan secara 
berkala, misalnya perbulan. Soalnya kalau sekali saja langsung 
dapat banyak malah cepat habisnya. 
7. Peneliti : Bagaimana kinerja sekolah dalam mengelola BSM? 
 AL : Bagi saya si sekolah sudah melakukan yang terbaik. Mulai dari 
memberi informasi kemudian membantu kami dalam 
mengajukan bantuan 
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TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN SISWA 
 
Hari  : Rabu 
Tanggal : 23 April 2014 
Waktu  : 10.00 WIB 
Tempat : SMA Negeri 6 Yogyakarta 
Subjek  : AYS 
 
1. Peneliti : Siapa yang melakukan sosialisasi mengenai program BSM? 
 AYS : Dulu itu saya langsung dipanggil ke TU, terus dikasih tau 
caranya menggambil uangnya aja. Jadi hanya diberi informasi 
mbak. Kalau sosialisasi detail itu, seingat saya gak ada. 
2. Peneliti : Bagaimana proses sosialisasinya? 
 AYS : Menurut saya belum terlalu detail mbak. Tahu-tahu daya sudah 
dapat BSM itu. Prosesnya bagaimana saya gak tahu. Tapi kalau 
informasi mengenai penggunaan dan pengambilan uangnya 
sudah jelas mbak. 
3. Peneliti : Bagaimana mekanisme pelaksanaan program BSM di sekolah? 
 AYS : Ya itu mbak, setelah ada pemberitahuan mengenai BSM, saya 
daftar ke TU. Setelah dapat, buka rekening. 
4. Peneliti : Bagaimana proses penyaluran dana bantuannya? 
 AYS : Saya si kurang paham ya mbak, soalnya yang mengambil 
uangnya itu orangtua saya. Orangtua saya si bilangnya ada 
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pemberitahuan suruh membuka rekening, setelah itu uangnya 
sudah masuk. 
5. Peneliti : Digunakan untuk apa dana BSM? 
 AYS : Sejauh ini si baru digunakan untuk beli buku, peralatan sekolah 
dan sepatu, sisanya ya saya tabung buat masuk kuliah besok. 
6. Peneliti : Bagaimana pandangan Anda terhadap adanya program BSM? 
 AYS : Menurut saya si sangat membantu, tetapi kalau sosialisasinya 
lebih ditingkatkan lagi informasinya itu lebih bagus. Soalnya, 
menurut saya informasinya belum mejangkau masyarakat luas, 
masih banyak ya mbak tetangga-tetangga saya yang kurang 
mampu masih belum tahu mengenai BSM. 
7. Peneliti : Bagaimana kinerja sekolah dalam mengelola BSM? 
 AYS : Semuanya cukup bagus kinerjanya. Kalau ada yang gak saya 
tahu, saya bisa bertanya ke TU atau BK, nanti dibantu. 
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TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN SISWA 
 
Hari  : Kamis 
Tanggal : 24 April 2014 
Waktu  : 09.45 WIB 
Tempat : SMA Negeri 6 Yogyakarta 
Subjek  : CAD 
 
1. Peneliti : Siapa yang melakukan sosialisasi mengenai program BSM? 
 CAD  Kalau sosialisasi ada, tapi sekedar pengumuman saja lewat afa, 
atau di kelas. Pernah juga ada informasi dari TU. 
2. Peneliti : Bagaimana proses sosialisasinya? 
 CAD : Saya si hanya dikasih tahu uang BSMnya bisa digunakan buat 
apa saja, terus cara ngambilnya bagaiamana. Begitu saja si 
mbak, yang lain-lain saya kurang tahu. 
3. Peneliti : Bagaimana mekanisme pelaksanaan program BSM di sekolah? 
 CAD : Dulu itu yang mengurus dari TU mbak. Jadi kami diberitahu ada 
BSM, kemudian disuruh bawa syarat-syaratnya itu. Tahu-tahu 
ya sudah ada informasi dapat BSM, begitu saja mbak. 
4. Peneliti : Bagaimana proses penyaluran dana bantuannya? 
 CAD : Kalau masalah uang yang mengatur orangtua saya. Jadi waktu 
itu yang mengambil uangnya orangtua saya, di Bank BPD. Tapi 
sebelum itu disuruh buka rekening dulu mbak. 
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5. Peneliti : Digunakan untuk apa dana BSM? 
 CAD : Buat bayar SPP sama kayak buat bayar uang OSIS mbak. 
Pernah juga untuk bayar uang praktikum. 
6. Peneliti : Bagaimana pandangan Anda terhadap adanya program BSM? 
 CAD : Bagus si mbak, soalnya bisa buat bantu-bantu siswa yang 
kurang mampu, jadi meringankan beban siswa 
7. Peneliti : Bagaimana kinerja sekolah dalam mengelola BSM? 
 CAD : Sudah bagus mbak, jadi saya tidak perlu repot karena yang 
mengurus semuanya sekolah. 
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TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN SISWA 
 
Hari  : Rabu 
Tanggal : 23 April 2014 
Waktu  : 11.45 WIB 
Tempat : SMA Negeri 6 Yogyakarta 
Subjek  : GR 
 
1. Peneliti : Siapa yang mengadakan sosialisasi mengenai program BSM? 
 GR : Waktu itu yang memberi sosialisasi pihak sekolah. Informasinya 
disampaikan di kelas oleh guru BK. 
2. Peneliti : Bagaimana proses sosialisasinya? 
 GR : Sosialisasinya masih kurang mbak, menurut saya. Kami hanya 
disuruh melengkapi persyaratan, terus buka rekening, kemudian 
ngambil uangnya. 
3. Peneliti : Bagaimana mekanisme pelaksanaan BSM di sekolah? 
 GR : Yang pertama itu sosialisasi mbak, setelah itu saya daftar sambil 
bawa persyaratan ke TU. Setelah itu saya gak tahu bagaimana 
prosesnya, soalnya yang tahu sekolah sama pemerintah. Saya 
tahunya sudah dapat BSM saja. 
4. Peneliti : Bagaimana proses penyaluran dana bantuannya? 
 GR : Setelah ada pengumuman dapat BSM itu, saya disuruh buka 
rekening mbak. Waktu itu yang datang orangtua mbak. Terus 
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pengambilan uangnya di BPD. 
5. Peneliti : Digunakan untuk apa dana BSM? 
 GR : Ya selain buat beli buku-buku sekolah atau peralatan sekolah 
saya juga pakai untuk bayar sekolah. 
6. Peneliti : Bagaimana pandangan Anda terhadap adanya program BSM? 
 GR : Ya bagus mbak, soalnya saya merasa terbantu, jadi bisa beli 
buku ataupun bayar les. 
7. Peneliti : Bagaimana kinerja sekolah dalam mengelola BSM? 
 GR : Ya sudah baik mbak, jadi apa-apa yang berhubungan dengan 
BSM sudah diurus oleh TU. Saya tinggal mengumpulkan syarat-
syarat saja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
153 
 
TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN SISWA 
 
Hari  : Rabu 
Tanggal : 23 April 2014 
Waktu  : 09.00 WIB 
Tempat : SMA Negeri 6 Yogyakarta 
Subjek  : TYS 
 
1. Peneliti : Siapa yang mengadakan sosialisasi mengenai program BSM? 
 TYS : Yang mensosialisasikan dari sekolah mbak, ada yang dari TU 
sama guru BK. 
2. Peneliti : Bagaimana proses sosialisasinya? 
 TYS : Ya jelas si mbak. Kami dikasih tahu pengertian BSM, terus 
perincian jumlah uangnya dan petunjuk penggunaannya, cara 
ngambilnya. Tapi kalau untuk informasi proses dapat BSMnya 
itu saya gak tahu mbak. Soalnya tahu-tahu sudah dapat. 
3. Peneliti : Bagaimana mekanisme pelaksanaan program BSM di sekolah? 
 TYS : Awalnya bagaimana itu saya kurang paham mbak. Seingat saya, 
setelah ada informasi BSM itu, saya disuruh ke TU untuk 
membawa syarat-syaratnya. Semuanya yang mengurusi itu TU 
mbak. Setelah udah dapat, uangnya diambil. 
4. Peneliti : Bagaimana proses penyaluran dana bantuannya? 
 TYS : Kurang tahu itu mbak. Yang pegang uang itu kan ibu saya, jadi 
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waktu ngambil uang itu yang datang ya ibu saya. 
5. Peneliti : Digunakan untuk apa dana BSM? 
 TYS : Buat beli buku, peralatan sekolah seperti alat tulis. Kadang juga 
buat beli tas dan sepatu. 
6. Peneliti : Bagaimana pandangan Anda terhadap adanya program BSM? 
 TYS : BSM itu berguna sekali untuk siswa-siswa yang kurang mampu 
seperti saya. Jadi walaupun uangnya gak cukup, tapi sudah 
sangat membantu saya dalam memenuhi kebutuhan sekolah. 
7. Peneliti : Bagaimana kinerja sekolah dalam mengelola BSM? 
 TYS : Menurut saya kinerjanya sudah bagus si mbak, kami dilayani 
dengan baik. 
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Lampiran 4 
156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Wawancara Dengan 
Pngelola BSM di Sekolah 
Gambar 2. Wawancara Dengan 
Siswa Penerima BSM 
  
Gambar 3. Wawancara Dengan 
Orang Tua Siswa Penerima BSM 
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Lampiran 5 
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